
4. Undang .. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 28. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4271); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 725) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
rnenjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ,/ 

Mengingat 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 
dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penctapan Peraturan Pcmerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang Undangyang mengubah Pasal 14 dan Pasal 
18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang;, perlu menetapkan Peraturan Bupati lentang 
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Percncanaan Golo Mori; 

BUPATl MANGGARAI BARAT, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 
NOMOR ...3,;z. TAHUN 2025 

TENTANG 
RENCANA DETAIL TATA RUANG 

WILAYAH PERENCANAAN GOLO MORI 

BUPATI MANGGARAI BARAT 
PROVINS) NUSA TENGGARA TIMUR 

• 

[ SALINAN I 



10. Peraruran ... 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 
Sadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, 
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan 
Rencana Detail Tata Ruang (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); 

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 
Bado.n Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 
ten tang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program 
Pemanfaatan Ruang (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 330); / 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Baral. 
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat....( 

3. Pemerintah ... 

Pasal 1 

Bagian Kesatu 
Bnln,::nn P<'ng<-rtinn dnn D<'finiai 

BAB I 
KETENTUAN UMUM • 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG 
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN 
GOLO MORI. 

MEMUTUSKAN: 

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan 
Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, 
serta Peta RDTR Kabupaten/ Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); 

11. Peraturan Men teri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 
tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara 
Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 1484); 

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 
Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 
Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan 
Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 530); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 
4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tabun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132); 

14. Peraturan Daerab Kabupaten Manggarai Barat Nomor 
11 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2041 
(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 
2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Manggarai Baral Nomor 228); 
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14. Pengendalian ... 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden 
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang­ 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah yang mernimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah 
kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan narna lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalarn sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang 
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam burni 
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 
makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 

8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola 
Ruang. 

9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat 
pennukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana 
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 
hubungan fungsional. 

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam 
suatu wilayah yang rneliputi peruntukan Ruang untuk 
fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi 
daya. 

11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR 
adalah hasil perencanaan Tata Ruang. 

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata 
Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian 
Pemonfaatan Runng. 

13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR 
melalui penyuaurian dun pelaksanaan program beserta 
pembiayaannyajv' 
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25. Peraturan ... 

14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib Tata Ruang. 

15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang 
selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara 
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. 

16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata 
Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan 
PZ kabupaten/kota. 

17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP 
adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan 
Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun 
RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam 
RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat 
SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan 
batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok. 

19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi 
dan karakteristik spesifik. 

20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki 
fungsi dan kara.kteristik tertentu yang merupakan 
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang 
bersangkutan. 

21. Blok adalah sebidang Jahan yang dibatasi sekurang­ 
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan 
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara 
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum 
nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana 
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan 
rencana kota. 

22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan 
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup 
yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan 
dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan 
pembangunan berkelanjutan. 

23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi 
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia 
dan sumber dava buatan. ~ 

24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur 
dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih 
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanamun, baik yang 
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, 
dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, 
resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika/ 
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c. sebelah ... 

(1) Delineasi WP Golo Mori ditetapkan sebagai WP Ill 
berdasarkan aspek f ungsional dan/ a tau administrasi 
dengan luas 7 .605,97 (tujuh ribu enam. ratus lima korna 
sembilan tujuh) hektare. 

(2) Batas-batas WP Golo Mori sebagaimana dimaksud pada 
oyot (2) adalah: 
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Macang 

Tanggar dan Desa Golo Silas; 
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pantar, 

Desa Galo Pongkor dan Desa Tiwu Nampar; ,./ 

Pasal3 

Bagian Ketiga 
Wilayah Perencanaan 

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi: 
a. tujuan penataan WP; 
b. rencana Struktur Ruang; 
c. rencana Pola Ruang; 
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; 
e. PZ;dan 
f. kelembagaan. 

Pasal 2 

Bagian Kedua 
Ruang Lingku p 

25. Peraturan Zonasi yang selanjulnya disingkal PZ adalah 
ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 
Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya 
dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang 
penetapan Zonanya dalam RDTR. 

26. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang 
menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. 

27. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat 
dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan 
pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang. 

28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang 
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau 
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam 
penyelenggaraan Penataan Ruang. 
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Bagian ... 

c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Golo 
Mori; dan 

d. sebelah baral berbatasan dengan Selat Molo. 
(3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. sebagian Desa Golo Mori di Kecamatan Komodo; 
b. sebagian Desa Macang Tanggar dr Kecamatan 

Komodo; 
c. sebagian Desa Tiwu Nampar di Kecamatan 

Komodo; dan 
d. sebagian Desa Warloka di Kecamatan Komodo. 

(4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibagi menjadi 5 (lima) SWP terdiri atas: 
a. SWP III.A mencakup sebagian Desa Macang 

Tanggar dan sebagian Desa Warloka terdiri atas 
Blok 111.A.l, Blok 111.A.2, Blok lll.A.3, Blok lll.A.4, 
Blok lll.A.5, Blok lll.A.6, Blok Ill.A. 7, Blok Ill.A.8, 
dan Blok III.A.9; 

b. SWP 111.B mencakup sebagian Desa Warloka dan 
sebagian Desa Macang Tanggar terdiri atas Blok 
Ill.B.l, Blok IIl.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok 
III.B.5, dan Blok III.B.6; 

c. SWP III.C mencakup sebagian Desa Golo Mori, 
sebagian Desa Warloka, sebagian Desa Macang 
Tanggar dan sebagian Desa Tiwu Nampar terdiri 
atas Blok 111.C.l, Blok ui.c.z, Blok lll.C.3, Blok 
IlI.C.4, Blok 111.C.5, Blok 111.C.6, Blok 111.C. 7, Blok 
III.C.8, Blok III.C.9, Blok m.c.10, Blok 111.C.ll, 
Blok 111.C.12, Blok IIl.C.13, Blok 111.C.14, Blok 
Ill.C.15, Blok III.C.16, dan Blok Jll.C.17; 

d. SWP lll.D mencakup sebagian Desa Warloka dan 
sebagian Desa Golo Mori terdiri atas Blok Ill.D. l , 
Blok Ill.D.2, Blok 111.D.3, Blok III.D.4, Blok III.0.5, 
Blok III.D.6, Blok lll.D.7, dan Blok lll.D.8; dan 

e. SWP IIl.E mencakup sebagian Desa Golo Mori 
terdiri atas Blok lll.E.1, Blok Ill.E.2, Blok 111.E.3, 
Blok 111.E.4, Blok 111.E.5, dan Blok 111.E.6. 

(5) Delineasi WP Golo Mori sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupa.kan 
bagian tidak terpisa.hkan dan Peraturan Bupati ini. 

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Golo Mori 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digarnbarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum 
dalam Lampiran U yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ,./ 
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(3) Sub ... 

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: 
a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; 
b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; 

dan 
c. pusat pelayanan lingkungan. 

(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat 
di SWP 111.C pada Blok 111.C.8. J 

Pasal 6 

Bagian Kedua 
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan 

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf b meliputi: 
a. rencana pengembangan pusat pelayanan; 
b. rencana jaringan transportasi; dan 
c. rencana jaringan prasarana. 

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 
tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB II 
RENCANA STRUKTUR RUANO 

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a yaitu mewujudkan WP Golo Mori sebagai kawasan 
pariwisata yang mampu mendukung pengembangan 
pariwisata Labuan Baja serta meningkatkan kesejahteraan 
Masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan. 

Pasal 4 

Bagian Keempat 
Tujuan 
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Paragraf ... 

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: 
a. jalan umum; 
b. jalan khusus; 
c. jembalan; 
d. halte; 
e. pelabuhan peogumpan; dan 
f. terminal khusus. 

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 tercantum dalam La.mpiran 111.B yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini../ 

Pasal 7 

Bagian Ketiga 
Rencana Jaringan Transportasi 

(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan pcrkotaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat 
di: 
a. SWP Ill.A pada Blok lll.A.4; 
b. SWP III.B pada Blok 111.B.1; 
c. SWP lll.D pada Blok 111.D.1; dan 
d. SWP Ill. E pad a Blok 111.E. l. 

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) huruf c terdiri atas pusat lingkungan 
kelurahan/desa, terdapat di: 
a. SWP Ill.A pada Blok 111.A. l, Blok 111.A.3, dan Blok 

111.A.9; 
b. SWP III.B pada Blok JII.B.2, dan Blok III.B.5; 
c. SWP 111.C pada Blok 111.C.2, Blok 111.C.7, dan Blok 

IIl.C.14; 
d. SWP 111.D pada Blok Ill.D.2 dan Blok 111.D.4; dan 
e. SWP 111.E pada Blok 111.E.2. 

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta 
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail 
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Paragraf ... 

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat ( 1) huruf a meliputi: 
a. jalan kolektor primer; 
b. jalan lokal primer; 
c. jalan lokal sekunder; 
d. jalan lingkungan primer; dan 
e. jalan lingkungan sekunder. 

(2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. ruas jalan K061 Nggorang - Lemes - Kenari melintas 

di SWP III.Adan SWP 111.C; 
b. ruas jalan K062 Labuan Bajo - Kenari - Golo Mori 

melintas di SWP III.A, SWP 111.C, SWP Ul.D, dan SWP 
III.E; 

c. ruas jalan K064 Mbrata - Menjaga - Warloka 
melintas di SWP III.A; 

d. ruas jalan K065 Sp. Nalls - Lemes melintas di SWP 
III.A; dan 

e. ruas jalan K070 Golo Mori - Ceremba melintas di 
SWP Ill.E. 

(3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, meliputi: 
a. ruas jalan K060 Capi - Weor - Traslok melintas di 

SWP ill.A; 
b. ruas jalan K063 Nanga Nae - Bancang - Weor 

melintas di SWP Ill.A; 
c. ruas jalan K064 Mbrata - Menjaga - Warloka 

melintas di SWP 111.B; 
d. ruasjalan K067 Sp. Mbuhung- Lambur- Sp. Kenari 

melintas di SWP £11.C dan SWP lll.D; 
e. ruas jalan K068 Kenari - Warloka melintas di SWP 

111.B dan SWP 111.C; dan 
f. jalan lokal primer melintas di SWP Ill.A, SWP 111.B, 

SWP rn.c, SWP III.D, dan SWP 111.E. 
(4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c, melintas di SWP Ill.A, SWP 111.B, SWP m.c, 
SWP 111.D, SWP 111.E. 

(5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d, melintas di SWP III.A, SWP Ill.B, SWP 
m.c, SWP lll.D, dan SWP 111.E. 

(6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e, melintas cit SWP Ill.A, SWP lll.B, 
SWP 111.C, SWP m.o, dan SWP 111.E./ 

Pasal 8 

Paragraf 1 
Jalan Umum 
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Paragraf ... 

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d 
meliputi: 
a. SWP Ill.A pada Blok 111.A.4; 
b. SWP 111.C pada Blok 111.C.2 dan Blok 111.C.8; 
c. SWP 111.D pada Blok m.o.i, dap 
d. SWP III.E pada Blok III.E. l. ,,./ 

Pasal 11 

Paragraf 4 
Halte 

Jembatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf c meliputi: 
a. Jembatan Wae Kenari di SWP III.C pada Blok 111.C.4; 
b. Jembatan Wae Kenari 2 di SWP Ill.A pada Blok 111.A.7; 
c. Jembatan Wae Kenari 3 di SWP III.A pada Blok III.A.7; 
d. Jembatan Wae Mburak di SWP Ill.A pada Blok 111.A.6; 
e. Jembatan Wae Kerbok di SWP 111.C pada Blok 111.C.12; 
f. Jembatan Wae Sok Nardi SWP iu.o pada Blok 111.D.l; 
g. Jembatan Wae Kloa di SWP 111.E pada Blok III.E.2; 
h. Jembatan Wae Lambos di SWP 111.E pada Blok 111.E.2; 

dan 
i, jembatan terdapat di: 

l. SWP ill.A pada Blok 111.A.8; 
2. SWP 111.C pada Blok 111.C.5, Blok III.C.9, dan Blok 

111.C.15; dan 
3. SWP 111.E pada Blok 111.E.2 dan Blok 111.E.4. 

Pasal 10 

Paragraf 3 
Jembatan 

(1) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf b berupa jalan menuju kawasan mice 
Golo Mori. 

(2) Jalan khusus sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
melintas di SWP Ill.D dan SWP 111.E. 

Pasal 9 

Paragraf 2 
Jalan Khusus 
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Paragraf ... 

Rencanajaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi: 
a. rencana jaringan energi; 
b. rencanajaringan telekomunikasi; 
c. rencana jaringan sumber daya air; 
d. rencana jaringan air min um; 
e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3); 
f. rencana jaringan persampahan; 
g. rencana jaringan drainase; dan 
h. rencana jaringan prasarana lainnya. r/ 

Pasal 14 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Keempat 
Rencana Jaringan Prasarana 

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat 
(1) huruf f yaitu Pelabuhan Tana Mori di SWP Ill.E pada Blok 
111.E.3. 

Pasal 13 

Paragraf 6 
Terminal Khusus 

(1) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa Pelabuhan Pengumpan 
Lokal. 

(2) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. Pelabuhan Warloka di SWP III.B pada Blok 111.B.2; 
b. Pelabuhan Lenteng di SWP Jll.D pada Blok 111.D. l; 
c. Pelabuhan Nanga Nepa di SWP 111.E pada Blok 

111.E.4; dan 
d. Pelabuhan Soknar di SWP Ill.D pada Blok III.0.1. 

Pasal 12 

Paragraf 5 
Pelabuhan Pengumpan 
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Paragraf ... 

(1) Rencanajaringan energi sebagairnana dimaksud daJam 
Pasal 14 huruf a, terdiri atas: 
a. infrastruktur pembangk.itan tenaga listrik dan 

sarana pendukung; 
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan 
c. gardu listrik. 

(2) lnfrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana 
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a meliputi: 
a. pernbangkit listrik tenaga surya (PLTS) di SWP 111.E 

pada Blok 111.E.1; 
b. pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di: 

l. SWP 111.D pada Blok III.D.1; dan 
2. SWP lll.E pada Blok ill.E.4. 

c. pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit 
Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Warloka di SWP 
111.C pada Blok lll.C.10. 

(3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) 

melintas di SWP III.A, SWP lll.C, SWP Ill.D, SWP 
111.E; 

b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di 
SWP Ill.A, SWP ui.a, SWP lll.C, SWP ui.o, SWP 
Ill.E; dan 

c. saluran kabel tegangan menengah (SKTM) 
melintas di SWP lll.E. 

(4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi: 
a. gardu hubung terdapat di 

1. SWP 111.D pada Blok 111.D.2; dan 
2. SWP 111.E pada Blok ll1.E.5. 

b. gardu distribusi, terdapat di: 
1. SWP Ill.A pada Blok 111.A.6, Blok Ill.A.9; 
2. SWP III.C pada Blok 111.C.7, Blok lll.C.8; 
3. SWP III.D pada Blok 111.D. l; dan 
4. SWP 111.E pada Blok lll.E.4. 

(5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digarnbarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 tercantum dalam Lampiran 111.C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini, ti 

Pasal 15 

Paragraf 2 
Rencana J aringan Energi 
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4) jaringan ... 

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas: 
a. sistem jaringan irigasi: dan 
b. bangunan sumber daya air. 

(2) Sistem jaringan irigasi sebagannana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, terdiri atas: 
a. jaringan irigasi primer, meliputi: 

1) jaringan ingasi Nggorang melintas di SWP Ill.A; 
2) jaringan irigasi primer Wae Keloa melintas di 

SWP 111.E; 
3) jaringan irigasi primer Wae Mbot l melintas di 

SWP 111.C; ,/ 

Pasal 17 

Paragraf 4 
Rencana Jaringan Sumber Daya Air 

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas: 
a. jaringan tetap; dan 
b. jaringan bergerak seluler. 

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, berupa jaringan serat optik melintas di SWP 
Ill.A, SWP 111.B, SWP 111.C, SWP 111.D, SWP 111.E. 

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf b, berupa menara base transceiver station 
(BTS), terdapat di: 
a. SWP III.A pada Blok 111.A. i, dan Blok 111.A.4; 
b. SWP 111.B pada Blok 111.B.1, dan Blok 111.B.5; 
c. SWP IIJ.C pada Blok 111.C.7, Blok 111.C.8, Blok 

iu.c.n, dan Blok lll.D.17; 
d. SWP 111.D pada Blok 111.D. i, Blok 111.D.2, dan Blok 

111.D.6; dan 
e. SWP 111.E pada Blok 111.E. l, Blok 111.E.3, dan Blok 

III.E.4. 
(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail 
informasi skala l :5.000 tercantum dalam Lampiran 
Ill.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 16 

Paragraf 3 
Rencana Jaringan Telekomunikasi 
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Paragraf ... 

4) jaringan irigasi primer Wac Mbot II melintas di 
SWP 111.C; 

5) jaringan irigasi primer Wae Pelilu melintas di 
SWP lll.C; 

6) saluran primer Wae lko Tuak melintas di SWP 
111.C; dan 

7) saluran primer Wae Weor melintas di SWP Ill.A. 
b. jaringan irigasi sekunder, meliputi: 

1) jaringan irigasi sekunder Wae Keloa melintas di 
SWP 111.E; dan 

2) jaringan irigasi sekunder Wae Mbot l melintas 
di SWP 111.C. 

c. jaringan irigasi tersier, meliputi: 
1) jaringan irigasi tersier Wae Keloa melintas di 

SWP 111.E; 
2) jaringan irigasi tersier Wae Mbot I melintas di 

SWP 111.C; 
3) jaringan irigasi tersier Wae Mbot II melintas di 

SWP 111.C; 
4) jaringan irigasi tersier Wae Pelilu melintas di 

SWP 111.C; dan 
5) saluran tersier Wae Weor melintas di SWP Ill.A. 

(3) Bangunan sumber daya air sebagairnana dimaksud 
pada ayat (11 huruf b, berupa prasarana irigasi, 
terdapat di: 
a. Bendung Wae Mbot I terdapat di SWP 111.C pada 

Blok 111.C.5; 
b. Bendung Wae Mbot IT terdapat di SWP III.C pada 

Blok 111.C. l 6; 
c. Bendung Wae Pelilu terdapat di SWP 111.C pada 

Blok lll.C.14; 
d. Embung Benteng terdapat di SWP Ul.A pada Blok 

III.A.2; dan 
e. Embung Cum.bi terdapat di SWP Ill.A pada Blok 

III.A.6. 
(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail 
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran 
111.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. ,/ 
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Paragraf ... 

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 huruf d, terdiri atas: 
a. jaringan perpipaan; dan 
b. bukan jaringan perpipaan. 

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi: 
a. unit arr baku berupa jaringan transmisi air baku 

melintas di SWP TII.A, SWP tIJ.C, SWP ITI.D. 
b. unit produksi meliputi: 

1. instalasi produksi berupa Embung Anak 
Munting terdapat di SWP Ill.C pada Blok 
UI.C.2; dan 

2. jaringan transmisi air rninurn melintas di SWP 
Ill.A, SWP 111.B, SWP 111.C, SWP lll.D. SWP lll.E. 

c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi 
melintas di SWP Ill.A, SWP IIl.B, SWP 111.C, SWP 
Ill.D, SWP Ul.E. 

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b meliputi: 
a. terminal air terdapat di: 

l. SWP III.A pada Blok 111.A.l; 
2. SWP 111.8 pada Blok III.B.1; 
3. SWP 111.C pada Blok Ill.C.7, Blok Ill.C.8, dan 

Blok IILC.13; 
4. SWP Ill.D pada Blok 111.D.5; dan 
5. SWP 111.E pada Blok lll.E.2. 

b. bangunan penangkap mata air meliputi: 
1. Sumber Air Desa Golo Mori terdapat di SWP 

111.E pada Blok 111.E.2; 
2. Wae Cumbi terdapat di SWP 111.C pada Blok 

111.C.9; dan 
3. Wae Tiwu Nampar terdapat di SWP 111.C pada 

Blok m.c.s. 
(4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 tercantum dalam Lampiran 111.F yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. ~ 

Pasal 18 

Paragraf 5 
Rencana Jaringan Air Minum 
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1. SWP ... 

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, terdin atas: 
a. ternpat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle 

(TPS3R); dan 
b. tempat pemrosesan akhir (TPA). 

(2) Ternpat pcngelolaan sampah reuse, reduce, recycle 
(TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdapat di: 
a. TPS3R Golo Mori di SWP 111.E pada Blok 111.E. I; 
b. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle 

(TPS3R) terdapat di:,1 

Pasal 20 

Paragraf 7 
Rencana J aringan Persampahan 

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan 
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berupa 
sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. 

(2) Sistem pengelolaan air lirobah domestik terpusat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. pipa induk; dan 
b. lPAL ska)a kawasan tertentu/permuk:iman. 

(3) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a terdapat di SWP Ill.A, SWP 111.B, SWP 111.C, SWP 111.D, 
dan SWP 111.E. 

(4) !PAL skala kawasan tertentu/permukiman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat 
di: 
a. SWP III.A pada Blok IIl.A.6; 
b. SWP 111.B pada Blok 111.B.1; 
c. SWP 111.C pada Blok 111.C.10; dan 
d. SWP 111.E pada Blok III.E.4. 

(5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan 
lirobah bahan berbabaya dan beracun (B3) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digarnbarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum 
dalam Lampiran 111.G yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 19 

Paragraf 6 
Ren can a Pengelolaan Air Lim bah dan Pengelolaan Lim bah 

Bahan Berbahaya dan Beracun {83) 
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a. jalur ... 

(1) Rcncana jaringan prasarana lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, tcrdiri atas:/ 

Pasal 22 

Paragraf9 
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya 

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 huruf g. terdiri atas: 
a. jaringan drainase primer; 
b. jaringan drainase selrunder; dan 
c. jaringan drainase tersier. 

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana ctimaksud pada 
ayat (1) huruf a, terdapat di SWP Ill.A, SWP 111.C, SWP 
111.D, dan SWP 111.E. 

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP III.A, SWP III.B, 
SWP in.c, SWP rn.o, dan SWP Ill.E. 

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, terdapat di SWP III.A, SWP Ifl.B, SWP 
lll.C, SWP lll.D, dan SWP ill.E. 

(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 21 

Paragraf 8 
Rencana Jaringan Drainase 

1. SWP III.A pada Blok Ill.A. l; 
2. SWP 111.B pada Blok 111.B.4; 
3. SWP lll.C pada Blok Jll.C.2, dan Blok lll.C.13; 

dan 
4. SWP 111.D pada Blok 111.D.6. 

(3) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b berupa TPA Warloka terdapat di 
SWP III.C pada Blok IIl.C.10. 

(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail 
informasi skala 1 :5.000 tercantum dalam Lampiran 
111.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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i. Rencana ... 

a. jalur cvakuasi bcncana; 
b. tempat evakuasi; 
c. jalur sepeda; dan 
d. jaringan pejalan kaki. 

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a berupajalan yang meliputi: 
a. ruas jalan K060 Capi - Weor -Traslok melintas di 

SWP Ill.A; 
b. ruas jalan K061 Nggorang - Lemes - Kenari 

melintas di SWP III.A, SWP 111.C; 
c. ruas jalan K062 Labuan Bajo - Kenari - Golo Mori 

melintas ch SWP Ill.A, SWP III.C, SWP Ill.D, dan 
SWP III.E; 

d. ruas jalan K063 Nanga Nae - Bancang - Weor 
melintas di SWP III.A; 

e. ruas jalan K064 Mbrata - Menjaga - Warloka 
rnelintas di SWP III.B; 

f. ruas jalan K065 Sp. Nalis - Lemes melintas di SWP 
Ill.A; 

g. ruas jalan K066 Cumbi - SMP 4 Komodo - Kenari 
melintas di SWP lll.C; 

h. ruas jalan K067 Sp. Mbuhung - Lambur - Sp. 
Kenari melintas di SWP Ul.C dan SWP lll.D; 

i. ruas jalan K068 Kenari - Warloka melintas di SWP 
Ill.B dan SWP 111.C; 

j. ruas jalan K070 Golo Mori - Ceremba melintas di 
SWP 111.E; dan 

k. jalur evakuasi bencana rnelintas di seluruh SWP. 
(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, terdiri atas: 
a. titik kumpul; dan 
b. tempat evakuasi sementara. 

(4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a meliputi: 
a. Kapela Cumbi di SWP III.A pada Blok III.A.9; 
b. Kapela Santo Paulus di SWP 111.E pada Blok 111.E.4; 
c. Kapela Translok di SWP Ill.A pada Blok 111.A. l; 
d. Lapangan Lemes di SWP III.A pada Blok 111.A. l; 
e. Masjid Jami Al Khayat di SWP lll.E pada Blok 

III.E.2; 
f. Puskesmas Galo Mori di SWP 111.D pada Blok 

III.0.2; 
g. Rencana Kawasan Pertahanan dan Keamanan di 

SWP 111.C pada Blok 111.C.10; 
h. Rencana SPU-1 di SWP 111.C pada Blok 111.C.8, Blok 

III.C.13; c/' 
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(8) Rencana .. 

Lemes - Kenari b. ruas jalan K061 Nggorang 
melintas di SWP 111.C; 

c. ruas jalan K062 Labuan Bajo - Kenari - Golo Mori 
melintas di SWP Ill.A, SWP lll.C, SWP lll.D, SWP 
111.E; 

d. ruas jalan K064 Mbrata - Menjaga - Warloka 
melintas di SWP IU.B; 

e. ruas jalan K065 Sp. Nalis - Lemes melintas di SWP 
Ill.A; 

f. ruas jalan K066 Curnbi - SMP 4 Komodo - Kenari 
melintas di SWP m.C; 

g. ruas jalan K068 Kenari - Warloka melintas di SWP 
111.B dan SWP lll.C; dan 

h. jaringan pejalan kaki melintas di seluruh SWP./ 

i. Rencana SPU-3 di SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok 
111.B.5, Blok 111.B.6 dan SWP W.D pada Blok 111.Dl 
dan Blok IIl.D.4; 

j. SDI Jati Makmur di SWP 111.C pada Blok 111.C.15; 
dan 

k. SMAN 4 Komodo di SWP 111.C pada Blok III.C.12. 
(5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b, meliputi: 
a. Embung Anak Munting di SWP 111.C pada Blok 

111.C.2; 
b. Lapangan Golo Mori di SWP 111.E pada Blok 111.E. l; 
c. Rencana SPU-2 di SWP ill.A pada Blok 111.A.6; dan 
d. Rencana SPU-3 di SWP III.B pada Blok Ill.B. l. 

(6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, meliputi : 
a. ruas jalan K061 Nggorang - Lemes - Kenari 

melintas di SWP 111.C; 
b. ruas jalan K062 Labuan Bajo - Kenan - Golo Mori 

melintas di SWP ill.A, SWP ill.C, SWP 111.D. dan 
SWP 111.E; 

c. ruas jalan K064 Mbrata - Menjaga - Warloka 
melintas di SWP 111.B; 

d. ruas jalan K068 Kenari - Warloka melintas di SWP 
111.B den SWP 111.C; dan 

e. jalur sepeda melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan 
SWP 111.C. 

(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d, meliputi: 
a. ruas jalan K060 Capi - Weor -Traslok melintas di 

SWP III.A; 

20 



(2) Sub ... 

(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS 
sebagairoana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan 
luas 320,89 (tiga ratus dua puluh koma delapan 
sembilan) hektare berupa Sub-Zona perlindungan 
setempat dengan kode PS . .,v 

Pasal 25 

Paragraf 1 
Zona Perlindungan Setempat 

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(1) huruf a terdiri atas: 
a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; 
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; 
c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan 
d. Zona badan air dengan kode BA. 

Pasal 24 

Bagian Kedua 
Zona Lindung 

{l) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf c terdiri atas: 
a. Zona Lindung; dan 
b. Zona Budi Daya. 

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana diroaksud pada ayat 
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 23 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB lIJ 
RENCANA POLA RUANG 

(8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail 
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran 111.J yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 
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b. SWP ... 

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b 
direncanakan seluas 250,82 {dua ratus lima puluh 
koma delapan dua) hektare, terdiri atas: 
a. Sub-Zona Laman kola dengan kode RTH-2; 
b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; 
c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; 
d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTll-7; dan 
e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8. 

(2) Sub-Zona ta.man kota dengan kode RTH-2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan seluas 
11,36 (sebelas koma tiga enam) hektare, terdapat di 
SWP IH.C pada Blok III.C.2. 

(3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan seluas 53,39 (lima puluh tiga koma tiga 
sembilan) hektare, terdapat di: 
a. SWP III.A pada Blok !Il.A.6 dan Blok 111.A.8; 
b. SWP 111.C pada Blok 111.C.7, Blok 111.C.8, dan Blok 

IIl.C.15; dan 
c. SWP 111.D pada Blok Ili.D. l. 

(4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan seluas 32,45 (tiga puluh dua koma empat 
lima) hektare, terdapat di: 
a. SWP ill .A pada Blok lll.A. l, Blok 111.A.3, Blok 

111.A.4, dan Blok Ill.A. 9; / 

Pasal 26 

Paragraf 2 
Zona Ruang Terbuka Hijau 

(2) Sub-Zona pcrlindungan setempal dcngan kodc PS 
sebagaimana ctirnaksud pada ayat (1) dengan luas 
320,89 (tiga ratus dua puluh koma delapan sembilan) 
terdapat di: 
a. SWP 1£1.A pada Blok 111.A. i, Blok lll.A.2, Blok 111.A.6, 

Blok lll.A.7, Blok III.A.8, dan Blok lll.A.9; 
b. SWP 111.B pada Blok lll.B. l, Blok 111.B.2, Blok 111.B.3, 

Blok Ill.B.5, dan Blok 111.B.6; 
c. SWP 111.C pada Blok 111.C.3, Blok 111.C.4, Blok 111.C.5, 

Blok rn.c.s, Blok lll.C.10, Blok lil.C.11, Blok 
III.C.14, Blok Ill.C.15, dan Blok 111.C.16; 

d. SWP 111.D pada Blok lll.D. l, Blok 111.D.3, dan Blok 
111.D.5; dan 

e. SWP 111.E pada Blok iu.s. i. Blok 111.E.2, Blok 111.E.3, 
Blok lll.E.4, Blok 111.E.5, dan Blok 111.E.6. 

22 



b. SWP ... 

( 1) Zona ekosistern mangrove dengan kode EM 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan 
luas 70,29 (tujuh puluh koma dua sembilan) hektare 
berupa Sub-Zona ekosistern mangrove dengan kode EM 

(2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 70,29 
(tujuh puluh koma dua sembilan) hektare terdapat di: 
a. SWP lli.B pada Blok 111.8.1, Blok III.B.5, dan Blok 

III.B.6; ../ 

Pasal 27 

Paragraf 3 
Zona Ekosistem Mangrove 

b. SWP 111.B pada Blok III.B. l, Blok 111.B.2, Blok 
JII.B.3, dan Blok 111.B.5; 

c. SWP III.C pada Blok III.C.6, Blok III.C.13, dan Blok 
III.Cl 7; 

d. SWP III.D pada Blok 111.D.4, dan Blok III.D.5; dan 
e. SWP 111.E pada Blok W.E. i, Blok 111.E.2, Blok 

III.E.4, dan Blok 111.E.5. 
(SJ Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan seluas 7 ,56 (tujuh koma lima enam) 
hektare, terdapat di: 
a. SWP III.A pada Blok III.A.3, dan Blok Ill.A. 9; 
b. SWP 111.B pada Blok 111.B.1; dan 
c. SWP Ill.C pada Blok III.C.61 Blok 111.C.8, dan Blok 

111.C.14. 
(6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana 

dimaksud pada ayat {l) huruf f direncanakan seluas 
146,05 (seratus empat puluh enam koma nol lima) 
hektare, terdapat di: 
a. SWP III.A pada Blok 111.A.2, Blok 111.A.3, dan Blok 

111.A.9; 
b. SWP 111.B pada Blok 111.B.1, Blok 111.B.4, Blok 

lll.B.5, dan Blok lll.B.6; 
c. SWP 111.C pada Blok IIJ.C.3, Blok 111.C.5, Blok 

Ill.C.6, Blok 111.C.8, Blok 111.C.10, Blok lll.C.13, 
Blok lll.C.14, Blok Ill.C.15, Blok III.C.16, dan Blok 
111.C.17; 

d. SWP 111.D pada Blok III.D.l, Blok 111.D.2, Blok 
111.0.4, Blok 111.D.6, dan Blok 111.D.7; dan 

e. SWP III.E pada Blok IIl.E. l, dan Blok III.E.2. 

23 



ParagraI ... 

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(1) huruf b terdiri atas: 
a. Zona pertanian dengan kode P; 
b. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI; 
c. Zona pariwisata dengan kode W; 
d. Zona perumahan dengan kode R; 
e. Zona sarana pelayanan um.um dengan kode SPU; 
f. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH; 
g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K; 
h. Zona perkantoran dengan kode KT; 
1. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP; 
j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; 
k. Zona badan jalan dengan kode BJ. ,,; 

Pasal 29 

Bagian Ketiga 
Zona Budi Daya 

(1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimanadimaksud 
dalam Pasal 24 huruf d dengan luas 71,25 (tujuh puluh 
satu koma dua lima) hektare berupa Sub-Zona badan 
air dengan kode BA. 

(2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 71,25 (tujuh puluh 
satu koma dua lima) hektare terdapat di: 
a. SWP III.A pada Blok III.A. l, Blok 111.A.2, Blok 111.A.6, 

Blok 111.A.7, Blok 111.A.8, dan Blok 111.A.9; 
b. SWP Ill.C pada Blok Ill.C.2, Blok Ill.C.3, Blok 111.C.4, 

Blok lll.C.5, Blok 111.C.9, Blok 111.C.10, Blok 111.C. l i, 
Blok lll.C.14, Blok Ill.C.15, dan Blok IILC.16; 

c. SWP 111.D pada Blok 111.D. l; dan 
d. SWP III.E pada Blok III.E. l, Blok 111.E.2, Blok lll.E.4, 

Blok m.E.5, dan Blok III.E.6. 

Pasal 28 

Paragraf 4 
Zona Sadan Air 

b. SWP lll.D pada Blok TII.0.1, Blok III.D.3, dan Blok 
IIJ.D.5; dan 

c. SWP 111.E pada Blok IIJ.E.4, Blok IIl.E.5, dan Blok 
lll.E.6. 
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(5) Sub ... 

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 huruf a direncanakan seluas 2.449,02 
(dua ribu empat ratus empat puluh sembilan koma nol 
dua) hektare, terdiri atas: 
a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; 
b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; 
c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan 
d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4; 

(2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
clirencanakan seluas 596, 17 (lima ratus sembilan puluh 
enam koma satu tujuh) hektare, terdapat di: 
a. SWP III.A pada Blok rn.A, l, Blok 111.A.2, Blok 

111.A.4, Blok 111.A.6, Blok 111.A.7, Blok 111.A.8, dan 
Blok Ill.A. 9; 

b. SWP 111.C pada Blok 111.C.3, Blok 111.C.4, Blok 
III.C.5, Blok lII.C.8, Blok 111.C.9, Blok 111.C.10, Blok 
III.C.11, Blok III.C.12, Blok IIl.C.15, dan Blok 
lll.C.16; dan 

c. SWP 111.E pada Blok III.E. l dan Blok JII.E.2. 
(3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b clirencanakan seluas 
455,42 (empat ratus lima puluh lima koma empat dua) 
hektare, terdapat di: 
a. SWP Ill.A pada Blok Ill.A.I, Blok 111.A.6, Blok 

III.A. 7, Blok III .A.8, dan Blok III.A. 9; 
b. SWP 111.B pada Blok 111.B.1; dan 
c. SWP 111.C pada Blok 111.C.3, Blok 111.C.4, Blok 

III.C.5, dan Blok 111.C.9. 
(4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c clirencanakan seluas 
1.282,77 (seribu dua ratus delapan puluh dua koma 
tujuh tujuh) hektare, terdapat di: 
a. SWP Ill.A pada Blok 111.A.l, Blok 111.A.2, Blok 

III.A.3, dan Blok 111.A.9; 
b. SWP 111.B pada Blok 111.B.4; 
c. SWP lll.C pada Blok ur.c.s. Blok 111.C.6, Blok 

IIl.C.10, Blok III.C.13, Blok 111.C.14, Blok m.C.15, 
Blok Ill.C.16, dan Blok III.C.17; 

d. SWP ITI.D pada Blok III.D.2, Blok IILD.6. dan Blok 
111.0.7; dan 

e. SWP lll.E pada Blok lll.E. l dan Blok 111.E.2. ,/' 

Pasal 30 

Paragraf 1 
Zona Pertanian 
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3) SWP ... 

(1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 huruf c dengan luas 2 .155,54 (dua ribu 
seratus lima puluh lima koma lima empat) hektare 
berupa Sub-Zona panwisata dengan kode W. 

(2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2.155,54 (dua ribu 
seratus lima puluh lima koma lima empat) hektare 
terdiri atas: 
a. Pariwisata klastcr I dengan topogra.6 landai 

terdapat di: 
1) SWP 111.D pada Blok Ill.D.l; dan 
2) SWP lll.E pada Blok 111.E.3. 

b. Pariwisata klaster II dengan topografi 
bergelombang terdapat di: 
1) SWP III.A pada Blok III.A.9; 
2) SWP m.s pada Blok 111.B.5; dan ~ 

Pasal 32 

Paragraf 3 
Zona Pariwisata 

(l) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan 
luas 18,79 (delapan belas koma tujuh sembilan) hektare 
berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan 
kode KPI. 

(2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode 
KPI dengan luas 18,79 (delapan belas koma tujuh 
sembilan) hektare terdapat di: 
a. SWP III.A pada Blok 111.A.3, dan Blok lll.A.4; 
b. SWP III.C pada Blok ill.C.8 dan Blok Jll.C.16; dan 
c. SWP 111.E pada Blok III.E.2. 

Pasal 31 

Paragraf 2 
Zona Kawasan Peruntukan lndustri 

(5) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan seluas 
114,67 (seratus empat belas koma enam tujuh) hektare, 
terdapat di: 
a. SWP 111.B pada Blok III.B.2 dan Blok 111.B.3; dan 
b. SWP 111.C pada Blok lll.C.2, Blok 111.C.3, Blok 

III.C.4, dan Blok Ill .C.11. 
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d. SWP ... 

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 huruf d direncanakan seluas 
1.880,48 (seribu delapan ratus delapan puluh koma 
empat delapan} hektare, terdiri atas: 
a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan 

kode R-2; 
b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan 

kode R-3; dan 
c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan 

kode R-4. 
(2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R- 

2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan seluas 716,54 (tujuh ratus enam belas 
koma lima empat) hektare, terdapat di: 
a. SWP ill.A pada Blok 111.A. i. Blok 111.A.4, Blok 

111.A.5, dan Blok Ill.A. 9; 
b. SWP 111.B pada Blok Ill.B. i. dan Blok 111.B.2; 
c. SWP 111.C pada Blok 111.C.4, Blok m.C.7, Blok 

iu.c.s, dan Blok 111.C.12; 
d. SWP III.D pada Blok 111.D.l; dan 
e. SWP 111.E pada Blok 111.E.5 dan Blok IIJ.E.6. 

(3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode 
R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan seluas 817, 99 (delapan ratus tujuh belas 
koma sembilan sembilan) hektare, terdapat di: 
a. SWP III.A pada Blok III.A. i, Blok 111 .A.3, Blok 

III.A.5, Blok lll.A.6, Blok 111.A.8, dan Blok 111.A.9; 
b. SWP m.a pada Blok 111.B.1, Blok ITI.B.2, dan Blok 

Ill.B.3; 
c. SWP III.C pada Blok III.C. i, Blok III.C.2, Blok 

111.C.3, Blok III.C.4, Blok 111.C.9, Blok 111.C.10, Blok 
lll.C.11, Blok Ill.C.13, Blok Ill.C.14, dan Blok 
111.C.15; dan / 

Pasal 33 

Paragraf 4 
Zona Perumahan 

3) SWP III.D pada Blok ITI.02, Blok III.D.3, Blok 
111.D.4, Blok 111.D.5, dan Blok 111.D.6. 

c. Pariwisata klaster III dengan topografi berbukit 
terdapat di 
1) SWP III.B pada Blok m.s.i, Blok 111.B.2, Blok 

111.B.3, dan Blok 111.B.6; 
2) SWP lll.C pada Blok 111.C. l; dan 
3) SWP III.E pada Blok ffi.E.4, Blok IIJ.E.5, dan 

Blok 111.E.6. 
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b. SWP .. 

(1) Zona sarana pelayanan umurn dengan kode SPU 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e 
direncanakan seluas 124,60 (seratus dua puluh empat 
koma enam) hektare, terdiri atas: 
a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1; 
b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU- 

2; dan 
c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU- 

3. 
(2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan seluas 73,52 (tujuh puluh tiga korna lima 
dua) hektare, terdapat di SWP 111.C pada Blok Ill.C.8, 
Blok 111.C.12, dan Blok lll.C.13. 

(3) Sub-Zona SPU skala kecarnatan dengan kode SPU-2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan seluas 18,70 (delapan belas koma tujuh] 
hektare, terdapat di: 
a. SWP III.A pada Blok 111.A. l dan Blok 111.A.6; 
b. SWP III.C pada Blok 111.C.2; 
c. SWP Ill.D pada Blok 111.D. l dan Blok 111.D.2; dan 
d. SWP III.E pada Blok III.E. l. 

(4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan seluas 32,38 (tiga puluh dua koma tiga 
delapan) hektare, terdapat di: 
a. SWP Ill.A pada Blok 111.A. l, Blok Ill.A.3, Blok 

111.A.4, dan Blok 111.A.9; ;,,,/ 

Pasal 34 

Paragraf 5 
Zona Sarana Pelayanan Umum 

d. SWP lll.D pada Blok Ill.D.2 dan Blok lll.D.7. 
(4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode 

R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
d.irencanakan seluas 345, 95 [tiga ratus empat puluh 
lima koma sembilan lima) hektare, terdapat di: 
a. SWP III.A pada Blok 111.A.7 dan Blok lll.A.8; 
b. SWP lll.B pada Blok 111.B.2, Blok 111.B.3, dan Blok 

III.B.6; 
c. SWP 111.C pada Blok lll.C.15, Blok lll.C.16, dan 

Blok 111.C. l 7; 
d. SWP III.D pada Blok 111.D.2; dan 
e. SWP 111.E pada Blok 111.E. l, Blok 111.E.2, Blok 

111.E.4, dan Blok 111.E.6. 
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(3) Sub ... 

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode I< 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g 
direncanakan seluas 163,32 (seratus enam puluh tiga 
koma tiga dua} hektare, terdiri atas: 
a. Sub-Zona perdagangan danjasa skala kota dengan 

kode K-1; 
b. Sub-Zona perdagangan danjasa skala WP dengan 

kode K-2; dan 
c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 

dengan kode K-3. 
(2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan 

kode K· 1 sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan seluas 89,96 (delapan puluh sembilan 
koma sembilan enam) hektare, terdapat di: 
a. SWP 111.B pada Blok 111.B.1; 
b. SWP ITJ.C pada Blok 111.C.2, Blok ur.c.s. dan Blok 

111.C.8; dan 
c. SWP 111.D pada Blok 111.D.8. ,,./ 

Pasal 36 

Paragraf 7 
Zona Perdagangan dan Jasa 

(1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan 
luas 10,75 [sepuluh koma tujuh lima) hektare berupa 
Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH. 

(2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,75 
(sepuluh koma tujuh lima) hektare terdapat cti SWP 111.C 
pada Blok Ill.C.2, Blok III.C.15, dan Blok III.C.17. 

Pasal 35 

Paragraf 6 
Zona Ruang Terbuka Non Hijau 

b. SWP 111.B pada Blok 111.B.1, Blok Ill.B.2, Blok 
111.B.3, Blok 111.B.5, dan Blok III.B.6; 

c. SWP 111.C pada Blok III.C.4, Blok III.C.6, Blok 
111.C. 7, Blok 111.C.8, Blok 111.C.13, Blok lll.C.14, dan 
Blok 111.C.15; 

d. SWP Ill.D pada Blok III.D.l, Blok 111.D.4, dan Blok 
111.D.8; dan 

e. SWP 111.E pada Blok III.E.l, Blok IIJ.E.2, Blok 
111.E.4, dan Blok 111.E.6. 
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Paragraf ... 

(l) Zona pengelolaan pcrsampahan dengan kode PP 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 29 huruf i dengan 
luas 3,42 (tiga koma empat dua) hektare berupa Sub 
Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP. 

(2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Iuas 3,42 
(tiga koma empat dua] hektare terdapat di SWP 111.C 
pada Blok ITI.C.10. l'I°' 

Pasal 38 

Paragraf 9 
Zona Pengelolaan Persampahan 

(l) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 0, 77 (nol 
koma tujuh tujuh) hektare berupa Sub-Zona 
perkantoran dengan kode KT. 

(2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 
0, 77 (nol koma tujuh tujuh) hektare terdapat di: 
a. SWP lll.B pada Blok Ill.8.1; 
b. SWP 111.C pada Blok ££1.C.7, dan Blok 111.C.8; dan 
c. SWP m.E pada Blok m.E. l. 

Pasal 37 

Paragraf 8 
Zona Perkantoran 

(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dcngan kode 
K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
ctirencanakan seluas 15,96 (lima belas koma sembilan 
enam) hektare, terdapat di: 
a. SWP Ill.A pada Blok III.A.1 dan Blok 111.A.4; 
b. SWP III.D pada Blok 111.D.1; dan 
c. SWP 111.E pada Blok 111.E.1 dan Blok 111.E.6. 

(4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan 
kode K-3 sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b 
direncana.kan seluas 57,40 (lima puluh tujuh koma 
empat) hektare, terdapat di: 
a. SWP Ill.A pada Blok 111.A.3, Blok 111.A.4, Blok 

Ill.A.8, dan Blok III .A. 9; 
b. SWP 111.B pada Blok lll.B. i. Blok 111.B.2, Blok 

111.B.3, dan Blok 111.B.5; 
c. SWP 111.C pada Blok lll.C.4, Blok 111.C.6, Blok 

Ill.C.7, dan Blok III.C.13; 
d. SWP 111.D pada Blok 111.D.1 dan Blok lll.D.4; dan 
e. SWP 111.E pada Blok 111.E.2 dan Blok lll.E.4. 
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BAB ... 

(1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 huruf k dengan luas 83,95 
(delapan puluh tiga koma sembilan lima) hektare 
berupa Sub-Zona badanjalan dengan kode BJ. 

(2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 83,95 (delapan 
puluh tiga koma sembilan lima] hektare terdapat di: 
a. SWP Ill.A pada Blok lll.A.l, Blok lll.A.2, Blok 

111.A.3, Blok 111.A.4, Blok 111.A.5, Blok III.A.6, Blok 
111.A.7, Blok 111.A.8, dan Blok III.A.9; 

b. SWP 111.B pada Blok 111.B.1, Blok 111.B.2, dan Blok 
lll.B.4; 

c. SWP 111.C pada Blok 111.C. l, Blok lll.C.2, 111.C.3, 
Blok 111.C.4, Blok III.C.5, Blok 111.C.6, Blok 111.C.7, 
Blok lll.C.8, Blok 111.C.9, Blok Ill.C.10, Blok 
111.C.ll, Blok 111.C.12, Blok III.C.13, Blok Ill.C.14, 
Blok ui.c.is, dan Blok lll.C.16; 

d. SWP IIl.D pada Blok III.D. i. Blok ui.n.z, Blok 
lil.D.3, Blok III.D.4, Blok 111.D.5, Blok 111.D.6, Blok 
111.D.7, dan Blok lil.D.8; dan 

e. SWP E pada Blok 111.E.l, Blok lll.E.2, Blok 111.E.3, 
Blok 111.E.4, Blok 111.E.5, dan Blok 111.E.6. ~ 

Pasal 40 

Paragraf 11 
Zona Badan Jalan 

( 1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode liK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j dengan 
luas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektare berupa Sub­ 
Zona pertahanan dan keamanan dengan kode ~lK. 

(2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,07 
(dua koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP 111.C pada 
Blok 111.C.10. 

Pasal 39 

Paragraf 10 
Zona Pertahanan dan Keamanan 
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(4) Sumber ... 

(1) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi: 
a. program perwujudan; 
b. lokasi; 
c. sumber pendanaan; 
d. instansi pelaksana; dan 
e. waktu dan tahapan pelaksanaan. 

(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi: 
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan 
b. program perwujudan rencana Pola Ruang. 

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayal {l) huruf b 
lerdapat di SWP dan/atau Blok.,./ 

Pasal 43 

Bagian Ketiga 
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas 

(1) Pelaksanaan Kl{l\.'PR di WP Golo Mori sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Hasil Penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam 
pelaksanaan revisi RDTR. 

Pasal 42 

Bagian Kedua 
Pclaksanaan KKKPR 

(1) Ketcntuan Pcmanfaatan Ruang scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam 
mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola 
Ruang sesuai dengan RDTR WP Gola Mori. 

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas: 
a. Pelaksanaan KKKPR; dan 
b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas. 

Pasal 41 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB IV 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANO 
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d. ketentuan ... 

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; 
b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang; 
c. ketentuan tata bangunan; ~ 

Pasal 45 

Paragraf 1 
Um um 

Bagian Kcdua 
Aturan Dasar 

PZ sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e berupa 
aturan dasar. 

Pasal 44 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABY 
PERATURAN ZONASI 

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c terdiri atas: 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi; 
c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah 

kabupaten/kota; dan/atau 
d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) lnstansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d terdiri dari: 
a. kementerian/lembaga; 
b. organisasi perangkat Daerah (OPD); 
C. swasta; 
d. Masyarakat; dan/ atau 
e. pemangku kepentingan lainnya. 

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 
a. tahap I pada periode tahun 2025-2029; 
b. tahap 11 pada periode tahun 2030-2034; 
c. tahap III pada periode tahun 2035-2039; dan 
d. tahap IV pada periode tahun 2040-2044. 

(7) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana 
ctimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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b. B2 ... 

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri 
atas: 
a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan 

cliperbolehkan/ diizinkan; 
b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat 

secara terbatas; 
c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat 

tertentu; dan/atau 
d. klasifi.kasi X merupakan pemanfaatan yang tidak 

diperbolehkan. 
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang 

bersyarat secara lerbatas dengan klasifikasi T 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan 
yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Tl dcngan ketcntuan kctentuan kegiatan diizinkan 

secara terbatas dengan Pembatasan lokasi hanya 
pada SWP A; 

b. T2 dcngan ketentuan ketentuan kegialan diizinkan 
secara terbatas dcngan Pembatasan lokasi hanya 
pada SWPB; 

c. T3 dengan kctentuan ketentuan kegiatan diizinkan 
secara terbatas dengan Pembatasan lokasi hanya 
pada SWP C; 

d. T4 dengan kctentuan ketentuan kegiatan diizinkan 
secara terbatas dengan Pembatasan lokasi hanya 
pada SWP D; 

e. TS dengan ketentuan ketentuan kegiatan diizinkan 
sccara terbatas dengan Pembatasan lokasi hanya 
pada SWP E; dan 

f. T6 dengan ketentuan ketentuan kegiatan diizinkan 
secara tcrbatas dengan Pembatasan waktu 
beroperasi darijam 07.00 s.d 17.00. 

(3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kodc B 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri 
alas: 
a. Bl berupa KDB dikurangi 5o/o serta KDH clitambah 

sebesar 5%. / 

Pasal 46 

Paragraf 2 
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan 

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; 
e. ketentuan khusus; dan 
f. ketentuan pelaksanaan. 
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2. Sub ... 

b. B2 berupa penycdiaan sarana dan/atau prasarana 
untuk mencegah adanya dampak negative. 

c. 83 berupa diwajibkan melakukan pemulihan 
kondisi lingkungan serta sarana dan/ atau 
prasarana apabila mengalami kerusakan. 

d. B4 berupa melampirkan surat keterangan kegiatan 
Pemanfaatan Ruang yang dibiayai oleh APBN atau 
APBD dari Instansi Pengguna Anggaran. 

e. BS berupa arsitektur bangunan berupa bangunan 
panggung. 

f. B6 berupa Budi daya pertanian sesuai Sub-Zona 
dikembangkan terlebih dahulu baru boleh 
membangun fasilitas penunjang. 

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona 
Pemanfaatan Ruang, meliputi: 
a. Zona Lindung; dan 
b. Zona Budi Daya. 

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona 
Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, 
diterapkan pada: 
a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; 
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, 

meliputi: 
1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2; 
2. Sub-Zona ta.man kecamatan dengan kode 

RTH-3; 
3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode 

RTH-4; 
4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; 

dan 
5. Sub-Zonajalur hijau dengan kode RTH-8. 

c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; 
d. Zona badan air dengan kode BA; 

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi 
Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, 
diterapkan pada: 
a. Zona pertanian dengan kode P, meliputi: 

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; 
2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; 
3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P 3; 
4. Sub-Zona petemakan dengan kode P-4. 

b. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode 
KPI. 

c. Zona pariwisata dengan kode W. 
d. Zona perumahan dengan kode R, meliputi: 

l. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan 
kode R-2; ,./ 
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Paragraf ... 

(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi: 
a. koefisien dasar bangunan (KOS) maksimum; 
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum; 
c. koefisien dasar hijau (KOH) minimal; 
d. luas kaveling minimum; dan 
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum. 

(2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VU 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. ;./ 

Pasal 47 

Paragraf 3 
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

2. Sub Zona pcrumahan kepadatan scdang 
dengan kode R-3; 

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah 
dengan kode R-4; dan 

e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, 
meliputi: 
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1; 
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode 

SPU-2; dan 
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode 

SPU-3. 
f. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH; 
g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K, 

meliputi: 
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota 

dengan kode K-1; 
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP 

dengan kode K-2; dan 
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 

dengan kode K-3. 
h. Zona perkantoran dengan kode KT; 
i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP; 
j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; 

dan 
k. Zona badan jalan dengan kode BJ. 

(7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal. .. 

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
huruf e terdiri atas: 
a. kawasan keselamatan operasi penerbangan; 
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; 
c. kawasan rawan bcncana; 
d. tempal evakuasi bencana; 
e. kawasan cagar budaya; 
f. kawasan scmpadan; dan 
g. kawasan migrasi satwa. / 

Pasal 50 

Paragraf 6 
Ketentuan Khusus 

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mengatur jenis 
prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja 
yang harus ada pada setiap Zona. 

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan 
dasar fisik lingkungan dalam rangka rnenciptakan 
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan 
prasarana dan saran yang sesuai agar Zona berfungsi 
secara optimal. 

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 49 

Paragraf 5 
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

(1) Ketcntuan tata bangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 huruf c meliputi: 
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum; 
b. garis sempadan bangunan (GSB} minimum; 
c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan 
d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas 

belakang (JBB) minimum. 
(2) Ketenruan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupa.kan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal48 

Paragraf 4 
Kctentuan Tata Bangunan 
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a. Sub ... 

penerbangan 
50 huruf a, 

operasional 
dalarn Pasal 

(1) ketentuan keselamatan 
scbagaimana ctimaksud 
meliputi: 
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; 

dan 
b. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar. 

(2) Kawasan ancangan pcndaratan dan lcpas landas 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. Sub Zona perlindungan setcmpat terdapat di SWP 

Ill.A pada Blok 111.A.1, dan Blok Ill.A.8; 
b. Sub-Zona badan jalan terdapat di SWP III.A pada 

Blok m.A.7, dan Blok m.A.8; 
c. Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP III.A pada 

Blok 111.A.7, dan Blok Ill.A.8; 
d. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP III.A 

pada Blok m .A.8; dan 
c. Sub Zona pcrumahan kepadatan rendah terdapat di 

SWP TIT.A pada Blok III.A.8. 
(3) Pengaturan ketentuan khusus ketentuan keselamalan 

operasional penerbangan (KKOP) kawasan ancangan 
pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. kegiatan yang diizinkan tidak menimbulkan 

gangguan terhadap isyarat navigasi pencrbangan 
atau komunikasi radio bandar udara dan pesawat 
udara; 

b. kegiatan yang diizinkan tidak mengganggu lampu­ 
lampu rambu udara dan menimbulkan kesilauan 
pada mata penerbangan/pilot; 

c. kegiatan yang diizinkan tidak mclemahkan jarak 
pandang bandara; 

d. tidak mcnycbabkan tirnbulnya bahaya burung atau 
objek lain yang dapat rnengganggu pendaratan atau 
lepas landas/ pergerakan pesawat udara; 

e. tinggi bangunan maksimal : (jarak objek/ kegiatan 
dari garis terluar runway *2o/o) + 2,75 meter dari 
permukaan laut: dan 

f. kegiatan yang dilakukan pada wilayah ketentuan 
khusus ketcntuan keselamatan operasional 
penerbangan (KKOP) harus mendapatkan 
rekomendasi ketinggian bangunan yang diterbitkan 
oleh instansi terkait. 

(4) Kawasan di bawah pcrmukaan horizontal-luar 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, 
meliputi: ~ 

Pasal 51 
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2. SWP . 

a. Sub-Zona badan jalan Lerdapat di: 
1. SWP Ill.A pada Blok 111.A. l, Blok III.A.2, Blok 

III.A.3, Blok 111.A.4, Blok 111.A.5, Blok 111.A.6, 
Blok 111.A.7, Blok lll.A.8, dan Blok 111.A.9; 

2. SWP 111.B pada Blok 111.B.1, Blok III.B.2, dan 
Blok Ill.B.4; dan 

3. SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok 111.C.4, Blok 
111.C.5, Blok 111.C.6, Blok 111.C.7, Blok Ill.C.8, 
Blok 111.C.9, Blok III.C.10, Blok 111.C.ll, Blok 
Ill.C.12, dan Blok 111.C.13. 

b. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di: 
1. SWP III.A pada Blok Ill.A. I, Blok 111.A.2, Blok 

111.A.6, Blok 111.A.7, Blok 111.A.8, dan Blok 111.A.9; 
2. SWP lll.B pada Blok 111.B.1, Blok 111.B.2, Blok 

ITI.B.5, dan Blok ITI.B.6; dan 
3. SWP lll.C pada Blok lll.C.3, Blok Ill.C.5, Blok 

111.C.9, Blok 111.C.10, Blok Ill.C.11, dan Blok 
111.C.16. 

c. Sub-Zona taman kecaroatan terdapat di: 
1. SWP Ill.A pada Blok 111.A.6, dan Blok III.A.8; 

dan 
2. SWP 111.C pada Blok III.C.7, dan Blok 111.C.8. 

d. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di: 
1. SWP Ill.A pada Blok 111.A. l, Blok 111.A.3, Blok 

111.A.4, dan Blok 111.A.9; 
2. SWP 111.B pada Blok 111.B.2, dan Blok 111.B.5; 

dan 
3. SWP 111.C pada Blok lll.C.6, dan Blok III.C.13. 

e. Sub-Zona pemakaman terdapat di: 
l. SWP III.A pada Blok III.A.3, dan Blok 111.A.9; 

dan 
2. SWP IILC pada Blok Ill.C.6, dan Blok III.C.8. 

f. Sub-Zonajalur hijau terdapat di: 
1. SWP Ill.A pada Blok lll.A.2, Blok 111.A.3, dan 

Blok III.A. 9; 
2. SWP Ill.B pada Blok lll.B. l, Blok lll.B.4, Blok 

111.8.5, dan Blok m.B.6; dan 
3. SWP III.C pada Blok 111.C.3, Blok 111.C.5, Blok 

lll.C.6, Blok 111.C.8, Blok 111.C.10, Blok III.C.13, 
dan Blok 111.C.16. 

g. Sub-Zona ekosistem mangrove terdapat di SWP 
111.B pada Blok 111.B.1, Blok 111.B.5, dan Blok 
rn .B.6. 

h. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di: 
1. SWP III.A pada Blok 111.A. l, Blok 111.A.2, Blok 

111.A.4, Blok 111.A.6, Blok 111.A. 7, Blok lll.A.8, 
dan Blok 111.A.9; dan ti 
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q. Sub ... 

• 
J· 

• 1. 

2. SWP 111.C pada Blok 111.C.3, Blok 111.C.4, Blok 
111.C.5, Blok III.C.8, Blok ITI.C.9, Blok III.C.10, 
Blok Ul.C.11, Blok lll.C.12, dan Blok lll.C.16 . 

Sub-Zona hortikultura terdapat di: 
1. SWP Ill.A pada Blok Ill.A.I, Blok Ill.A.6, Blok 

Lil.A. 7, Blok 111.A.8, dan Blok lll.A.9; 
2. SWP m.s pada Blok 111.B.1; dan 
3. SWP lll.C pada Blok 111.C.3, dan Blok 111.C.9. 
Sub-Zona perkebunan terdapat di: 
1. SWP Ill.A pada Blok 111.A. l, Blok 111.A.2, Blok 

111.A.3, dan Blok 111.A.9; 
2. SWP 111.B pada Blok lll.8.4; dan 
3. SWP 111.C pada Blok 111.C.5, Blok ru.c.s, Blok 

m.c.io, Blok 111.C.13, dan Blok Ill.C.16. 
k. Sub-Zona peternakan terdapat di SWP III.C pada 

Blok UI.C.11. 
1. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat 

di: 
1. SWP Ill.A pada Blok lll.A.3, dan Blok 111.A.4; 

dan 
2. SWP lll.C pada Blok 111.C.8, dan Blok Ill.C.16. 

m. Sub-Zona pariwisata terdapat di: 
l. SWP III.A pada Blok 111.A.9; dan 
2. SWP 111.B pada Blok 111.8.1, Blok 111.B.2, Blok 

111.B.5, dan Blok TII.B.6. 
n. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat 

di: 
1. SWP Ill.A pada Blok 111.A. l, Blok lll.A.4, Blok 

111.A.5, dan Blok Ill.A. 9; 
2. SWP III.B pada Blok III.B. i. dan Blok 111.B.2; 

dan 
3. SWP III.C pada Blok III.C.4, Blok 111.C.7, Blok 

lll.C.8, dan Blok lll.C.12. 
o. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat 

di: 
l. SWP Ill.A pada Blok 111.A.l, Blok lll.A.3, Blok 

111.A.5, Blok 111.A.6, Blok 111.A.8, dan Blok 
Ill.A. 9; 

2. SWP 111.B pada Blok 111.B.1, dan Blok 111.B.2; 
dan 

3. SWP 111.C pada Blok 111.C.3, Blok 111.C.4, Blok 
Ill C.Cl. Alok TIT C 10 non ~Jot.c TTT C 1q 

p. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat 
dt: 
1. SWP III.A pada Blok Ill.A. 7, dan Blok 111.A.8; 

dan 
2. SWP 111.B pada Blok 111.B.6. / 

• 
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• 
e. kawasan ... 

q. Sub-Zona SPU skala kola terdapat di SWP 111.C 
pada Blok 111.C.8, Blok III.C.12, dan Blok 111.C 13. 

r. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP 
£II.A pada Blok III.A. i, dan Blok lll.A.6. 

s. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di: 
1. SWP III.A pada Blok 111.A. l, Blok 111.A.3, Blok 

11£.A.4, dan Blok 111.A.9; 
2. SWP 111.B pada Blok lll.B.1, Blok III.B.2, Blok 

111.B.5, dan Blok lll.B.6; dan 
3. SWP lll.C pada Blok 111.C.4, Blok III.C.6, Blok 

111.C.7, Blok 111.C.8, dan Blok 111.C.13. 
t. Sub-Zona perdagangan dan Jasa skala kota 

terdapat di: 
1. SWP 111.B pada Blok 111.B.1; dan 
2. SWP III.C pada Blok 111.C.8. 

u. Sub-Zona perdagangan danjasa skala WP terdapat 
di SWP III.A pada Blok IIJ.A.1, dan Blok III.A.4. 

v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 
terdapat di: 
1. SWP Ill.A pada Blok 111.A.3, Blok 111.A.4, Blok 

lll.A.8, dan Blok III.A. 9; 
2. SWP 11£.B pada Blok lll.B.1, Blok 111.B.2, dan 

Blok 111.B.5; dan 
3. SWP lll.C pada Blok Ill.C.4, Blok 111.C.6, Blok 

111.C.7, dan Blok 111.C.13. 
w. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di 

SWP 111.C pada Blok lll.C.10. 
x. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP 111.C pada 

Blok 111.C.7, dan Blok 111.C.8. 
y. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di 

SWP III.C pada Blok IIl.C.10. 
(SJ Pengaturan ketentuan khusus ketentuan keselamatan 

operasional penerbangan (KKOP) kawasan di bawah 
permukaan horizontal-luar sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. kegiatan yang diizinkan tidak menimbulkan 

gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan 
atau komunikasi radio bandar udara dan pcsawat 
udara; 

b. kegiatan yang diizinkan tidak mengganggu larnpu­ 
lampu rambu udara dan rnenimbulkan kcsilauan 
pada mata penerbangan/pilot; 

1.,. kcgiatun yung dllztnkan lidak mcternankan jarak 
pandang bandara; 

d tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung 
atau objek lain yang dapat mengganggu 
pendaratan atau lepas landas/ pergerakan 
pesawat udara; ~ 
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(4) Ketentuan ... 

( 1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan 
berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 huruf b seluas 574,67 (lima ratus tujuh puluh 
empat koma enam tujuh) hektare meliputi: 
a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan 
b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan 

(LCP2B). 
(2) Lahan pertaruan pangan berkelanjutan (LP2B) 

sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a seluas 536,21 
(lima ratus tiga puluh enam koma dua satu) hektare 
bertampalan dengan Sub-Zona tanaman pangan 
dengan kode P-1 berada di 
a. SWP Ill.A pada Blok 111.A. l, Blok 111.A.2, Blok 111.A.4, 

Blok 111.A.6, Blok III.A.7, Blok 111.A.8, dan Blok 
111.A.9; 

b. SWP 111.C pada Blok III.C.3, Blok 111.C.4, Blok 111.C.5, 
Blok 111.C.8, Blok 111.C.9, Blok III.C.10, Blok 111.C. l i, 
Blok m.c.iz. Blok Ill.C.15, dan Blok 111.C.16; dan 

c. SWP [11.E pada Blok 111.E.l, dan Blok ill.E.2. 
(3) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan 

(LCP2B) sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b seluas 
38,46 (tiga puluh delapan koma empat enam) hektare 
bertampalan dengan Sub-Zona tanaman pangan 
dengan kode P-1 berada di: 
a. SWP Ill.A pada Blok III.A.2. Blok lll.A.6. Blok 111.A.7. 

Blok 111.A.8, dan Blok 111.A.9; dan 
b. SWP Ill.C pada Blok 111.C.3, Blok 111.C.4, Blok IIl.C.5, 

Blok 111.C.9, Blok 111.C.10, Blok ui.c.n. Blok 
III.C.15, dan Blok 111.C.16. /V 

Pasal 52 

e. kawasan di bawah permukaan horizontal luar 
dengan tinggi bangunan maksimal 145 meter dari 
pennukaanlaut;dan 

f. kegiatan yang dilakukan pada wilayah ketentuan 
khusus ketentuan keselamatan operasional 
penerbangan (KKOP) harus mendapatkan 
rekomendasi ketinggian bangunan yang 
diterbitkan oleh instansi terkait. 

(5) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi 
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 :5.000 
tercan tum dalam Lampiran Vlll yang meru pakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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a. rawan ... 

(1) Ketenluan khusus kawasan rawan bencana 
sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 50 huruf c 
terdiri dari:../ 

Pasal 53 

(4) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan 
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a ditetapkan sebagai berikut: 
a. setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang 

ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban 
memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan 
mencegah kerusakan irigasi; 

b. lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B 
dilindungi dan dilarang dialihfungsikan; 

c. dalam hal untuk kepentingan urnurn, LP2B dapat 
dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. dalam hal terjadi keadaan memaksa yang 
mengakibatkan musnahnya dan/ atau rusaknya 
LP2B secara permanen, Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah melakukan penggantian Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan. 

(5) Ketentuan khusus lahan cadangan pertanian pangan 
berkelanjulan (LCP2B) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, diterapkan sebagai berikut: 
a. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan 

(LCP2B) mcrupakan lahan potcnsial yang 
pemanfaatannya dilindungi agar kesesuaian dan 
ketersediaannya tetap terkendali. 

b. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan 
(LCP2B) dapat dirnanfaatkan untuk menambah luas 
lahan pertanian pangan berkelanjulan (LP2B). 

c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan 
(LCP2B) berada di dalam kawasan pertanian pangan 
berkelanjutan (KP2B). 

d. Penggunaan lahan untuk tujuan lain selain 
pertanian harus melalui mekanisme perizinan. 

e. Selama belum ditetapkan sebagai lahan pertanian, 
lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan 
(LCP2B) dapal dimanfaatkan untuk kegiatan lain 
yang tidak merusak produktivitas tanah. 

(6) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan 
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digarnbarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 
geomelri dan ketclitian detail informasi skala 1 :5.000 
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian 
tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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d) SWP ... 

a. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan 
tingkat sedang; 

b. rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dan tingkat 
sedang; 

c. rawan bencana tsunami tingkat tinggi dan tingkat 
sedang; dan 

d. rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi dan 
tingka t sedang. 

(2) Kawasan rawan bencana gempa bu.rm sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. rawan bencana gem pa burni tingkat tinggi, melipuli: 

1. Sub-Zona hortikultura berada di: 
a) SWP III.A pada blok 111.A. i, Blok 111.A.6, 

111.A.7, Blok UI.A.8, Blok 111.A.9; 
b) SWP 111.B pada Blok 111.B.1; dan 
c} SWP 111.C pada Blok 111.C.3, Blok 111.C.4, 

Blok III.C.5, Blok 111.C.9. 
2. Sub-Zona tanaman pangan berada di: 

a) SWP Ill.A pada Blok 111.A. i. Blok lll.A.2, 
Blok 111.A.4, Blok 111.A.6, Blok Ill.A. 7, Blok 
111.A.8. Blok 111.A.9; 

b) SWP 111.C pada Blok 111.C.3, Blok IU.C.4, 
Blok 111.C.5, Blok Ill.C.8, Blok IIJ.C.9, Blok 
111.C.10. Blok 111.C. l i, Blok m.c.iz. Blok 
Ill.C.15, Blok 111.C.16; dan 

c) SWP 111.E pada Blok III.E. l, Blok 111.E.2. 
3. Sub-Zona kawasan peruntukan industri 

berada di: 
a) SWP Ill.A pada Blok 111.A.3, Blok 111.A.4; dan 
b) SWP 111.C pada Blok 111.C.8, Blok lll.C.16. 

4. Sub-Zona pariwisata berada di: 
a) SWP 111.A pada Blok 111.A.9; 
b) SWP 111.B pada Blok lll.B.1, Blok 111.B.2, 

Blok 111.B.3, Blok 111.B.5, Blok 111.B.6; 
c) SWP 111.C pada Blok III.C. l; 
d) SWP III.D pada Blok Ill.0.1, Blok Ill.0.5, 

Blok 111.0.6; dan 
e) SWP 111.E pada Blok 111.E.3, Blok 111.E.4, 

Blok lll.E.5, Blok 111.E.6. 
4. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 

berada di: 
a) SWP Ill.A pada Blok lll.A.3, Blok lll.A.4, 

Blok lll .A.8, Blok Ill.A. 9; 
b) SWP lII.B pada Blok 111.B.1, Blok 111.B.2, 

Blok 111.B.3, Blok 111.B. 5; / 
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c) SWP ... 

c) SWP TII.C pada Blok TII.C.4, Blok rn.c.s, 
Blok 111.C.7, Blok 111.C.13; 

d) SWP 111.D pada Blok 111.D.l; dan 
e) SWP 111.E pada Blok 111.E.2, Blok 111.E.4. 

5. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP 
berada di: 
a) SWP III.A pada Blok 111.A. i, Blok 111.A.4; dan 
b) SWP 111.E pada Blok Ill.E. i, Blok 111.E.6. 

6. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota 
berada di: 
a) SWP Ill.B pada Blok III.B. l; 
b) SWP lll.C pada Blok 111.C.2, Blok 111.C.3, 

Blok 111.C.8; dan 
c) SWP 111.D pada Blok lll.0.8. 

7. Sub-Zona perkantoran berada di: 
a) SWP 111.B pada Blok 111.B.1; 
b) SWP 111.C pada Blok 111.C. 7, Blok 111.C.8; 

dan 
c) SWP lII.E pada Blok 111.E.1. 

8. Sub-Zona perkebunan berada di: 
a) SWP Ill.A pada Blok III.A.I, Blok III.A.2, 

Blok 111.A.3, Blok 111.A.9; 
b) SWP III.B pada Blok 111.B.4; 
c) SWP 111.C pada Blok lll.C.5, Blok lli.C.6, 

Blok III.C.10, Blok Ill.C.13, Blok 111.C.14, 
Blok m.C.15, Blok Ill.C16; dan 

d) SWP 111.D pada Blok 111.0.2, Blok 111.D.7; 
dan 

e) S\VP Ill .E pada Blok lll.E. l, Blok 111.E.2. 
9. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah 

berada di: 
a) SWP III.A pada Blok III.A. 7, Blok 111.A.8; 
b) SWP 111.B pada Blok 111.B.2, Blok 111.B.3, 

Blok lll.B.6; 
c) SWP 111.C pada Blok III.C.15, Blok lll.C.16; 
d) SWP III.D pada Blok 111.D.2; dan 
e) SWP Ill. E pada Blok 111.E. i, Blok 111.E.2, 

Blok 111.E.4, Blok 111.E.6. 
10. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang 

berada di: 
a) SWP Ill.A pada Blok 111.A. i, Blok 111.A.3, 

Blok 111.A.5, Blok III.A.6, Blok m.x.s, Blok 
III.A. 9; 

b) SWP 111.B pada Blok 111.B.1, Blok 111.8.2, 
Blok 111.B.3; / 
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1. Sub ... 

c) SWP JII.C pada Blok III.C. l, Blok 111.C.2, 
Blok 111.C.3, Blok 111.C.4, Blok 111.C.9, Blok 
lll.C.10, Blok 111.C.11, Blok 111.C.13, Blok 
lll.C.14; dan 

d) SWP lll.D pada Blok III.D.2. 
11. Sub-Zona perurnahan kepadatan tinggi berada 

di: 
a) SWP III.A pada Blok 111.A.l, Blok 111.A.4, 

Blok lll.A.5, Blok JJI.A.9; 
b) SWP III.B pada Blok III.B. l, Blok 111.B.2; 
c) SWP 111.C pada Blok III.C.4, Blok 111.C.7, 

Blok Ill.C.8, Blok lll.C.12; 
d) SWP UI.D pada Blok 111.D.l; dan 
e) SWP 111.E pada Blok lll.E.5, Blok 111.E.6. 

12. Sub-Zona SPU skala kota berada di SWP 111.C 
pada Blok Ill.C.8, Blok III.C.12, dan Blok 
Ill.C.13. 

13. Sub-Zona SPU skala kecamatan berada di: 
a) SWP ill.A pad.a Blok 111.A. l, Blok lll.A.6; 
b) SWP 111.C pada Blok 111.C.2; 
c) SWP 111.D pada Blok 111.D.2; dam 
d) SWP 111.E pada Blok 111.E.1. 

14. Sub-Zona SPU skala kelurahan berada di: 
a) SWP Ill.A pada Blok lll.A.l, Blok lll.A.3, 

Blok DI.A.4, Blok 111.A.9; 
b) SWP 111.B pada Blok 111.B.1, Blok 111.B.2, 

Blok 111.B.3, Blok 111.B.5, Blok lll.B.6; 
c) SWP 111.C pada Blok 111.C.4, Blok lll.C.6, 

Blok lll.C.7, Blok ill.C.8, Blok lll.C.13, Blok 
111.C. l 4; 

d) SWP IIT.D pada Blok 111.D. i, Blok 111.D.8; 
dan 

e) SWP IO. E pad a Blok 111.E. l, Blok 111.E.2, 
Blok lll.E.4, Blok lll.E.6. 

15. Sub-Zona Kawasan Peruntukan lndustri 
berada di: 
a) SWP III.A pada Blok 111.A.3, Blok lll.A.4; dan 
b) SWP 111.C pada Blok 111.C.8, Blok 111.C.16. 

16. Sub-Zona ruang terbuka non hijau berada di 
SWP III.C pada Blok 111.C.2. 

17. Sub-Zona pengelolaan persampahan berada di 
SWP 111.C pada Blok 111.C.10. 

18. Sub-Zona pertahanan dan keamanan berada di 
SWP 111.C pada Blok 111.C.10. 

b. rawan bencana gempa burm tingkat sedang, 
meliputi: / 
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b. rawan ... 

1. Sub-Zona perkebunan berada di: 
a) SWP 111.C pada Blok lII.C.14, Blok 111.C.15, 

Blok 111.C. l 7; 
b) SWP lll.0 pada Blok lll.0.2, Blok 111.0.6, 

Blok III.0.7; dan 
c) SWP III.E pada Blok 111.E.2. 

2. Sub-Zona tanaman pangan berada di SWP 111.E 
pada Blok 111.E.2. 

3. Sub-Zona kawasan peruntukan industri 
berada di SWP 111.E pada Blok IU.E.2. 

4. Sub-Zona pariwisata berada di: 
a) SWP Ill.O pada Blok 111.D. l, Blok 111.D.2, 

Blok III.D.3, Blok 111.0.4, Blok 111.0.5, Blok 
lll.0.6; dan 

b) SWP III.E pada Blok Ill.E.4. 
5. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah 

berada di: 
a) SWP m.c pada Blok ITI.C.15, Blok III.C.17; 

dan 
b) SWP 111.D pada Blok W.D.2. 

6. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang 
berada di: 
a) SWP Ill.C pada Blok III.C 14; dan 
b) SWP 111.0 pada Blok lll.0.7. 

7. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi berada 
di SWP 111.0 pada Blok 111.0.1. 

8. Sub-Zona SPU skala kelurahan berada di: 
a) SWP m.c pada Blok III.C.14, Blok Ill.C.15; 

dan 
b) SWP Ill.O pada Blok III.0.1, Blok 111.0.4, 

Blok Ill.0.5. 
9. Sub-Zona SPU skala kecamatan berada di 

SWP 111.D Blok 111.0.1. 
10. Sub-Zona ruang terbuka non hijau berada di 

SWP m.c pada Blok Ill.C.15 dan Blok Ill.Cl 7. 
11. Sub-Zona sarana perdagangan dan jasa skala 

Kata berada di SWP Ili.O pada Blok lli.0.8. 
12. Sub-Zona sarana perdagangan dan jasa skala 

WP berada di SWP 111.0 pada Blok Ill.0.1. 
13. Sub-Zona sarana perdagangan dan jasa skala 

SWP berada di SWP 111.0 pada Blok 111.0.4 dan 
Blok 111.0.5. 

(2) Kawasan rawan bencana likuefaksi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi, meliputi 

Sub-Zona pariwisata berada di SWP 111.E pada Blok 
111.E.3, Blok 111.E.4, Blok lll.E.6. ;,/ 
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13. Sub ... 

b. rawan bencana likuefaksi tingkat sedang, meliputi: 
1. Sub-Zona hortikultura berada di: 

a) SWP III.A pada Blok m.A.6, Blok 111.A.7, 
Blok lll.A.8, Blok lll.A.9; dan 

b) SWP 111.C pada Blok 111.C.9. 
2. Sub-Zona kawasan peruntukan industri 

berada di SWP 111.E pada Blok 111.E.2; 
3. Sub-Zona pariwisata berada di: 

a) SWP ill.A pada Blok W.A.9; 
b) SWP 111.D pada Blok Ill.D. l; 
c) SWP 111.E pada Blok 111.E.4, Blok 111.E.6. 

4. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 
berada di SWP III.E pada Blok 111.E.2, Blok 
111.E.4; 

5. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP 
berada di SWP 111.E pada Blok III.E.l, Blok 
111.E.6; 

6. Sub-Zona perkantoran berada di SWP 111.E 
pada Blok lll.E. l; 

7. Sub-Zona perkebunan berada di: 
a) SWP Ill.A pada Blok 111.A.9; 
b) SWP 111.C pada Blok 111.C.10; 
c) SWP 111.D pada Blok III.D.2; dan 
d) SWP 111.E pada Blok 111.E. i, Blok 111.E.2. 

8. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah 
berada di: 
a) SWP III.A pada Blok 111.A.7, Blok 111.A.8; 
b) SWP ITI.D pada Blok 111.D.2; dan 
c) SWP 111.E pada Blok lli.E. l, Blok lll.E.2, 

Blok lll.E.4, Blok 111.E.6. 
9. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang 

berada di: 
a) SWP Ill.A pada Blok III.A.9; 
b) SWP 111.C pada Blok 111.C. 9, Blok Ill.C.10; 

dan 
c) SWP 111.D pada Blok 111.D.2. 

10. Sub-Zona perumahan kepadatan linggi berada 
di: 
a) SWP 111.C pada Blok 111.C.8; dan 
b) SWP 111.E pada Blok 111.E.6. 

11. Sub-Zona SPU skala kecamatan berada di: 
a) SWP Ill.A pada Blok 111.A.6; 
b) SWP 111.D pada Blok 111.D.2; dan 
c) SWP lll.E pada Blok III.E. i. 

12. Sub-Zona SPU skala kelurahan berada di SWP 
111.E pada Blok Ill.E.l, Blok 111.E.2, Blok 111.E.4, 
Blok in. E.6. ~ 
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(4) Kawasan ... 

13. Sub-Zona tanaman pangan berada di: 
a) SWP Ill.A pada Blok 111.A.6, Blok 111.A.7, 

Blok Ill.A.8, Blok Ill.A.9; 
b) SWP lll.C pada Blok lll.C.8, lll.C.9, lll.C.10; 

dan 
c) SWP III.E pada Blok 111.E.l, 111.E.2. 

(3) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana 
climaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. rawan bencana tsunami tingkat tinggi, meliputi: 

1. Sub-Zona pariwisata berada di: 
a) SWP Ill.B pada Blok 111.B.1, Blok m.s.z, 

Blok III.B.3, Blok 111.B.5, Blok 111.B.6; 
b) SWP 111.D pada Blok lll.D. i. Blok 111.D.3, 

Blok lll.D.4, Blok lll.D.5, Blok 111.D.6; 
c) SWP III.E pada Blok 111.E.3, Blok m.s.s, 

Blok 111.E.5, Blok 111.E.6; 
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota 

berada di SWP III.B pada Blok III.B. l; 
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 

berada di: 
a) SWP III.B pada Blok 111.B.1, Blok 111.B. 2, 

Blok 111.B.3, Blok 111.B.5; dan 
b) SWP III.D pada Blok Ill.D. l, Blok 111.D.4, 

Blok 111.D.5. 
4. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP 

berada di SWP Ill.D pada Blok lll.D.l; 
5. Sub-Zona perkantoran berada di SWP W.B 

pada Blok m.s. i. 
6. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah 

berada di SWP 111.B pada Blok 111.B.2, Blok 
III.B.3, Blok m.B.6; 

7. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang 
berada di SWP III.B pada Blok Ill.8. 1. 

8. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi berada 
di: 
a) SWP 111.B pada Blok ur.s. l, Blok 111.B.2. 
b) SWP lll.D pada Blok 111.D. l; dan 
c) SWP IIl.E pada Blok III.E.5. 

9. Sub-Zona SPU skala kecamatan berada di SWP 
111.D pada Blok 111.D. l; 

10. Sub-Zona SPU skala kelurahan berada di: 
a) SWP 111.B pada Blok 111.B.1, Blok lll.B.2, 

Blok 111.B.3, Blok 111.B.5, Blok 111.B.6; dan 
b) SWP lll.D pada Blok III.D. l, Blok 111.D.4, 

Blok 111.D.5. 
b. rawan bencana tsunami tingkat sedang, meliputi 

Sub-Zona pariwisata berada di SWP 111.E pada Blok 
111.E.4, Blok 111.E.6.,..v" 
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(4) Kawasan rawan bcncana gcrakan lanah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi: 
a. rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang, 

meliputi: 
1. Sub-Zona hortikultura berada di: 

a) SWP III.A pada Blok rn.A. i, Blok 111.A.6, 
Blok Ill.A.7, Blok 111.A.8, Blok llI.A.9; dan 

b) SWP 111.C pada Blok III.C.3, Blok 111.C.4, 
Blok rn.c.s, Blok 111.C.9. 

2. Sub-Zona tanaman pangan berada di: 
a) SWP 111.A pada Blok 111.A. l, Blok rn.A.4, 

Blok 111.A.6, Blok 111.A.7, Blok Ul.A.8, Blok 
111.A.9; 

b) SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, 
Blok llJ.C.5, Blok 111.C.8, Blok 111.C.9, Blok 
111.C.10, Blok 111.C.ll, Blok III.C.12, Blok 
lll.C.15, Blok lll.C.16; dan 

c) SWP 111.E pada Blok lll.E. i. Blok 111.E.2. 
3. Sub-Zona perkebunan berada di: 

a) SWP Ill.A pada Blok 111.A. i. Blok 111.A.9; 
b) SWP 111.C pada Blok lll.C.5, Blok 111.C.6, 

Blok lll.C.10, Blok III.C.14, Blok 111.C.15, 
Blok ur.c.is. Blok lll.C.17; 

c) SWP 111.0 pada Blok III.0.2, Blok m.o.z: 
dan 

d) SWP 111.E pada Blok Ill.E.l, Blok 111.E.2. 
4. Sub-Zona peternakan berada di SWP 111.C pada 

Blok 111.C.2, Blok lll.C.3, Blok lll.C.4, dan Blok 
111.C. l l. 

5. Sub-Zona kawasan peruntukan industri 
berada di: 
a) SWP III.A pada Blok 111.A.3, Blok lll.A.4; 
b) SWP 111.C pada Blok 111.C.8, Blok III.C.16; 

dan 
c) SWP 111.E pada Blok 111.E.2. 

6. Sub-Zona pariwisata berada di: 
a) SWP Ill.A pada Blok 111.A.9; 
b) SWP 111.0 pada Blok 111.0.1, Blok 111.D.2, 

Blok lll.0.4; dan 
c) SWP IIl.E pada Blok 111.E.3, Blok 111.E.4, 

Blok 111.E.5, Blok 111.E.6. 
7. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi berada 

di: 
a) SWP III.A pada Blok 111.A.1, Blok 111.A.4, 

Blok 111.A.5, Blok lll.A.9; 
b) SWP 111.C pada Blok 111.C.4, Blok lll.C.7, 

Blok Ill.C.8, Blok 111.C. l 2; 
c) SWP 111.D pada Blok lll.D. l; dan 
d) SWP 111.E pada Blok 111.E.5, Blok 111.E.6. ;,/ 

8. Sub ... 
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16. Sub ... 

8. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang 
berada di: 
a) SWP III.A pada Blok IILA. i, Blok 111.A.3, 

Blok 111.A.5, Blok lll.A.6, Blok lII.A.8, Blok 
III .A. 9; 

b) SWP 111.C pada Blok 111.C.2, Blok 111.C.3, 
Blok IlI.C.4, Blok III.C.9, Blok III.C.10, Blok 
m.c.is, Blok IILC.14; dan 

c) SWP 111.0 pada Blok 111.0.2, Blok lll.0.7. 
9. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah 

berada di: 
a) SWP Ill.A pada Blok 111.A.7, Blok lll.A.8; 
b) SWP Ill.C pada Blok III.C.15, Blok 111.C.16, 

Blok 111.C. l 7; 
c) SWP 111.0 pada Blok III.0.2; dan 
d) SWP 111.E pada Blok III.E. l, Blok 111.E.2, 

Blok 111.E.4, Blok 111.E.6. 
10. Sub-Zona SPU skala kota berada di SWP III.C 

pada Blok 111.C.8, Blok Ill.C.12, Blok m.c.is. 
11. Sub-Zona SPU skala kecamatan berada di: 

a) SWP III.A pada Blok Ill.A. i, Blok III.A.6; 
b) SWP 111.C pada Blok 111.C.2; 
c) SWP Ill.O pada Blok 111.D. l, Blok 111.D.2; 

dan 
d) SWP III.E pada Blok 111.E.1. 

12. Sub-Zona SPU skala kelurahan berada di: 
a) SWP Ill.A pada Blok 111.A.l, Blok 111.A.4, 

Blok III.A. 9; 
b) SWP lll.C pada Blok 111.C.4, Blok 111.C.6, 

Blok lfl.C.7, Blok IlI.C.8, Blok III.C.13, Blok 
ITI.C.14, Blok Ill.C.15; 

c) SWP 111.D pada Blok 111.0.1; dan 
d) SWP m.E pada Blok 111.E. l, Blok III.E.2, 

Blok 111.E.4, Blok 111.E.6. 
13. Sub-Zona ruang terbuka non hijau berada di 

SWP Ill.C pada Blok m.C.2, Blok m.C.15, dan 
Blok Ill.C.17. 

14. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota 
berada di: 
a) SWP 111.C pada Blok 111.C.2, Blok UI.C.3, 

Blok 111.C.8; dan 
b) SWP lll.D pada Blok 111.D.8. 

15. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP 
berada di: 
a) SWP III.A pada Blok 111.A.4; 
b) SWP IIl.D pada Blok 111.0.1; dan 
c) SWP Ul.E pada Blok m.s. l, Blok 111.E.6. ,/ 
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6. pcnerapan ... 

16. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 
berada di: 
a) SWP Ill.A pada Blok 111.A.4, Blok III.A.8, 

Blok lll.A.9; 
b) SWP rn.c pada Blok Ill.C.4, Blok 111.C.6, 

Blok 111.C. 7, Blok 111.C.13; 
c) SWP 111.D pada Blok 111.D.1; dan 
d) SWP IILE pada Blok III.E.2, Blok 111.E.4. 

17. Sub-Zona perkantoran berada di: 
a) SWP W.C pada Blok III.C.7, Blok 111.C.8; 

dan 
b] SWP 111.E pada Blok 111.E.l. 

18. Sub-Zona pengolahan persampahan berada di 
SWP lll.C pada Blok lll.C.10. 

(5) Pengaturan ketentuan khusus rawan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan 
sebagai berikut: 
a. rawan bencana gempa burni tingkat tinggi dan 

tingkat sedang, meliputi: 
1. menyediakanjalur dan rambu-rambu evakuasi 

bencana; 
2. konstruksi bangunan mengikuti standar 

pembangunan bangunan tahan gempa; 
3. penyediaan prasarana dan sarana pendukung 

saat terjadi bencana di dalam area tempat 
evakuasi sementara (TES) yang aman dan 
mudah diakses; dan 

4. penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan non 
hijau untuk area tempat evakuasi sementara 
(TES) yang tidak berada di kawasan rawan 
bencana. 

b. rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dan 
tingkat sedang, meliputi: 
1. menyediakanjalur dan ram bu-ram bu evakuasi 

bencana; 
2. penyediaan prasarana dan sarana pendukung 

saat terjadi bencana di dalam area Tempat 
Evakuasi Sementara (TES) sesuai standar 
kebencanaan; 

3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan non 
hijau untuk area tempat evakuasi sementara 
(TES) yang tidak berada di kawasan rawan 
bencana. 

4. penerapan kajian upaya pengurangan risiko 
bencana likuefaksi yang disetujui oleh instansi 
yang berwenang; 

5. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar 
lokasi; dan ~ 
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6. bangunan ... 

6. penerapan rekayasa konstruksi bangunan 
gedung dan non gedung kawasan rawan 
bencana likuefaksi sesuai norma, standar, 
pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh 
instansi terkait. 

c. rawan bencana tsunami tingkat tinggi dan tingkat 
sedang, meliputi: 
l. menyediakanjalur dan rambu-rambu evakuasi 

bencana; 
2. menyediakan shelter tsunami sebagai tempat 

evakuasi sementara; 
3. mempertimbangkan arah aliran air laut dalam 

pembangunan bangunan yang diizinkan. 
4. penyediaan sistem peringatan dini tsunami; 
5. penggunaan bangunan peredam tsunami pada 

kawasan pariwisata; 
6. penyecliaan fasilitas penyelamatan diri; 
7. penggunaan konstruksi bangunan rarnah 

bencana tsunami; 
8. penanaman vegetasi pantai; dan pengelolaan 

ekosistem pesisir; 
9. penyediaan prasarana dan sarana pendukung 

saat terjadi bencana di dalam area tempat 
evakuasi sementara (TES) sesuai standar 
kebencanaan; dan 

10. penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan non 
hijau untuk area tempat evakuasi sementara 
(TES) yang tidak berada di kawasan rawan 
bencana. 

d. rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang, 
meliputi: 
l. diharuskan melakukan rehabilitasi dan 

konservasi lahan melalui perba.ikan pola 
tanam, pengembangan vegetasi dengan 
perakaran yang kuat dan upaya konservasi 
lahan· • 

2. pertanian tanaman pangan dart hortikultura 
dilengkapi dengan terasering dan tanaman 
penguat tebing; 

3. pengembangan peralatan pemantauan dan 
sistem peringatan dini gerakan tanah; 

4. diharuskan menyediakan jalur evakuasi, 
tempat evakuasi sementara, dan/atau tempat 
evakuasi akhir; 

5. tidak drperbolehlcan kegiatan yang dapat 
mengganggu fungsi jalur dan tern pat evakuasi; / 

53 



c. Sub ... 

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d 
meliputi tempat evakuasi sementara. 

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di 

SWP 111.C pada Blok 111.C.2. 
b. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di: 

l. SWP ill.A pada Blok lll.A.6; dan 
2. SWP 111.E pada Blok 111.E. l. ti' 

Pasal 54 

6. bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat 
dengan arah berlawanan dari aliran sedimen: 

7. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan 
ruang dengan mempertimbangkan 
karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; 

8. pengembangan kawasan didahului dengan 
penyusunan rencana tapak siteplan; 

9. scmua unit bangunan harus dilengkapi dcngan 
retaining wall konstruksi beton bertulang yang 
merniliki kekuatan sesuai menahan longsoran 
dan posisi Legak lurus terhadap kernungkinan 
arah aliran sedimen untuk mengurangi 
kckuatan aliran; 

10. tidak ada bagian terbuka bangunan yang 
searah dengan aliran scdimen; 

11. diperbolehkan secara bersyarat pengem bangan 
kawasan permukiman dengan pembatasan 
intensitas pcmanfaatan ruang, yaitu: 
a) kegiatan hunian terbatas untuk rumah 

tinggal dengan kepadatan dibawah 40 
(empat puluh) unit rumah/hektare; dan 

b) perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana 
pelayanan umum dengan batasan KDB 
lebih rendah 20 (dua puluh) persen dari 
a turan dasar. 

12. pemotongan atau pengurukan tanah harus 
lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkual 
dengan dinding beton bertulang. 

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian geornetri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum 
dalam Lampiran X, Larnpiran X. l, Lampiran X.2, 
Lampiran X.3, Lampiran X.4 yang merupakan bagi.an 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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b. pemanfaatan ... 

(1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: 
a. Cagar budaya/situs Balok dan Papan Batu Warloka 

berada di Sub-Zona pariwisata lerdapat di SWP 111.B 
pada Blok 111.B.2; 

b. Fosil Kayu Warloka berada di Sub-Zona perumahan 
kepadatan tinggi terdapat di SWP III.C pada Blok 
111.C.8, dan Blok 111.C.12; dan 

c. Fosil Kayu Trans Baru berada di Sub-Zona 
perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP Ill.A 
pada Blok lll .A.1. 

(2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a. pelestarian cagar budaya dila.kukan berdasarkan 

hasil studi kelayakan yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara akadernis, teknis, 
dan administratif; ~ 

Pasal 55 

c. Sub-Zona SPU skala kelurahan lerdapat di SWP 
III.B pada Blok III.8.1. 

(3) Pengaturan ketentuan khusus Tempat Evakuasi 
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diterapkan sebagai berikut: 
a. bangunan harus memiliki luas setidaknya 225 

(dua ratus dua puluh lirna) meter persegi; 
b. rnerniliki akses langsung ke jalan primer Galan 

kabupaten) atau jalan sekunder (jalan Desa) 
dengan jarak atau jangkauan maksimum 20 
meter; 

c. Cukup terlindung dari jangkauan bahaya 
langsung atau tidak langsung dari bencana; 

d. ketersediaan tempat naungan/Ruang sementara 
terutama bagi kelornpok rentan seperti lansia, 
bayi, ibu hamil, dan difa bel; 

e. ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah 
dibaca dan dipaharni secara cepat; dan 

f. penyediaan rambu tempat evakuasi. 
(4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 
ketelitian detail inforrnasi skala 1:5.000 tercantum 
dalam Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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c. Sub ... 

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 50 huruf f meliputi: 
a. kawasan sempadan pantai; 
b. kawasan sempadan sungai; dan 
c. kawasan scmpadan mata air. 

(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di: 
a. Sub-Zona pariwisata terdapat di: 

1. SWP III.B pada Blok 111.B.1, Blok llI.B.2, Blok 
III.B.3, Blok 111.B.5, dan Blok IIT.B.6; 

2. SWP 111.D pada Blok 111.0.1, Blok III.0.3, dan 
Blok TTI.D.5; dan 

3. SWP 111.E pada Blok III.E.3, Blok III.E.4, Blok 
IIJ.E.5, dan Blok III.E.6. 

b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 
terdapat di SWP 111.B pada Blok IIT.B. l, Blok m.B.2, 
dan Blok III.B. 3. ,/ 

Pasal 56 

b. pemanfaatan cagar budaya dilaksanakan sesuai 
dengan aspek pelestarian dan tidak mengurangi 
nilai cagar budaya; 

c. kegiatan pelestanan cagar budaya harus 
dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli 
pelestarian dengan memperhatikan etika 
pelestarian; 

d. pemanfaatan cagar budaya harus menjaga 
ketertiban, keamanan dan kehidupan Masyarakat 
setempat; 

e. pemanfaatan cagar budaya selaras dengan 
konservasi dan peraturan perundangan tentang 
cagar budaya dan peraturan lainnya; 

f. pemanfaatan cagar budaya menghormati hukum 
adat kepercayaan, dan adat istiadat serta norma­ 
nonna Masvarakat; • 

g. mutlak untuk mempertahankan keaslian cagar 
budaya; 

h. tidak diperbolehkan merubah struktur dan bentuk 
asli bangunan; dan 

i. tidak diperbolehkan menghalang-halangi atau 
menggagalkan pelestarian cagar budaya, merusak, 
memindahkan, memisahkan cagar budaya. 

(3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail 
informasi skala 1 :5.000 tercantum dalam Lampi ran XII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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a. Sub ... 

c. Sub-Zona perkantoran tcrdapat di SWP 111.B pada 
Blok 111.B.1. 

d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat 
di SWP 111.B pada Blok 111.B.2, Blok 111.B.3, dan 
Blok IIl.8.6. 

e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat 
di: 
1. SWP m.B pada Blok 111.B.2; dan 
2. SWP 111.D pada Blok lll.D. l. 

f. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP 
Ill.D pada Blok 111.D.l. 

g. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di: 
l. SWP III.B pada Blok lll.8.1, dan Blok III.B.6; 

dan 
2. SWP 111.D pada Blok rn.o.i. 

(3) Pengaturan ketentuan khusus kawasan sempadan 
pantai sebagaunana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
diterapkan sebagai berikut: 
a. tidak menyebabkan gangguan terhadap 

kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan 
terhadap kualitas visual; 

b. pengembangan struktur pengaman pantai; 
c. intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu dengan kdb 

maksimal 40°/o (empat puluh persen); 
d. wajib menyediakan pedestrian sepanjang pantai 

dengan jarak minimal 20 (dua puluh) meter dari 
garis pantai ke arah daratan untuk pantai dengan 
topografi datar dan/ atau landai; 

e. wajib menyediakan pedestrian sepanjang pantai 
dengan topografi berbukit disesuaikan dengan 
kondisi lahan; 

f. untuk pantai dengan topografi datar dan/atau 
landai ditetapkan jarak aman bangunan minimal 
30 (tiga puluh) meter dihitung dari garis pantai ke 
arah daratan; 

g. untuk pantai dengan topografi berbukit ditetapkan 
jarak aman bangunan minimal 15 (lima belas) 
meter dihitung dari garis pantai ke arah daratan; 

h. pendirian bangunan memperhatikan pola adaptasi 
dan perlindungan alam; 

i. pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap 
bencana tsunami; 

j. penyediaan akses publik menuju pantai; dan 
k. penyediaan bangunan resapan air. 

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di: l'tl' 
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(8) Ketentuan ... 

a. Sub-Zona tanaman pangan ierdapat di: 
1. SWP Ill.A pada Blok 111.A.6, dan Blok 111.A.7; 

dan 
2. SWP 111.C pada Blok Ill.C.9, dan Blok lll.C.10. 

b. Sub-Zona perkebunan terdapat di SWP 111.A pada 
Blok 111.A.2. 

c. Sub-Zona perumahan Kepadatan Sedang terdapat 
di SWP Ill.A pada Blok III.A.6. 

d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat 
di SWP 111.C pada Blok III.C.15. 

(5) Pengaturan ketentuan khusus kawasan sempadan 
sungai sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf b, 
diterapkan sebagai berikut: 
a. jara.k aman bangunan ditetapkan minimal 5 (lima) 

meter dihitung dari tepi terluar badan sungai; 
b. menyedia.kan jalur dan rambu-rarnbu evakuasi 

bencana; 
c. tidak menyebabkan gangguan terhadap 

kelestarian ekosistem sungai, termasuk gangguan 
terhadap kualitas visual; 

d. menyediakan prasarana pengendali banjir; 
e. mendirikan tanggul; dan 
f. penyediaan bangunan resapan air. 

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di: 
a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat 

di SWP Ill.A pada Blok Ill.AvI: dan 
b. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP 

III.A pada Blok 111.A. l. 
(7) Pengaturan ketentuan k.husus kawasan sempadan 

mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
diterapkan sebagai berikut: 
a. intensitas pemanfaatan ruang yang bertampalan 

dengan sempadan mata air dengan ketentuan: 
1. KDB maks: 40o/o; 
2. KI,8 maks: 0.4; dan 
3. KDH min: soss. 

b. jarak aman bangunan dari mata air ditetapkan 
minimal 50 (lima puluh) meter; 

c. pendirian bangunan memperhatikan pola adaptasi 
dan perlindungan alam; 

d. kawasan terbangun yang bertampalan dengan 
kawasan sempadan mata air, untuk permukirnan 
eksisting tetap diperbolehkan, narnun tida.k boleh 
dikembangkan; dan 

e. penyediaan bangunan resapan air.,./ 
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(2) Ketentuan ... 

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 huruf I, terdiri atas: 
a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; 
b. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan 

tidak sesuai dengan PZ; dan 
c. ketentuan variansi pemanfaatan ruang.J 

Pasal 58 

Paragraf 7 
Ketentuan Pelaksanaan 

(1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g berada 
di Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP 111.E pada Blok 
111.E.3, Blok 111.E.4, dan Blok III.E.5. 

(2) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut: 
a. memberikan Ruang untuk satwa liar secara luas 

dalam melakukan perjalanan, migrasi, dan bertemu 
pasangan; 

b. memungkinkan terjadinya pertukaran genetik; 
c. memberikan Ruang bagi satwa liar untuk dapat 

bergerak sebagai respon terhadap perubahan 
lingkungan dan bencana alam; 

d. memberikan Ruang bagi untuk satwa liar untuk 
dapat melakukan rekolonisasi pada habitat; 

e. KDB dikurangi minimal So/o serta KDH ditambahkan 
minimal sebesar 5°ro; dan 

f. Mengadopsi struktur panggung pada massa 
bangunan agar lidak membatasi mobilitas komodo. 

(3) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum 
dalam La.mpiran XIV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 57 

(8) Ketenluan khusus kawasan sempadan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digarnbarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail 
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran Xlll 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini, 
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BAB ... 

(2) Ketentuan pembcrian insentif dan disinsentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi 
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR 
dan memberikan dampak positifbagi Masyarakat, serta 
yang memberikan disinsentif bagi kegiatan 
Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan 
memberikan dampak negatif bagi Masyarakat. 

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 
perangkat untuk: 
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang 
sesuai dengan RDTR; 

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar 
sejalan dengan RDTR; dan 

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku 
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang 
yang sejalan dengan RDTR. 

(4) lnsentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan 
Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan 
ROTR. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara 
pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak 
sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang 
izinnya diterbitkan sebelum penetapan ROTR dan dapat 
dibuktikan bahwa izin terse but diperoleh sesuai dengan 
prosedur yang benar. 

(7) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan 
yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan 
dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti 
keten tuan massa ruang yang ditetapkan dalam 
Peraturan Zonasi. 

(8) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalarn Lampiran XV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.,..j 
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(5) Rekomendasi .. 

( l) Jangka waktu RDTR WP Galo Mori adalah 20 (dua 
puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali 
dalam periode 5 (Lima) tahunan. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, 
peninjauan kembali RDTR WP Golo Mori dapat 
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) 
tahunan. 

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berupa: 

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan; 

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan 
dengan undang- undang; 

c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditctapkan 
dengan undang- undang; atau 

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat 
strategis. 

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat stratcgis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang 
berimplikasi pada peninjauan kcmbali Pcraturan 
Bupati Manggarai Baral tentang RDTR WP Golo Mori 
dapat direkomcndasikan olch Forum Penataan Ruang.~ 

Pasal 60 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara 
partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan 
Ruang. 

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan 
pertimbangan dalam pclaksanaan Penataan Ruang. 

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri alas perangkat 
daerah bersifat melekat pada jabalannya (ex-officio), 
instansi vertika1 bidang pertanahan, asosiasi profesi, 
asosiasi akadernisi, dan tokoh masyarakat. 

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, 
dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait 
koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang. 

Pasal 59 

BAB VT 
KELEMBAGAAN 

61 



BAB ... 

• • 1n1· • 
c. pemanfaatan Ruang di WP Golo Mori yang 

diselenggarakan tanpa izm Pemanfaatan Ruang atau 
KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan 
Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa 
berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti 
melalui mekanisrne penerbitan KKPR. ,../ 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai ber1aku, izin 
Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan: 
a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang dikeluarkan 

tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya, 
sepanjang kegiatan pembangunan telah dilaksanakan 
sesuai ketentuan Pemanfaatan Ruang, namun tidak 
diperkenankan untuk memperluas, mengubah 
intensitas Pemanfaatan Ruang, dan/ a tau menambah 
bangunan baru yang tidak sesuai dengan Peraturan 
Bupati ini; 

b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah 
dikeluarkan tetap berlaku sepanjang kegiatan belum 
dilaksanakan dengan kewajiban menyesuaikan 
ketentuan Pemanfaatan Ruang sesuai Peraturan Bupati 

Pasal 61 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan 
kriteria: 
a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat 

strategis dalam peraturan perundang-undangan; 
b. rencana pembangunan dan pengembangan objek 

vital nasional; dan/ a tau 
c. Iokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di 

sekitarnya. 
(6) Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang RDTR WP 

Golo Mori dilengkapi dengan rencana dan album peta 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3.2.. 

FRANSISKUS SALES SODO 

TTD. 

Diundangkan di Labuan Bajo 
pada tanggal A. ~~"''tic.c- 2025 

SEKRETARfS DAERAH 
KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 

EDISTASIUS ENDI 

TTD. 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

Disahkan di Labuan Bajo 
pada Langgal ~ ~~~'oic.r 2025 

Agar setiap Orang mengctahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Ka bu paten Manggarai Barat.,,..; 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 62 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 
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• 

ZONA LINDONG 
Zona Pcrlindungan Setem_eat dcngan kode PS 

- - - Sub-Zona Perllndungan Setemoat den-- kode PS 
J Ketentuan Intenaltas Pemanfaatan Ruang 
a. koeflsien dasar bangunan (KDB) maksimum lOo/o 
b. koefisien lantai bangunan [KLBJ minimum . 
c. koefisien lantal bangunan (KLB) maksimum 0,1 

d. koefisien dasar hijau (KOH) rmmmal 700/o 
e. luas kaveling minimum . 
r. koefisien tapak basement (KTB) maksimum o•,11 
IJ Ketentuan Tata Bangunan 
a. keunaaian banzunan ITAi maksimum 5 meter 
b. ris semoadan banzunan IOSBl-minimum . 
c. iarak bebas antar baneunan minimal 4 meter 
d. iarak bebas sameina IJBSI minimum _2 meter - 
e. iarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter 
r. Arahan lam12ilan Bangunan Konstruksi bangunan berupa bangunan non-permanen 
m Ketentuan Prasarana dan Sanna Minimal 

a. Prasarana 
I 1l Dilenzkar» denzan iarinzan drainase berwawasan Imskunzan 

Ketentuan tntensuas Peman!aatan Ruang, Kctentuan Tata Bangunan, 
Kelentuan Prasarana dan Saruna Minimal 

LAMPlRAN VII 
PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 
NOMOR .3.!2- TAHUN 2025 
TENTANG 
RENCANA DETAIL TATA RUANO WILAYAH PERENCANAAN GOU) MORI 



Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 
I Ketentuan lntenaitas Pemanfaata.n Ruan" 
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum l 00/o - b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum . 

c. kocfisicn lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 
L. 

d. koefisien dasar hijau (KDH) minimal ss•-4, 
e. Iuas kaveling minimum . 

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode .R,T .. H .. 

_____ s_u_b-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS 
2) Dilengkapi dengan jalur evakuasi ierhadap bencana tsunami 
3) Dilengkapi dengan promenade di sepanjang pesisirj'panta! 
4) Dilengkapi dengan ranggul di wilayah sungai dan pantai 
SJ Dilcngkapi jalan lokal dan jalan lingkungan untuk memberi akses menuju pantai 

b. Sarana 
I) Dilcngkapi dengan larnpu pencrangan jalan, bangku, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau 
2) Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dengan le bar minimal 2 meter 
3) Dilengkapi dengan plaza dan scjcnisnya untuk Ruang Tcrbuka Non Hijau (RTNH) 
4) Dilengkapi dengan tempat evakuasi sementara dan akhir untuk kcbencanaan 
5) Dilcngkapi dcngan sarana porkir kcndaraan udak bermotor (sepeda) 
6) Dilengkapi dengan toilet umum 
7) Dilengkapi dengan vegetasi untuk pengarah dan peneduh 
8) Dilcngkapi dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia 

c. Utilitas 
11 Dilengkapi dengan jaringan utilitas unruk pcncrangan jalan umum 
2) Dilengkapi dengan tcmpat sarnpah 3R 
3) Dilcngkapi dcngan jaringan air minum 
41 Dilcngkapi dcngan jari ngan listrik 
5) Dilengkapi dengan jaringan telekomunikasl 
61 Dilengkapi dengan hidran 
7 Oilen I den an luban bio ori di ruan terbuka hiiau 



Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 
- 

kocfisicn tapak basement (KTB) maksimum I 0°/o 
- 

r. 
n Ketentuan Tata Bangunan 
a. kctinggian ~ng'::!;.nanJTB) maksimum 10 meter 
b. Paris sempadan ban "nan IGSBI minimum Acabito tcrlctak di ialan non lin11kun11an maka GSB minimum = 1/, lebar ialan + 1 
c. iarak bebas antar ban nan minimal 4 meter 
d. iarak bebas _samping.JJBS) minimum 2 meter 
e. iarak bebas belakang (JBBI minimum 2 meter 
m I Ketentuan Prasarana dan Saran.a Minimal 

I 
n. Prasarana 

1) Dilengkapi dengan saluran dramase berwawasan hngkungan, 
2) Dilengkapr dengan jalur evakuasi bencana yang sesuai standar, 
3) Dilengkapi dengan bangunan penjaga. 

b. Sarana 
I] Dilcngkapi dengan Jampu pencrangan yang memadai, 
2) Dilengkapi dengan jalur pcjalan kaki yang rarnnh pcnyandang dieabilitas. lansia dan anak 
3) Dilengkapi dengan .J09g1ng track 
4) Oilengkapi dengan bangku taman 
5) Dilengkapi dengan toilet umum 
6) Dilengkapi dengan bak sarnpah 3R 
7) Oilengkapi dengan klos penjual makanan/minuman secara terbatas 
8) Oilengkapi dengan sarana parkir sepeda 
9) Ditanami dcngan minimal 50 pohon pcncduh dan perdu 

c. Utillta.s 
I) Dilengkapi dcngan janngan listrik yang memadai, 
2) Dilengkapi dengan jarmgan air minum. 
3) Dilengkapi dengan Tcmpat Pcmbuangan Sampah Scmcntara 

~ ~ - 41 Dil!:_ngkapi dengan hidran unt~cmadam kcbakaran 



y 

.. 
Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 

I Keteotuan lntenaitas Pemanfaatan Ruan11 
t- - 

a. koefisicn dasar bangunan (KDB) maksimum 10% -- 
b. koetisien lantai bangunan (KLB) minimum . 
c. kocfisien lantai bangunan (Kl.Bl maksimum 0,2 
d. koefisien dasar hijau [KOH) minimal 80o/o 
e. Iuas knveling minimum . - 
f. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 0%, 
n Ketentuan Tata Ban=nan 
a. ketinggian bangunan (TB) meksimum 10 meter 

- ""M IGSBl minimum 
- 

b. zaris sernoadan ban Apabila tcrlctak dijalan non lingkungan maka GSB minimum I'> lobar ialnn + 1 
c. iarak bebas antar banzunan minimal - 4 meter 
d. iarak bebas samninz IJBSl minimum 2 meter 
e. iarek bebas belakane IJBBl mini-;;:;-um 2 meter 

Ill Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 
a. Praaarana 

1) Dilengkapi dengan saluran drainase berwawasan lingkungan. 
2) Dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana yang sesuai standar, 
3) Dilengkapi dengan bangunan penjaga. 

b. Sarana 
I) Dilengkapi dengan lempu penerangan yang memadai 
2) Dilengkapi dcngan jaiur pejalan kaki yang ramah penyandang disabllitas. lansia dan anak 
3) Dilengkapi dengan JQgging track 
4) Dilengkapi dengan bangku taman 
5) Dilengkapr dengan toilet umum 
6) Oi!cngkapi dengan bale sampah JR 
7) Oilengkapi dengan kios penjuaJ makanan/minuman secara terbatas 
8) Oilengkapi dengan sarana park.ir sepeda 
91 Oitanami minimal dengan 25 pohon peneduh dan perdu -- 



Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 - 
I Ketentuan lnteositas Pemanraatan Ruang 

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 100/o - b. koefisren lantai bangunan (K.1.,8) minimum . 
c. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 
cl. koefisien dasar hijau (KOH) minimal 80"/o 
e. luas kaveling minimum ,- . - c. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 0% 
D Ketentuan Tata Ban1rnoan 

a. ketin ian banzunan (TB! maksimum 5 meter 
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum • Apabila terletak di jalnn hngkungan maka GSB mirumum • ~ lebar jalan 

• Apabila Lerletak di jalan non lingkungan maka GSB minimum -e- Y.> lebar jalan 
+I . 

c. iarak bebas antar banzunan rmmmal 4 meter - 
d. iarak bebos semoina l,JBSI minimum 2 meter 
e. jarak bebas bclakang IJBBl minimum 2 meter 
m Keteotuan Praaarana dan Sa.rana Minimal 

a. Praaarana 
1) Dilengkapi dengan saluran drainase berwawasan lmgkungan, 
2) Dilengknpi dengan jalur evakuasi bencana yang sesuai staridar, 
3) Oilengkapi dengan bangunan penjaga, 

Sub-Zona Tamao Kecamatan dengan kode RTH-3 
c. Utllltas 

I) Dilengkapi dengan jaringan list:rik yang mcmadai, 
2) Dilcngkapi dengan jaringan air minum, 
3) Dilcngkapi dcngan Tcmpat Pcmbuangan Sampah Scmcnta.ra 
4 Dilen ka i den an hidran untuk emadam kebakaran 

I 



Sub-Zona Pemakarnan Omum dengan kode RTH-7 
I Ketentuan Intensitas Peman£a.atan Ruang 

a. kocfisicn dasar bangunan (KDBJ maksimum 10% 
b. kocfisicn lantai bangunan (KLB) minimum . 
c . kocfisicn lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 ..... 
cl. kocfisicn dasar hijau (KOH) minimal 90'}1, 
e. luas kaveling minimum - r. kocfisicn tapak basement (KTB) maksimum Oo/o 

I- - D Ketentuan Tata Ban,runan 
ketin . an ban unan ITBl maksimum 10 meter a. 

b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum • Apabila terletak dijalan hnglcungan maka GSF3 minimum - 'h Jebar jalan 
• Apabila terlelak dijalan non lingkungan make GSB minimum - Y, lcbar jalan 

+l 
c. iarak bebas antar banaunan minimal 4 meter 

b. Sarana 
1) Ouengkapi dengan lampu penerangan yang memadoi. 
2) Dikngkapi dengan jalur pejalan kaki yang ram ah penyandang disabililas, lansia dan anak 
3) Dilengkapi dengan jogging track 
4) Dilcngkapi dengan banglru taman 
5) Dilcngkapi dengan toilet umum 
6) Dilengkapi dengon bok sarnpah 3R 
7) Dilengkapi dcngan kios penjual makananyrmnuman secara terbatas 
8) Dilengkapi dengan sarana parkir sepeda 
9) Diianami minimal 20 pohon peneduh dan beberapa tanaman perdu 

c. Otilltas 
lJ Dilengkapi dcngan jaringan listrik yang memadai, 
2) Dilcngkapi dengan jaringan air min um, 
3) Dilengkapi dengan Tempat Pembuangan Sampah Scmentara 
4 Dilen ka i den an hidran untuk emadam kebakaran 



Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 .._ 
I Ketentuan Jntenaltu Pemanfaatan Ruang 
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum IOo/o 

~ - b. koefisien lantai ba.ngunan (KLB) minimum . 
c. koefisien Iantar bangunan (Kl,B) maksirnum 0, l - d. koefisierr dasar hijau (KOH) minimal 90%, 
e. luas kaveling minimum . 

- - 

I 

l-2 meter 
2 meter '-'----- 

d. 'arak bebas sam ing (,188) minimum 
e. ·arak bebas belakan JBB minimum 
m J Ketentuan Prasarana d.a.n Sarana Minimal 

a. Prasarana 
I) Dilengkapi dengan saluran drainase berwawasan lingkungan, 
2) Dilengkapi dengan jalur evakuasr bencana yang sesuai stander, 
3) Dilengkapi dengan bangunan penjaga. 

b. Sara.na 
1) Dilengkapi dcngan lampu pcnerangan yang memadai. 
2) Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki yang rarnah penyandang disabiliras, lansia dan anak 
3) Dilcngkapi dcngan bangku Laman 
4) Dilcngkapi dcngan toilet umum 
5) Dilengkapi dengan bak sampah 3R 
6) Dilengkapi dengan kios penjual makananj'mmurnan sccara terbatas 
7) Dilengkapi dengan sarana parkir kendaraan bermotor yang memadai 
8) Ditanami oleh minimal SO pohon pencduh 
9) Dilengkapi ruang terbuka non hijau berupa plaza 

c. UtUitas 
1) Dilcngkapi dengan jaringan Hstrik yang memadai, 
2) Dilengkapi dengan jaringan air mmum, 
3) Dilengkapi dcngan Tcmpat Pcmbuangan Sampah Scrnentara, dan 
4 Oden ka i den an hidran unruk emadam kcbakar=an::.:... __, 



- 
b. koefisicn lantai bangunan (KLB) minimum ~-+-~~~~~~ 
c. koelisicn lantai bangunan (KLB) maksimum 0,05 
d. koefisicn dasar hijuu (KDH) minimal 95% +--------------- c. luas kaveling minimum 
f. kocfisicn tapak basement (KTB) maksimum 0% 

___ Z_ona Ekosistem ,..fan.!l!]lve dcngan kode EM 
Sub-Zona Ekosiatem Mangrove dengan kode EM 

1-1'--""'K""etentuan lntensitu Pemanfaatan Ruan,.._~---------- 
a. koefisicn dasar bangunan (KDB) maksimum 5o/o 

1---- 

r. kccfislen tapak basement (11.'TBJ maksimum j Oo/o - II Ketentuan Tata Bangunan 
,.._a. , ketinggian bangunan (rB) maksimum 5 meter 
b. aans sempadan bangunan (GSB) minimum 

- c. iarak bebas antar banzunan minimal '1 meter 
d. iarak bebas somnine -iJBSl minimum 2 meter 
e. iarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter 
m Ketentwui P ..... n.na dan Sarana Minimal - a. Praaa.rana 

Dilcngkaps dengan saluran drainasc bcrwawasan lingkungan, 
b. Sarana 

1) Dilengkapi dengan lampu penerangan yang memadai. 
2) Dilengkapi dcngan bangku taman 
3) Dilengkapi dengan bak sarnpah 3R 
4) Ditanam.i oleh pohon pcncduh danj'atau pohon pengarah 
5) Dapat dibangun posjaga/pos polisi 

c. Utilitaa 
I) Dilengk:api dengan jaringan listrik yang rnemadai, 
21 Drlenekani dcnzan hidran unruk oernadam kebakaran 



I I Ketentuan Intensi 
a. koefis1en dnsar ban 
b. koefisien lanta, ban 
c. koefisien lantai ban 
d. koefisien da.sar hija 
e. luas kavelmg minim 

--· - - Sub-Zona Badan Air dengan kode BA 
. 

tas Pemanfaatan Ruan,g -- gunan (KDBJ maksimum 0%, 
gunan (KLB) minimum - 

~ -- . 
gunan (KLB) maksimum 0 
u (KOH) minimal - - - - um - 

Zona Sadan Air dcngan kode BA 

l 

Ketentuan Tata~ 
ketinggian bangunan (TB 
garis sempadan bangun 

- - an 
I maksimum 5 meter 

an (GSB) minimum • Apabila terletak di jalan lingkungan rnaka GSB minimum = 2 meter 
• Apabila terletak ell jalan non lingkungan maka GSB minimum • Y., lebar jalan 

~I 
an minimal 4 meter - BSJ mini.mum 2 meter 

BBJ minimum 2 meter 
D Sarana Minimal 

saluran drainase berwawasan lingkungan, 

gan lampu pcnerangan yang memadai. 
gan bangku Laman 
gan bale sampah 3R 
pohon peneduh dan/atau pohon pcngarah 
n pos jaga 

gan jaringan listrik yang memadai, 
gan hidran untuk oernadarn kebakaran 

e. 
~m 

II 
a. 
b. 

f-"c'-. _i--=ar=-o.k bebas antar bangun 
,_d_·~~1·ru~ak bebas samping {J 

iarok be2._f!cS belakang_b) 
Ketentuan Prasarana cl.a 

a. Prasarana 
Dilengkapi dcngan 

b. Saran.a 
1) Dtlengkapi den 
2) Dilcngkapi den 
3) Dilenglwpi den 
4) Ditanami oleh 
5) Dapat dibangu 

c. Utilita.s 
1) Dilcngkapi den 
2) Dilenglwpi den 



ZONABUDI DAYA 
Zo p rtani d k d p na e tan en n o e 

Sub-Zona Taoaman Panoan dengan kode P·l - I Keteotuan loteoaltaa Pemaofaatan Ruano 
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum lOo/o 
b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum - ---- - c. koefisien Iantai bangunan (KLB) mnksimum 0, l 
d. koefisien dasar hijau (KOH) minimal 90% 

- - e. luas kavelmg minimum . - f. koefisien tapak basement (KTBI maksimum 0% ~· II Ketentuan Tata Ban=nan - - a. ketin ian banzunan (TB) maksimum 5 meter 
- - b gens sempadan bangunan (CSB) minimum • Apabila terletak dijalan lingkungan maka GSB minimum• !I, lebar jalan 

tjarak bebas antar bangunan minimal 

• Apabila terletak di jalan non lingkungan maka GSB minimum - 16 lcbar jalan 
+I 

c. 4 meter - - - - d. iarak bebas samping (JBS! minimum 2 meter 
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter 

I 

e. 

c. 
d. 

b. 
a. 

r. koelisien lapak basement (KTB) maksimum I O'l{, 
,_n_.._K~e~t~entuan Tata Ba.ngunan 

ketin 'an b~nan (rB) maksimum 
aris sem adan bangi.inan (GSB) minimum 

'arak bcbas anlar ban an minimal 
'arak bebas sam in JBSJmioimum 
'arak bebas belakan JBB minimum.:.... __ __,·--- 

III Ketentuan Prasan.na dao Sarana M, .. i.n .... lm~a~l-----------------------------------1 
.__ a. Pen_yediaao tanggul dan/atau bangun=an=pe=r.::li:.:'n:..:d:..:u:..:n=ao=..:la::;i::::o:...t:a::::d::a::.::s:.::u:.:n:i.,:ru::'..::d::::an::::...::b::a::d.::a:..:nc...:a:..:i;:.r.::lam=· :.:n=a::._ __, 



- 
Su.b-Zona Hortilrultu.ra den"'an kode P-2 ,_ 

I Ketentuan Intensltas Pemanfaatan Ruan"' 
a. koefisien dasar bangunan (KDBJ rnaksimurn 30"/o - b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum - 

- c. koefisien lantai bangunan (KLBJ maksimum 0,6 
d. koeflsien dasar hijau (KDH) minimal 60o/o 

'-- . 
e. luas kavellng minimum - 
f. koefisien tapak basement (KTB) maksimum o•,., 

,_n Ketentuan Tata Bangunan 
a. ketinazian banzunan (TB) maksimum 10 meter 
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum • Apabila terletak dijaJan lingkungan maka GSB minimum= 16 lebar jalan 

• Apabila terletak dijalao non lingkungan maka GSB minimum= \IC, lebar jalan 
+l - c. jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter - d jarak bebas samp4!g (JBSj minim~ 2 meter - - - - e. jarak bebas bclakang (JBB) minimum 2 meter 

I . . - 

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kod:::e..:P~·..::l:.... --1 
m Ketentuan Prasarana dan Sarana Minim.al ==----- a. Prasarana 

1) Dilengkapi dengan prasarana irigasi yang mernadai, 
2) Alur kali rnati diarahkan sebagai zona hndung. dcngan sempadan 6 m. 

b. Sarana 
1) Dilengkapi dcngan lampu penerangan yang memaclai 
2) Dapat dibangun gaubo/dangau/sauog lanpa dinding, 
3) Dilengkapi dengan jalan setapak/pematang. 

J c. Utilltas 
1) Dilengkapi dengan jaringan hstrik yang memadai 

·-~-=2} Qilengkapidenganjaringanair~m~i~n~urn~..l.!:an~Lm,,_,,e~m~a~d~a~j~·----------------------------' 



• Apabila terletak di jalan lingkun 
• Apabila ierletak di jalan non ling 

+l 

10 meter 

0% 

- - - 

. 

- 

- gan maka GSB minimum a •,, lebar jalan 
kungan maka GSB minimum a Y., lebar jalan 

- - 
- 

c. arak bebas antar bangunan minimal 4 me.-'t-=-er'----------- 
d. arak ~bas samping (JBSJ mmi,.:mecu::.m:.:.:... -t-:2:-'m,;.:ec.:tc::e,._r _ 
e. iarak bebas belakan_g__LJBBl minimum ---~2=meter 

b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum 

- - 

c. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 
d. koefisien dasar hijau (KOH) minimal 
e. luas kavelmg minimum ---------~- r. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 

-~-- n Ketentuan Tata Ban DaD 

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 
I Ketentuan Intenaltaa P~manfaatan Ruang 

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 3001., 
b. koeflsien lantai bangunan (KLB) minimum 

m J Ketentuan Prasaran1>. clan Sa.rallA Minimal 
a. Prasarana 

1) Dilengkapi denganjaringan drainase yang berwawasan lingkungan. 
2) Mcnyedlakanjalan akses ke lokasi pertanian hortlkuttura yang rarnah lingkungan. 
3) Mcnycdiakan resapan air pada lahan, 
4) Alur kali mati diarahkan sebagai zona Jindung, dengan sempadan 6 m 

b. Sa.rana 
1) Dilengkapi dengan la.mpu penerangan yang memadai. 
2) Dapat dibangun gazcbo/dangau/saung tanpa dinding, 
3) Dilengkapi dengan jalan pertanian yang memadar. 
4) Dilengkapi ruang terbuka non hijau (plaza atau scjcnisnya) 

e. Utllitaa 
1) Dilengkapi dengan jaringan liatrik yang rnemadai. 
2) Dilcngkapi dcngan jaringan air minum yang mema_dni.; 



Sub-Zona Peternakau dengan kode P-4 
I Ketentuan Intenaitaa Pemanfaatan Ruan" ,_ 

a. koefisien dasar bangunan (KDB) mnksimum 30°/o 

b. koefisien tamai bangunan (KLB) minimum - 
c. kocJisien lantai bangunan (KLB) maksirnurn o.s 
d. koefisien dasar hijau (KDHI minimal 60"/o 

c. luas kaveling minimum - 
r. koefisien lapak basement (KTB) maksimum 300/o 
II Ketentuan Tata - - nan 

ketinaaian bansunan fTBl maksimum 
- a. 10 meter - 

b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum • Apabila terletak di jalan lingkungan maka GSB minimum= ~ lebar jalan 
• Apabila rertetak di jaian non lingkungan maka GSB minimum - ~ lebar jalan 

• +l 
c. iarak bebas antar banzunan mirumal 4 meter - 

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 
~ m Ketentua.n Praaarana dan Sarana Minimal 

a. Prasarana 
l) Dilengkapi dengan janngan drainase yang berwawasan hnglcungan. 
2) Menyediokan jalan akses ke lokas, perkebunan yang ramah lingkungan. 
3) Menyediakan rcsapan air pad a lahan. 
4) Alur kali mati diarahkan sebagai zona hndung, dengan sempadan 6 m 

b, San.na 
1) Dilengkapi dengan lampu penerangan yang memadai. 
21 Dapat dibangun ga?.ebo/dangau/saung Lanpa dinding, 
31 Dilengkapi dengan jaJan perkebunan yang mernadai. 
4) Oilengkapi ruang terbuka non hijau [plaza atau sejerusnya] 

e. Utilitaa 
l) Dilengkapi dengan jaringan hsrrik yang memadai. 

__ 2;;,l Dilcngkapi dengan jaringan air m1num yang memada1. 



k kod KPI d p Zo K 

I 

____ ..;:S:..:u::.:b:..·.:;;Zona Peternakan den_gan kode P-4 
d. jarak bebas samping (JB~) minimum i 2 meter 
c. iarak bcbas belakang lJBB) minimum T:..i...::2:....:.:m:..,e:..,.l:=e.:.r _ 
Ill Ketentuan Pruarana dan Sarana Minimal ...___, __ 

a. Praaarana 
1) Dilcngkapi dengan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan. 
2) Menyediakanjalan akses ke lokasi perkebunan yang remah lingkungan. 
3) Menyediakan resapan air pada lahan. 

b. Sarana 
1) Dilcngkapi dcngan lampu penera.ngan yang rnemadai. 
2) Dapat dibangun gazebo/dangau/saung tanpa dinding, 
3) Dilengkapi dengan jaJan perkebunan yang mernadai. 
4) Dilengkapi ruang terbuka non hijau (plaza atau sejenisnya) 

c, Utilltaa 
l) Oilengkapi dengan jarmgan listrik yang mcmadai. 
21 Dilenzkaoi denzan iarinzan air minum vane memadai. 

na awasan eruntu an n USLn enzan e ---· 
Sub-Zona Kawasan Peruntulran Industrl denllan kode KPI 

l Ketontuan lntenaitaa Pemanfaatan Ruan" 
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60°/n 
b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum 
c. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1.2 - - . 
d. koefisien dasar hijau (KOH) minimal 35% 

e. luas kaveling minimum . 
- 

f. koeflsien tapak basement (JCTB) maksimum 60°/o 

n Keteo.tuan Tata Banguo.an - 
110 meter a. kcrlnggian bangunan (TB) maksimum 



- 60°/o 
60o/o 

- 
__ Zcc.oc.cna Pariwisata, dengan kodc W 

-----"Sub·Zona Parlwiaata dengan kode~W"----­ 
J Ketentuan lntensitas Pemanfaatan Ruan_g 

a koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 
c____:. +------------------- 

• pariv.~sala klastcr I (landai) 
• pariwisata klaster 11 (bcrgclombang) 

,;:_ __ ---'-':.._--''--------- 

san Peruntukan lndustrl 

- 

um •1, le bar Jal an 
nimum • !l.z lebar jalan 

- Sub-Zona Kawaaan Peruntukan lndustri deng!n kode KPI - - - 

b. garis scmpadan bangunan (GSB) minimum • Apahila tertetak di jalan lingkungan maka GSB minim 
• Apabila terlctak di jalan non lingkungan maka GSB mi 

+1 
c. iarak be bas an tar banm man mirume1 4 meter - 
d. iarek bebas samoinz IJBS\ minimum 2 meter 
e. iarak bebas belakanz IJBBl minimum 2 meter 
Ill Ketontuan Prasarana dan Sarana Minimal 

Mengikuti Peraturan Menterl Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknla Kawa 
yang mellputl: 

a. Prasarana 

' 
I) Dilengkap1 dengan jaringan jalan yang depat dilalui kendaraan pemedam kebakaran. 
2) Menycdiaken jalan akses ke lokasi yang ramah lingkungan. 
3) Menyediakan prasarana telekomunikasi yang rnernadai. 
4) Dilengkapi dengan janngan drainase berwawasan lingkungan. 

b. Sarana 
I) Oilengkapi dengan larnpu pcncrangan yang memadai, 
2) Dilengkapi dengan ternpat sampah 3R. 
3) Oilengkapi dengan bangunan penunjang dan pos jaga. 

c. Utilltas 
I) Dilengkapi dengan Jaringan listrik yang memadai. 
2) Dtlcngkapi dengan jaringan air minum yang rnernadai. 
3) Dilengkapi dengan TPS3R 
4} Men~iakan jalur evakuasi bencana 



Sub-Zona Parlwiaata dengan kode W 

• parrwisata klastcr lfl (berbukit) 55% - 
b. koefisien Iantai bangunan (KLB) minimum - 
c. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 

~ 

• pariwisata klnster I (landai) 7,2 
pan ... nsata klaster II (bcrgelom bang) 

- - 
• 3,0 - • pariwisata klastcr m (berbukit} 1,65 

d. koefisicn dasar hijau (KOH) rmrumat 
I- ~ 

• pariwisata klastcr I (landai) 30% 
~ pariwisata klaster II (bergelombang) 30% 

- - 
pariwisata klnstcr 111 (bcrbukit) 40% - - 

e . .J...2::1as kavehng minimum -·· I•- r. koc!isien tapak basement (KTB) maksimum - ~ 

• pariwisata klaster I (landai) 60o/o 
r 

- 

I • pariwisata klaster II (bergclombang) 60°/o 
~ ~ -- • pariwisata klaster Ill (berbukitJ 600/c, 

u K~te!ltuan Tata Ban&unan 
a. ketingglan bangunan (TB} makaimu.m ,~ - - 

• oariwisata klasLC.!:_1 (landaiJ 60 meter 
I • oariwisata klaster n (bergelombang) 25 meter 

• oariwisata klaster Ill (berbukit) 15 meter 
b. garis sernpadan bangunan (GSB) minimum • Apabila terletak di jalan lingkungan maka GSB minimum = 2 meter 

• Apabila terletak di jalan non Lingkungan maka GSB minimum = 'h lebar jalAn 
+I 

c. . jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter 
d. jarak bebas sampingJJBS} minimum 2 meter 
e. jarak bebas bclakang (JBB) minimum 2 meter 

I . 



r. 
e. 

c. 
d. 

b. koefisien Jantai bangunan (KLB) minimum 
1-----~ koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2, I ::-::-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--! 

kocfisien dasar hijau (KOH) minimal 25°.4. ------t 
Iuas kaveling minimum 60 M2 ------------------------ k oe fi s i en tapak basement (KTB) mnksimum 70°/o 

Zo_na Perurnahan dcngf!U kode R 
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi denga.n kode R-2 

l I Ketentuan lnteosltaa Pemanfaatan Ruan 
a. koefisien dasar bangunan (KOBJ maksimum 70% -!--------~ 

Sub-Zona Pa.rlwisata dengao kode W 
m Ketentuao Prasarana dan Sarana Minimal 

a. Prasarana 
3) Dilengkapi dcngan saluran drainase berwawasan lingkungan, 
4) Dilengkapi dengan jalan JokaJ atau jalari lingkungan 
S) Alur kali mati diarahkan sebagai zona lindung, dengan sempadun 6 m 

b. Sanna 
1) Dilcngkapi dengan jaJur pejalan kaki clan pesepeda yang ramah lingkungan, 
2) Dilcngkapi dengan ruang tcrbuka hijau dan non hijau 
3) Dilengkapi dengan lampu penerangan yang memadai 
4) Dilengkapi dengan bangku raman dan street furniture lainnya 
5) Dilengkapi dengan bak sampah 3R 
6) Ditanami oleh pohon peneduh dan/atau pohon pengarah 
7) Dapai dibangun pos keschatan, dan/atau pos keamanan 
8) Dilengkapi dengan sarana parkir kcndaraan bcrmotor dan non bcrmotor 

a. Utilltaa 
1) Dilengkapi dengan joringan listrik yang rnemadai, 
2) Dilcngkapi dengan hidran untuk pemadam kebakaran 
3) Drlengkapr dengan jalur evakuasi 
4) Dilengkapi dcngan jaringan telekornunikasi 
51 Dilcn;;lraoi den an 'arin an air minum an memadai 



1 

a. Pra.&arana 
I) Dilengkapi dengan janngan jalan 
2) Tcrjangkau oleh sumbcr air baku 
3) Menyediakan sumber energi kc 
4) Mcnyediakan prasarana teleko 
51 Dilengkapi dengan jaringan dram 
6) AJur kali mali diarahkan sebag 

b. Sarana 
l) Dilengkapi dengan jalur pejalar 
2) Dilcngkapi dcngan lampu pene 
3) Dilengkapi dcogan tcmpal pcng 
4) Dilengkapi dengao tempat peng 
5) Dilengkapi dengan tempat sam 
6) Oilengkapi dengan taman {RTII 
7) Dilengkapi dcngan bangunan pc 
8) Dilc:ngkapi sarans parkir priba 

dan/atau sccara komunnl. 
c. Otilitas 

1) Dilcngkapi dcngan jaringan List 
2) Dilengkapi dengan jaringan air 

.!:: jarak bt:bas antar bangunan minimal 
d. 'arak bebas sa.mping {JBS} minimum 

,_e_·~=·ar~ak~ bebas belakang (JBB) minimum 
m Ketentuan Prasarana clan Sarana Mini 

II Ketentuan Tata Bangunan 
a. kclin ·an ban nan {'.l'B) maksimum 
b. gans sempadan bangunan (GSB) minim 

Sub-Zon 
-- - 

a Perumahau Kepadatan Tlnggl deagan kode R-2 

15 meter 
um • Apabila terletak di jalan lingkungan maka OSB minimum \', lcbar jalan 

• Apabila tcrlctak di jalan non lingkungan maka OSB minimum - 'h lcbar jalan 
+l 

2 meter - - 1 meter 
1 meter ~ - - mal 

yang dapal dilalui kendaraan pemadam kebakaran. 
dan jaringan sumbcr air baku. 

·lislrikan untuk kebutuhan peruma.han. 
munikasi yang memadai. . asc berwawasan linglrungan. 
ai zona lindung, dcngan scmpadan 6 m 

1 kaki dan pesepcda yang rarnah lingkungan. 
rangan yang mcmadai. 
olahan limbah bcrwawasan lirtgkungan. 
elolaan sarnpah berwawasan lingkungan. 
pah lingkungan perumahan, 
1 lingkungan. 
nunjang dan pos jaga. 

di dengan Iuas Jahan minimal 502 rn, atau dengan rnernanfaatkan ruang dalom bumi 

rik yang mcmadai. 
minum yang memadai. 



Sub-Zona Perumaban Keoadatan Sedang dennn kode R-3 
1 Ketentuan lnten•Jtaa Pemanfaatan Ru.ang - - a. koefisren dasar bangunan (KDB) maksimum 65°/o 

b. koeiisien Iamai bangunan (KLB) minimum . 

c. koefisien lantai bangunan (KLB) maksumurn 1,95 
d. koefisien dasar hijau (KOH) minimal 30o/o 
e. luas kavelmg minimum 90 Ml 
f. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 65°/o 
D Ketentuan Tata Banounan 
a. keunzaian banzunan (TBl maksimum 15 meter -- b. garis sempadan bangunan (GSBI minimum • Apabila terletak di jalon lingkungon maka GSB minimum = !h lebar jalan 

• Apabila terletak dr jalan non lingkungan maka GSB mirurnum > 'h lebar jalan 
+I . arak bebas antar bangunan minimal 2 meter c. 

d. larak bcbas. samping (JBS) minimum 1 meter - e. iarak bebas betakanz IJBBI minimum I meter 
ID Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

•• Praaarana 
• I) Dilengkapi dengan jaringan jalan yang dapa1 dilalui kendaraan pcmadam kebakaran, 

2) Terjungkau oleh sumber air baku dan jarmgan sumber air baku. 
31 Menyediakan sumbcr energi kehstrikan untuk kcbutuhan pcrumahan. 
41 Menyediakan prasarana telekomunikasi yang memadoi 
5) Dilengkapi dcngan jarmgan drainase berwawasan hngkungan 
6) Alur kali mati diarahk.an sebagat zona Iindung, dengan sempadan 6 m 

Sub-Zona Perumahan KeJ.'.adatan Tinggi dengan kode R-2 
3) Drlcngkapi dengan TPS3R. 
4 Men ediakan alur evakuasi beneana don tan baha a. 



c. jarak bebas antar bangunan min=im=al~--- - 

Perumahan Kenadatan Rendah den.,...n kode R-4 

600/n - - 
1,8 
30o/o 
120 Ml - 6QOA, - - 

- 
15 meter -- - - - - 

• Apabila terletak di jalan lingkungan maka GSB minimum = 'lo lebar jalan 
• Apabila terletak di jalan non lingkungan maka GSB minimum= \I, lebar jalan 

+1 
2 meter 

Sarana 
1) Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan pesepeda yang ramah lingkungan. 
2) Dilengkapi dengan lampu penerangan yang memada,. 
3) Dilengkapi dengan tempat pengolahan Jimbah bcrwawasan hngkungan. 
4) Dilengkapr dengan ternpat pengelolaan sarnpah berwawasan lingkungan. 
51 Dilengkapi dcngan ternpat sampah lingkungan perumahan. 
6) Oilengkapr dengan taman bngkungan. 
7) Dilengkapi dengan bangunan penunjang dan pos jaga. 

c. Utilltas 
1) Dilengkapi dengan jarfngan list rlk yang memadai 
2) Dilcngkapi dcngan jaringan air minum yang memadai. 
31 Dilengkapi dengan TPS3R. 
4) Mcnyediakan jalur evakuasi bencanll dan perin~tan ba'..!h~a,l.•!:!a.:... ----------------~------~., 

Sub-Zona Perumahan Kepadata.n Sedang dengan kode;;..;;.R:.·.;:3 --t 

Sub-Zona Sub-Zona 
I Ketentuan Intensltas Pema.nfaatan Ruan 

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimurn 
b. koefisien lantai bangunan (KLB} minimum 
c koefisien lantai bangunan (KLBI maksimum 
d, kocfisicn dasar hijau (KDH) minimal 

------- e. Juas kaveling minimum 
f. koefisien tapak basement (KTB) mnksimum 
D I Ketentua.n Tata Ba.oguna.n 

a kCctinggian bangunan ('.rBJ maksimum 
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum 

F-b. 



Zona Sarana Pelayanan Umum den an kode SPU 
Sub-Zona SPU Skala Ko.::ta~d:;::e.::n~an::=..ck=:o:::d=:e~S'.!.P~U:..:·~1-----------------1 

I Ketentuan lntensitas Pemanfaatan Ru:::a::n:.,g._-,- _ 
a. kocfisicn dasar bangunan (KDB) maksimum [ 600/o 
b. koc!isicn lantai bangunan (KLB) minimum 
c. I koeflsien laruai bangunan (KLBJ m_ak_s_i_m_u_m_-,..j _3 _ 

Sub·Zona Sub-Zona Perumahan Ke_padatan Rendah dengan Ir.ode R-4 
I jarak be bas samping (JBS) minimum I ' mel'"'c_r _ 

e. . jarak bcbas belakang {JBBJ minimum 1 meter 
m Ketontuan Prasarana dan Sarana Minim.al 

a. Prasarana 
I) Dilengkapi dcngan jaringan jalan yang dapat dilalui kendaraan pcmadarn kcbakaran. 
2) Terjangkau oleh sumber air baku danjaringan sumber air boku. 
3) Mcnyecliakan sumbcr encrgi kclistrikan unluk kebutuha.n perumahan. 
4) Menyccliakan prasarana telekomunikasi yang memadai. 
5) Dilengkapi dengan jaringan drainasc bcrwawasan lingkunga.n. 
6) Alur kall mati cliarabkan sebagai zona lindung, dengan sempadan 6 m 

b. Sarana 
I) Dilengkapi dengan jalur pcjaJan kaki dan pcscpcda yang ramah lingkungan. 
2) Dilengkapr dengan lampu penerangan yang memadai. 
3) Dilengkapi dengan ternpat pengolahan limbah bcrwawasan lingkungan. 
4) Dilengkapi dengan ternpat pengelolaan sampah berwawasan Iingkungan, 
5) Dilengkapi dengan tempat sampah lingkungan perumahan. 
6) Dilengkapi dengan taman lingkungan. 
7) Dilengkapi dengan bangunan perrunjang dan pos jaga. 

e. Utilitaa 
J) Dilengkapi dengan jarmgan listrik yang mcmadai. 
2) Dilengkapi dengan jarmgan air min um yang mernadni. 
3) Dilengkapi dengan TPS3R. 
41 Menved,akan ialur evakuasi bencana dan peringatan baha.-<..::ac:... -------------------------' 

~ d. 



gan memanfaatkan ruang dalam bumi dan/atau secara 

lingkungan. 

ah lingkungan. 

clan 6 m 

pemadam kebakaran. 
u. 

ana pelayanan umum. 

an lingkungan maka GSB minimum= Y.t lebar jalan 
an non lingkungan maka GSB minimum ~ V. Icbar jalan 

an kode SPU-1 Sub-Zona SPU Skala _Kota deng 
d. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25°/n 
e. luas kavcling minimum - f- f. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 60°~ 
D Ketentuan Tata Bangunan .. - a. ketinggian bangunan (TB) mak_simum 25 meter - b. garis sernpadan bangunan (OSBJ minimum • Apa bi la terletak di jal 

• Apabila terletak di jaJ 
+l 

c. iarak be bas antar ban~ minimal 4 meter - - d. iarak bebas sarnping (JBS) minimum 2 meter 
~e. Jarak bcbas belakang (JBB) minimum 2 meter -~ 
IO Ketentuan Praaarana dan Sarana Minimal - 

a. Pra8uana 

I 1) Dilcngkapi dengan jaringan jaJan yang dapat dilalui kendaraan 
2) Tcrjangkau olch sumber air baku danjaringan sumber air bak 

I 3) Menycdiakan sumber energi kelistrikan untuk kebutuhan sar 
4) Mcnycdiakan prasarana telekomunlkasi yang mcrnadai. 
5) Dilengkapi dengan jaringan drainase berwawasan lingkungan. 
6) Alur kali mati diarahkan scbagai zona lindung. dengan scmpa 

b. Sarana 
1) Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan pesepeda yang ram 
2) Dilengkapi dengan larnpu pcnerangan yang memadai. 
3) Dilengkapi dengan tempat pcngelolaan sampah berwawasan . 
4) Dilengkapi dcngan bangunan penunjang dan pos jaga. 
5) Dilengkapi sarane parkir pada lahan di atas tanah, atau den 

komunal dengan serann pclayanan yang berdekatan. 
c. Utillta• 

I) Dilengkapi dengan jaringan listrik yang rnemadai. 

I 2) Dilengkapi dengan jaringan air mmurn yang mcmadai. 
31 Dilenzkar» denzan TPS3R 



a. Prasarana 
1) Dilengkapi dcngan jaringan jalan yang dapat dilalui kcndaraan pc madam kcbakaran. 
2) Terjangkau oleh sumbcr air baku dan jaringan sumber air baku. 
3) Menyediakan sumber energi kelistrikan unruk kebutuhan sarana pclayanan umum. 
4) Menyediakan prasarana telekomunilrosi yang memadai. 
5) Dileogkapi dengan jaringan dramase berwawasari lingkungan. 
6) Alur kali mali diarahkan sebagai zona lindung, dengan sernpadan 6 m 

m Ketentuan Pruarana dan Sarana Minimal 
e iarak bebas belakanz IJBBl minimum 2 meter 

c. iarakbebasantarban "~"~a~n,.,._,.m,.,..,_,in~i~m~a~l~~~~l-!4~m.!!!:e~te~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-l 
d. iarak bebas samolnz {JBSI rrurnrnurn 2 meter 

20 meter - - - , Apabila terlctak di jalan lingkungan maka GSB minimum • 'h lebar jalan 
, Apabila terletak d1 jalan non lingkungan maka GSB minimum • Y, lebar jalan 

+l 

a. kelln ·an banounan ITBl maksimum 
b. garis scmpadan bangunan (OSB) minimum 

U Ketentuan Tata Banorunan 

c. kocfisien lantai bangunan (KLB) maksimurn 2,6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 
d. koefis1en clasar hiJau (KDH) minimal 20"/o ~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
e. luas kaveling minimum - - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-! 
f. koefisien tapak basement (h.'TB) maksimum 65°/o 

b. koeflsien lantai bangunan (KLB) minimum - 
a. koefisicn dasar bangunan (KDB) m.aksimum 65o/o 

Sub-Zona SPU Skala Kecamata.n dengan kodc SPU-2 
I Ketentuan IntensJtaa Pemanfaatan Ruan., 

Sub-Zona SPU Skala Kota deJ!g_an kode SPU-1 
4) Mcnyediakan jalur cvekuasi bcncana dan peringatan bahayn. 
5 Men redrakan Instalasi Pemanenan Air Huian JPAH 



. 
Sub·Zona SPU Skala Kelurahan denga.n kode SPU-3 - 

I Ketentuan lntensltas Pemanfaatan Ruang 
a. koefisicn dasar bangunan (KDB) maksimum 700/o - - b. kocfisicn lantai bangunan (KLB) minimum - c. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2, I 

I- ... . 
d koefisicn dasar hijau (KDH} minimal 15°/o - - ~ 
c. luas kavcling minimum . 

- r. koefisien Lepak basement (KTB) maksimum 700/o 
II Ketentuan Tata Bangunan 
a. kclinggian bangunanJTBJ maksimum J is meter 
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum • Apabila Lerletak di jalan lingkungan maka GSB minimum • 'h lebar jalan 

• Apabila terletak di jalan non lingkungan maim GSB minimum • 'h lebar jalan 
+l - c. iarak bebas antar baneunan minimal 4 meter 

------------'S~u~b~·~Zo-'-"n~a~S=P=..c=U_Skala Keca.inatan denaa~n::....::.k~o~d~e_S~P::....::.U_-2"-----------------~ 
b. Sarana 

I) Dilengkapi dengan jalur pejaJan kaki dan pesepeda yang rarnah lingkungan. 
2) Dilengkapi dengan lampu penerangan yang rnernadai. 
3) Dilengkapi dengan tempat pcngclolnan sampah berwawasan lingkungan. 
4) Dilengkapi dengan bangunan penunjang dan posjaga. 
5) Dilengkapi sarana parkir pada lahan di atas tanah, atau dengan memanfoatkan ruang dalarn bumi danyarau secara 

komunal dengan sarana pelayanan yang berdekatan, 
c. Utllltas 

J) Dilengkapi dengan jaringan listrik yang rnernadai, 
2) Dilengkapi dengan jaringan air minum yang memadai. 
3) Dilengkapi dengan TPS3R. 
4) Menyediakan jalur evakuasi bencana dan peringatan bahaya. 

~~~-----'S~Menyediakan lnstalasi Peman<:nan Air H',;jan=J.l:.:P_:A..:.:HC!.L ~---------------' 



- -"- - Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hljau dengan kode RTNB 
I Kctentuan Inten.aitaa Pemanfaatan Ruang .... 

I 40o/o - a. koefisien dasar bangunan (KDB) ma.ksimum 
b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum I - - 

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH 

1 

a. Prasarana 
I) Dilengkapi dengan jaringan jalan yang dapat dilalui kendaroan pcmadam kcbakaran. 
2) Terjangkau oleh sumber air baku dan ja.nngan sumber air baku. 
3) Mcnycdiakan sumber encrgi kelistrikan uncuk kcbutuhan suraria pelayanan umum. 
4) Menyed,akan prasarana tclekomunikasi yang memadai. 
5) Dilcngkapi dengan jaringnn dramase berwawasan lingkungan. 
6) Alur kali mau diarahkan sebegai zona lindung, denga.n sempadan 6 m 

b. Sarana 
l) Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan pescpcda yang ramah lingkungan. 
2) Dilengkapi dengan lampu penerarigan yang memadai 
3) Drlengkapi dengan rempat pcngelolaan sampah berwawasan lingkungan. 
4) Dilengkapi dengan bangunan penunjang dan pos jaga. 
5) Dilengkapi sarana parkir pada lahan di atas tanah, atau dcngan mcmarifaatkan ruong delam bumi dan/otau secara 

komunal dengan sarana pelayanan yang berdekatan 
c. Otillta.s 

I) Dilengkapi dcngan jaringan listrik yang rnernadai. 
2) Dilengkapi dengan jaringan air rnmum yang memadai. 
3) Dilengkapi dengan TPS3R 
4) Menyediakan jalur evakuasi bencana dan peringatan bahaya. 
5) Mcnycdia.kan lnstalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH) 

d. 
Sub·Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 

iarak bebas samping (JBS) minimum J 2 meter 
e. iarak bebas belakan2~BB) mmimum J~ meter 
lll Ketentuan Pran.rana dan Sarana Minimal 



a. Pruarana 
1) Dilengkapi dengan saJuran drainase berwawasan Jingkungan, 
2) Dilengkapi denganjalur evakuasi bencana vang sesuai stander, 
3) Dilcngkapi dengan bangunan pcnjaga. 

b. Sarana 
11 Dilengkapi dcngan Jampu penerangan yang memadei 
2) Dilcngkapi dcngan jaJur pejalan ka.ki yang ramah penyandang disabilitas, lansia dan anak 
3) Dilengkapi dengan jogging track 
4) Dilengkapi dcogan bangku Laman 
5) Dilengkapi dengan toilet umum 
6) Dilcngkapi dengan bak sarnpah 3R 
7) Dilengkapi dcngan kios penjuaJ makanan/minuman secara terbatas 
8) Dilengkapi dengan sarana parkir sepeda 
9) Ditanami dcngan minimaJ 50 pohon pcneduh dan perdu 

0,8 ------ 
10"/o 

c. koefisien lanlai bangunan (KLB) maksimum 
d. koefisien dasar hijau [KOH) minimal 
e. luas kaveling minimum 
r. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 
n Ketentuan Tata Bangunan 
a. k!;linggian ban~nan {TBJ maksimum ----i--'-1-"-0 mcle,_r ,--,-,--,---,-------,---,,.=,----,-.,----.,.,,...,...-,----,--,-----1 
b. garis sempadan bangunan (OSB) minimum , Apabila terlctak di jalan lingkungan maka GSB minimum = Y. lebar jalan 

, Apabila lerletak dijalan non lingkungan maka GSB minimum O V, lebar jalan 
+) 

c. ·arak bcbas antar ban an muu=· .::·.::m.::a::l'------1 4 meter 
d. arak bebns sam in JBfil.mioimum 2 meter 
c. ·arak bebas belwcan {JBBJ minimum 2 meter ---1 
III KeJen!'UanPl'asaranadan~Sara~~n~a!...!'M:~J~nul~ro~al~------------------------------------l 

Sub-Zona Ru.ang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH 



m Ketentua 
a. Prasa.ran 

,....__._ _ __!) 

c. .arak beba 
d. ,jarak bcb 
e. jarak beba 

I Ketentuan 
a. kocfisien 
b. koefisien 
c. koelisien 
d. koefisien 
e. luas kav 
f. koefisien 
ll Ketentua 
a. kc:_tinggia 
b. garis sern 

Zona Perdagangan dan Jasa dcnzan kode K 
Sub-Zona Perdagang~ dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 

lntensitas Pemanfaatan Ruan2 
dasar bangunan (KDB) maksimum 75°10 - lantai bangunan (KLB) minimum 
lant.ai bangunan (KLB) maksimum 7,5 
dasar hijau (KOH) minimeJ 20°1. 

eling minimum . 
tapak basement (KTB) maksirnum BOOA, 
n Tata Ran&unan 

n bangunan (TB) maksimum 50 meter - padan bangunan (GSB) minimum • Apabila terletak di jalan lingkungan maka GSB minimum • V, lebar jalan 
• Apabila terletak di jalan non lingkungan maka GSB minimum a Y, lebar jalan 

+l 
s antar ban an minimal 4 meter 

as sameing (JBS) minimum 2 meter 
s bclakang (JBB) minimum 2 meter 

n Prasarana dan Sarana Mlnlmal - a 
Dilcnzkam denzan rarinaan ialan vana daoat dileJui kenclaraan oemadam kebakaran. 

e, Utilitas 
1) Dilengkapi dengan jaringan hstrik yang memadai, 
2) Oilengkapl dengan jaringan air mmurn, 
3) Dilengkapi dengan Tempat Pembuangan Sampah Sementara 
41 Dilenokaoi denuan hi_dran untuk pemadam kebakaran 

Sub-Zona Ruang Terbulm Non Hljau dengllll kode RTNH 
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k d KT d Pe kan z ona r to ran enenn O C 
Sub-Zona Per.kantoran dengan kode KT 

I Ketentuan lntenaitaa Pemanfaatan Ruanit 
' a. koelisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% 

b. koelisien lantai bangunan (KLl3) minimum - 
c. koelislcn lanrai bangunan (KLB) maksimum 3 

- d. koelisien dasar hijau (KOH) minimal 30°/o 
e. luas kaveling minimum - - f. koefisien tapak basement (]{TB) maksimurn 60% 
II Ketentuan Tata Ban..(!'"an 

a. ketin 'an ban an rJ'Bl maksrmum 2:> meter b. garis sernpadan bangunan (GSBJ minimum • Apa biJa rerleta k di jalan lingkungan maka O SB minimum • Y..t le bar jalan 
• Apabila tcrlctak di jalan non lingkungan rnaka CSB minimum - V. lebar jalan 

+l 
c. jarak bcbas aruar bangunan minimal 4 meter 
d. jarak bcbas samping (JB§J minimum 2 meter 
e. jarak bebas bclakang (JBBJ minimum 2 meter 

" L 

Sub-Zona Percl.aga.ngan clan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 
SJ Dilcngkapi sarana parkir pada lahan di alas tanah, atau dengan mernanfaatkan ruang dalam bumi dan/atau sccara 

komunal dengan sarano pelayanan yang berdekatan. 
e, Utllitaa 

1 I Dilengkapi dengan jaringon listrik yang mcmadai. 
2) Dilengkapi dengan jnringan air min um yang memadai. 
3) Dilengkapi dcngan TPS3R. 
4) Menyediaknn jalur cvakuass bencana dan peringatan babaya. 
5 ',ten ·edtakan lnstalasi Pcmancnan Air .!:;11:!ian (IPAH) 

11 



Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK 

Sub-Zona Pertaha.nan clan Keemenan dengan kode HK 
, _ _I Ketentuan lntenaitae Pemanfaatan Ruang - - a. kocfisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60o/o 

b. kocfisicn lantai bangunan (KLBJ minimum . 

c. koefisien lantai bangunan (JCLB) maksimum 1,8 ... 
d. koefisien dasar hijau {KDH) minimal 20°1. 
e. luas kaveling minunum . 

- f. koefisicn tapak basement (KTB) maksimum 60"/o . c 
0 Ketentuan Tata BanllUoan 

a. ketinzzian banzunan (TB) mo.ksimum 15 meter 
b. gans sempadan bangunan (GSB) minimum • Apabila terletak di jalan lingkungan maka GSB minimum• ~ lcbar jalan 

• Apabila terletak di jalan non lingkungan makn GSB minimum > !12 lebar jalan 
+I 

c. . jarak be bas an tar bangunan minimal 4 meter - cl. iarak bebas samnina lJBS) minimum 2 meter .... - e. iarak bebas belakane (,JBS) minimum 2 meter 
ID Ketentuan PTaaarana clan Sarana Minimal 

a. Prasarana 
I) Dilengkapi dengan jaringan jalan yang dapat dilalui kcndnraan pcmadam kcbakamn. 
2) Terjangkau oteh sum ber air baku dan jaringan sumber air baku. 
3) Mcnycdiakan sumber energi kclistrikan untuk kebutuhan sarana pclayenan um um. 

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP 

4) Menycdiakan jalur cvakuasi bcncana dan peringatan bahaya. 
5) Menyediakan Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH) 
6) Mcnyccliakan jalur evakuasi 

'----'~~---'7-'--'M;;.:.;;ce;;.;,L.ne~d=iakanbidrankcbak.ar~an~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 



] Tidak diijikan ada bangunan 

- e. luas kaveling minimum 
f. koefisien tapak basemen! (KTB) maksimum 

-''--­ n Ketentuan Tata Bangunau 
a. kclinggian bangunan (!'Bl maksimum 

Zona Baden Jalan dengan kode BJ 
____ Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ 

I Ketentuan Inteusitas Pemanfaatan Ruang ~------- 
a. koefisicn dasar bangunan (KOS) maksimum 
b, koefisicn lantai bangunan [KLB) minimum 
c. koeflsien lantai bangunan (KLB) rnaksrrnurn - d. koefisicn dasar hijau (KOH) minimal 

Sub-Zona Pertahanan clan Keamanan dengan kode HK 
--- 

4) Menyediakan prasarana telekomunikasi yang memadai. 
5) Dilengkapi dengan jaringan drainase berwawasan linglrungan. 

b. Sarana 
I) Dilengkapi dengan jnlur pejalan kaki dan pesepeda yang rarnah linglcungan. 
2) Oilengkapi dengan lampu pencrangan yang mcmadai. 
3) Dilengkapi dengan tempat pengelolaan sampah berwawasan linglcungan. 
4) Dilengkapi dengan bangunan pcnunjang dan pos jaga, 
5) Dilengkapi aarana parkir pada lahan di alas tanah, atau dcngan mcmanfaatkan ruang dalam bumi dan/alau secara 

komunal dengan sarana pelayanan yang berdekatan. 
c. Utilitas 

I) Dilengkapi dengan jarmgan hstrik yang mcmadai. 
2) Dilengkapi dengan jaringan air minum yang mcmadai. 
3) Dilengkapi dengan TPS3R. 
4) Menyediakan jalur evakuasi bencana do.n peringatan bahuya. 
5) Hidran halaman dengan suplai air culrup dan bertckanan cukup dalam waktu 30 mcnil. 
b Htdran umum be iarak maksimal :1 m dari t i ialan. 



EDlSTASlUS eNDI 

ITO. 

BUPATl MANGGARAJ BARAT. 

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ 
b. ris sem_eadan b~nan (GSB) minimum Tidak diijikan ada bangunan 
c. jarak bcbas antar bangunan minimal Tidak d§ikan ada bangunan 
d. · arak bc~s sarnping_(:!BS) minimum Tidak=.~dii.!!.iJ.!1'i!!kan=.!a~d~a~b~an=,==''".!!'an~-------------------~ 
e. Jjarak bebas bela.kan JBB minimum Tidak diiiikan ada ban11unan 
m Ketentuan Praaarana dan Sarana Minimal 

a. Menyecliakan jalur evakuasi bencana beserta rambu-rambunya 
1 b. Menyediakan marka jalan sesuai kelenluan 



- Kateotuan Peoggunun 1 .. bo.n Yllllg Suckh Ada clan No. Z<>oa/Sub Zona Ketentuaa Inaentlf/Dialnoentlf Tldalt SeauaJ Ketentuaa V&rianal 

a b e d • - - A ZOllA LINDUlfG - 1 Zona Perllnd Setemo&t 
rt, tmdungan • D&lum hal pemanfnatan ruang, • Pc.mbangunnn yang Lidak ""suru dengan Peraturan ' • Persen tase pemanfaatan untuk 
Setempat dapat dibertknn 1n..-;.entJr dnn Bupnu ,ni namun sudah memiblo ijtn yang dtperoleh rungs, bud: daya rnaksunnl ~dnloh 

d1sln.enuf sebetum dtsahkannya Pernturun Bupati inl dan bclum sebe Mr 30% dengan upaya 
• Ketmtuun dnn IAUl cnra diln.kMnnkan, mnkn dskenakan d,sm..,ntif berupn pemanfeatan untuk (U08"1 

pembcrian lnsenuf dan pcnin1tkal8.n pajak. lindung 60°!0 harus dipenuhi 
disinscntif diatur lcbih tunjut • Pcngguru.ton luhon &Wtt ini yang tiduk scsuai scbclum tcrleb,h dllhulu 
dengan Peraturan Bupau, peraturan uu ductapkan rnaka diperbolehkan sclam,i 

mcmiliki . . .... h dnn nka.n dibtHU~i 1%10 yang 
perkcmbangannya uruuk kegituan yang dazmkan 
tcrboto.s sedangkan untuk kcgintnn yang tido.k 
ditzmkan akan dikenakan disinsentif berupa 

I pcnlnglwt.nn pajo.k; dun 
• Penggunaan Johan saat mi yang bdak sesua] scbclurn 

peraturan iru duetapkan don udak mcmilikr wn yang l 
sah harus segera dioeouaikan dalarn waktu paling 
lamu b. b,dan ~lielah.!>!ert'!!<!"'..l"' Perntursn Bupuli 1111. 

2 Zona R~ Torbu.ka Hiiau - - a Taman Kow • • Pembangunan yang tidak sesuat dengan Peraruran • Sub-Zona Teman Kot.a (R'lrl-2) 
Bupad tni namun sudah mcmiliki ijin yiing dipernleh dupal difung,.ikun ..:lx1gal Tcrnpe t 
sebelum drsahkannye Pl:raturan Bupau in.i dM Ev1tkutts1 Semeritara rrES) kctika 
belum dilaksunaka.n, muka pembangunnnnyu dapat lc,jo.di bencana. 
terus dilakukan, namun akAn dikcnakan disinscnti( 
beruoe ~cni~B,!(a.ttul I>c!JaJs. - - - 

~'TENTUAN PELAKSANAAN 

LAl\,tPTRAN XV 
PE:RATURA~ BUPATI MANGGARAI BARAT 
NOMOR 3.2.. TAHUN 2025 
TENTANG 
RENCANA DETAIL TATA RUANO WILAYAH PERENCANAAN COLO MORI 



Tam-Hn Kclurah:.1n 
dap.ut difut1gMka.n 
Tem."°'~'--Ev""-a~kuc..=~as~i~ ,v 

Taman Kecamatan 
dapat difungaikan 
Tempnr i::vala.,asi 
(rES) ketlkn terjad, 

• Sub-Z<>na 
(RTH-4) 
scbagai 

Pernbangunan ynng ndnk sesuai dengan Peracuren 
Bupatl ini numun suduh mciruliki ljin y .. ng d,peroleh 
~belum dis..,hknnnvo. ~rarurnn Rupn1i tni dnn 

I 

• • • Tama.n Kdurahw, 

• SUb·ZOna 
(RTH 3) 
SCOOl!lll 
Sementara 
bencana, 

rm 

• 

e 

Pembanguno.n yang tJdok sesum dengan Peraruran 
Bupati ini nurnun sudah memiliki ijin yang d1pcroleh 
sebelum disohknnnvn Pernturan 13upou rm dan 
bdum diltt..k.S.tU'.'Ulkan. mJ1kt1 pembangunnnnya dapat 
rerus dllakuktrn, n.n.mun akan dikenaknn d1Sinsentir 
berupa perungkatan pajak; 
Pcnggunann lnhnn s,un lni ynng tidnk fiC''.11.l,Uti i'iCbclum 
pcraturan ini ditetapkan maka dlperbolehkan setama 
mcmiliki LZin yang Mh dnn a.kn.n dihatn!P 
perkembengannva untuk kegmwn yang dli~,nkan 
tcrbot.1• sedangknr; unt.uk kcgiouan yo ng udak 
diizinkan akan dikenakan distnsenur berupa 
peningkatan pajak; dan 
Penggunaan lnhan saat mi ynng ndak scsuru eebelum 
peraturun iru ditetapkan dun tidal< mcmllild izin yang 
ssh harus segera diew?suaikan dalam waklU paling 
lruna b bulan setclah bertakunya Peraturan Bupau 

• 

• 

-~-~- • Pr-nggunnnn lnhnn saai ini yong udak seauni &ebclum 
peraruran ml dltetapkan rnaka d1perbolehkan liCllllll<I 
memilik-i izin yang fklh dan u.kan dibru.rus;j 
perkembengannya untuk kegi,uan yAng dii•lnkan 
rerbetee sedangknn untuk kegiatan )&ng ud<>k 
dh:tinkan akan d1k.-nakan dislnsenlil ben.,pa 
pcningkrunn pajuk; clan 

• Pcnggunoan Johan snat in, yang tidn.k t\e!iuoi eebelum 
peraturan mi dltetapkan don udak merruhki ~m yang 
•Ah herue "ICf!"rtl disesunil«tn dalum wakru paling 
lama 6 bulan setelah berlakunya Peraruran Bupali 
mi, 

Ketentuao Vadana-1 

•• 

.. 

Tuman KeCaJDJ.Jmn 

Ketentuan Penggunaan Laban Yue Sudab Ada dan 
___ Tidak Sesual 

d 

Keteotuao looentif/Dlalnsentlf 

b 

.. Zo11a/Sub Zona 

b 

No. 



. - 

• Penggunnan lnh4n sam rru yung Lidllk sesuai sebelum 
peraruran ini ditetapkan dan tidak memillk1 lzin yanR 
suh hurus segeru disc.suu.iknn du..l..un wak1u paling 
tama 6 bulan setetah bertakunya Peraturan Rup,ul 
int. 

• Pembungunnn yang ocwk sesuar dengan Peraturan 1 • Sub-Zona Pemakaman (RTH-71 
Bupnti mi namun sudah m~miltk, iJi11 yang dipcroleh dnpat dlfunj!1!ikan sebagai Tcmpat 
scbelum d,sahkann\11 Peraturan Bupati ini dan Evakuasi Scmcntara rrESt keuka 
beJum diL"!.kSunukun, mnk.o pembongunnnnyn dnp:u terjadi bencana. 
terus dtlakukan. namun akan dikenak .. n di<inst"n11r 
bcrupn peningkatan pajak; 

• Penggunaan lahan saat ini yang udak sesuai sebelum 
pen>tumn ini ditctapknn mako dipcrbolehken &elnma 
mermliki mn yang sah don akan dibatas! 
pcrkembangnnnya untuk kegiatan yo.n11 dii:tinkan 
tcrbatas sedangkan unruk kegiatan yang tidak 
diiz, nkan akan dikenakan dlsinsenuf berupa 
p<'nrngkatnn pajRk; dan 

e ---- Semen w.ra (TESJ ketika t.crjadi 
bencana. 

d 
bclum dilaksanakan, maka pcmbangunonnyn dnpat 
terus dilakukan, narnun akan dikerrakan d,s,nsenuf 
bcrupa peningkatan pajuk; 

• PenggunRan bthnn ~t ini yang 1idak ~Muni sebelum 
peraturan lni ditctapkan maka c!Jpcrbolchkun setama 
rnermhki wn yan.g uh dan akan d1botas1 
perkembangannj a untuk kegiatan yang diittnkan 
terbatas sednngknn unruk kegiatan ynng ridak 
diizinkan akan drkenakan dbinsenlif berupa 
perungkatan pajak; dan 

• Penggunaan lahan saai im yang udak sesuai scbelum 
pcrarumn ini dltctaplwn cwn tidllk mcmiliki izin yn.ng 
sah harus segera cHse~ualkan dalarn wakru paling 
Iamo 6 bulnn setetah berlnkunya Peroturan Bupari 
uu. 

Ketentuan Varlanal KetentWUl Pengguna&11 Laban Yanc Sudab Ada dan 
Tidali Seauai !'lo. Zona/Sub Zou X.taotuaa la•entif 

a b e 

P,:mak..man • - 
I 

- Jalur H i;au_ • . 



- 

---~---- • Jikn dalam pelaksannnnnya 
ditemukan :,lur sungni/kah/mata 
air yung belum tcrpetakan dnlum 
peraturan ini, maka mengikuri 

Jika dalam pclakaanaunnya 
diternukan alur ~ungm/ka.h/mate 
1t1r yang bclwn terpetakan dalam 
peraruran ini, mnkn mcmgikuti 
ketentuan sempadan yang 
berloku 

• 

• 

• 

Pembangunnn yang tidak sesuai dcngan Pcraturan t • 
BuJ)6n iru namun sudah mermlik: i.Jm yang dipcrolch 
.bebdum d1&ahkann\'a Pt:1 aturan Bupt.tti ini den 
belum dilaksanakan, mnkn prmlmngunonnyo dapat 
torus dilnkukan, namun akan dikenakan disinsentif 
berupa pernngkatan pajak; 
P~n81tu"""" lahan saai ini yang udak sesuai sebelum 
peraruran ini dirempknn maka cliperbolchkon selnma 
mcmlliki LZin yang sah clan akan dibatasl 
pcrkcmbongnnnyo untuk kcgnuan yang dilzinkan 
1erba1a~ sedangkan untuk kegiatan yang tldok 
dii%inka.n aknn clikenakan diain•cnU! berupu 
peningkaton pajak; clan 
Pcnggunann lahun saa; ini yang udok sesuai oc:belum 
pcntturnn ini ditetapkan dn.n cidnk memiliki i,;:in yang 
sah harus scgern diseeuaikae dala m waktu paling 
lamR 6 bulnn setelah berlalcunya Pemturan Bupa1i 
U)J. 

Pcmb<,ngurnm yung tidak seeuar dengan Pcroturnn 
Bupati ini nrunun sudah mem1hk1 ipn }'ling d11X'ml~h 
scbelum di..uhkuna,va Pcraturun Buputi inl dun 
belum d.llaksaoakan, rnaka pembangunannva dopat 

• 

earn 
don 

dan LBI.Q 
ineentlf 

• Dalam hnl pernanfaatan ruang, 
dapat d1bc:rikan mscntif dan 
disinscntir; 

• Ketenruan 
_1?Cmbc-riw, 

b Hon,kultun, 

... • Dalarn hat peman!aiiiun ruang, 
dapat diberikan insentif dan 
distnsenur 

• Ket.entuan dan tara r-am 
pernberian inscnr.Jf dan 
dislnsentif diatur lcbih lnnjut 
dengan Peraruran Bupau. 

1 Zona Pertanlan 
a Tannman Pongnn 

B ZONA BUDIDAYA 

1 • . • 
I 

• • 
Zona Ba.dan Air 
Badon Alr 

4_ 

No. 

Ek0'51Stcm Mllngrovc • Dalam hal pemanfaatan ruang, 
dnpat diberiko.n inscntif da.n 
drsinsentif 

• Kt:tcntLutn dan tata care 
pcmbcrlan msenrlf dan 
d11,in...,ntif diatur lebih lunjut 
dcn'1:Sln Pcmtumn Buoau, 

• Dapat dibangun fas11il8• unruk 
Lujunn wi&Lw alam dcngun ,,yornt 
men1111Unalcan material kayu 
dengan konstruks! pangguni; 
serta udnk boleh menebang 
pohon mangrove. 

•• 
- Zona £koalatem Ma• rave 

.. c 
lxetentaan lnaentil/Dl.aln.aentil I _..!. _ Zoua/Sab Zona 

b 
3 



• Jlka dalrun pclaksanaanr,yn 
ditcmukan nlur suogai/kali/ mata 
air y~ng txlum lorperakan dalAm 
pc•raturan ini. mabt. mc:ngikuli 

• Jlka dalam pclalrnanaannyA 
dllcmukan alur su_ng.,i/ktili/matu 
wr yang belum 1.Crpclllkan dalam 
per'1Lun>Jl ,ni. maka mc:ngikuti 
kc:tentuan ..cmpadon vPnR 
bcrlaku. 

ketencuan 
berlaku 

yGng 
e 
sempedan 

+--- 

Pembangunan yang tidak sesuai dengan Peraruran 
Bul)flti ini nnmun sudoh mcmili.ki i1111 ynng dipcroleh 
sebelum d1suh1<,,nny11 Peraturun f'lupe11 1ni dan 
bclum dilak&1.nakan, maka pembangunennya dnp,Ht 

ung. • 
don 

• 

• 

Pembangunan yang tldak sesuai dengan 1-'ererurnn 
Bup.:,ti ini namun auduh mcmiliki ijin ynng dlpercleh 
sebelum dLSnhkannya Persturan Bupnti ini dan 
belurn dil.aksano.kun, malw pembangununnya dapat 
terus dilakukan, namun akon d,k,.nakan di•in,cnuf 
berupa peningkatan pojnk; 
Penggunaan lahan saat rru yang ndak sesul\j eebetum 
peraruran lnJ dilcwpkan maka drperbolehkan selu.,n., 
memiliki i21n ynng "'1h dnn al<nn dlbnui•i 
perkernbangannya untuk kCftlatan va.ng diiztnkan 
rerbatas sednngkon untuk kegiaton yang udok 
d.li.-in.kan ak.lll dikcnakan dlsini;entif berupa 
pcningkatan pojok; dnn 
Pcnggunaan lahan seat rm ynng hdak sesuai sebelum 
pcraturnn iru ditotapknn dnn tidak mc.miliki i;ein yang 
sah harus scgcrn disesuaikan dalam waktu pahng 
lnmo. 6 bulw-1 ,<ctclu.h berJnkunya Pero naran Bupau 
m,. 

• 

• 

rerus dilakukan, namun akan dikcnnknn dislnsennf 
berupa perungkatan pajak; 
Penggunnnn lahan ~n.nt ini ynng tidak sesual sebelum 
per .. turan uu ditetapkan mdka dJperbolcbkan setama 
mcmihki izm yo.ng seb dnn aknn dlbatusi 
perkembangannva untuk kegiatan yang d•izinkan 
terbntns sedangkan u_ntuk kegtatan yt1ng tidak I 
dnzmkan akan dikenakan d1srn-.entif bcrupa 
perungkatan pajak; dw, 
Penggunnnn lahan Mill ini yang nook sesuni sebelum 
peraturnn inl dltel9pkan dun tiduk memihkl i1:in yang 
sah hnrus segera di•c~uaikan dalarn wnktu palrng 
lama 6 bulnn setelah bertakunya Peraruran !Jupttti 
l01. 

• 

ang, 
don 

ru,jut 

:nm 
dan 

lnnjuc 

Ketentuan hnggunaan Lahan Yang Sudah Ada dan 
Tida.k SeflUl.l 

d 

Jlt:lf 1'o. Zona/SubZooa Ketentuan lnMotUJDl&lose • ~ ~ .. b e 
di•inscruif dlatur leb,h I 
dengun Pernruran BuputJ. 

c Perkebunun • Dalu.m hal pemanL:uiu,n tu 
dapat diberikan insenljf 
dU.inacn Lar; 

• Kerentuan dan llt!A r. 
pemberian insent.U 
duunsentif diatur lcbih 
den Ran Pera, uran Bupt&ll 

d + Pctcrn• ks, n • Onlam bal poD1W1fuutan ru 
dapat d1berikan inscntir 
diainserruf; 

• Ketcntuan don 1n11t 
"w-mbcrian ino<:ntif 



• Jikn daJam peltik~Ln«u.mnyu 
datemukan nlur sun11a1/kah/mata 
air yang belum terpeuikan <J.>l11m 
pcmturan mi, makA mengikuu 
ketentuan sempadnn yang 
berlaku 

• 

2 · Zona Kawaaan Ponmtulran l=,n:::d:::Dl=tr=i--------~---- __ 
Kawasan • Oularn hal prmanraatan ruang, • Pcmbangurian yong tidak &("sunj dcngan Pt::mLumn 
PcruntukRn lndustri ddpel dibcrilw.n ln:.cntif dan BupaU ini n«mun sudah memitlk, ijln yang d,peroleh 

disinsenllf; sebelum di~ahknnnyo Pt:rntumn Bupali lni dan 
• Krtentuan dan tata earn belum dilaksanakan, mo.ka pembangunannya dapat 

pemberian inwntir dan tcrus dilnkuku.n, nwnun nkon di.kcnakan dis.in8<:ntif 
dtsinsentlj' diatur lebill lanjul berupa l)l'nangk11ton pajak; 
dengan l't'·n,1urnn Bupoti • Pt·nggunnan lahan saat ini ynng tidal< so,iuul ,icbclum 

pernturan in, ditctapkan maka diperbolehkan Aelum.~ 
mc-miliki i.,,n vang sah dan okan d1batasi 
pcrkernbangannyn untuk kegiutnn yong dilz,nkun 
terbatas scdangkan urnuk kCl(latan yang udak 
diirinknn akan d1kenaken disinsenu! berupa 
penlngkatan paJak, 
Pcnggunaan lahnn saat mi yung tidak sesuai sebetum 
peraturan In, dltetapkan dan 1id11k memilikl izin yang 
"'1h barua aegcn, discsuniknn dalw:n waktu paling 
lama 6 bulan setetah ber1'1kunya Peraturan Bupati 
mi. Sub-Zona Kawasun Pcruntukan Industri, 
semlnimal mungkin untuk dair,kulmn kcgioton 
pongcmbnngan, ,scla.in untulc tujuan lndustri kecil 
dan menenaah: don 

. 
yang 

. - 
- Zona/Sub Zoaa I Kotontwui lnuntlf/Dlain•ontll , --K-etentua.o Penccuoaan Laban Yang S11dah Ada den Ketentuan Varlanai 

--1- - Tldak_S-ual -1-I - ----- 
b O d -,----,-,----,..J---,~----- .. =---:--- di stnse n U f dlatur lcb1h laniut terus ditakukan, nnmun akAn dikcnaknn disinsenuf ketcnruan sernpadan 

dengnn Peraturan Bu~1ll bcrupa pcningkatun pnjok; bcrlaku. 
• i'tnggunAan lahan saar Jnt yang udak sesuai sebelum 

pernturan lni ditetapkan maka diperbolehkan selama 
mernihki i21n yang c;.nh don nkan d.Jbat.oai 
perkembarusannva untuk kcglatan yang d1lzink.an 
lCrbnto~ 11edangkan unruk kcgm1nn yang udak 
d.lJzinkan 11kW1 dikenakan disinscnur berupa 
p,-mnglmmn P'•J"-k: don 

• Pcn!U(unnan tahan saat iru yAng tidak seauai sebetum 
pcrnturan ini ditclnpkan dan lidok memillkl lzln yuns 
sah harus segera rl1se,iuaik9n dalam waktu pahng 
Inmn 6 bulan acLA:Jah bcrlukunva Peraturan Bupetl 
ini. 

a 

No. 



• P<."ngaturan in1c-n~itA~ 
pcmun!auUUt ruang sens 
ketenluan tam bangunun 
dikclompokkan dalam 3 (rjgnl 
kfa!itt:r zono po.nw1soto. yaitu 
pari-.isa,a klaster I ilandai), 
pariwisata klnslcr JI 
lbergclombanl!), dRn parl"~sau, 
klaat.cr Ill (bcrbukit). 

• Jika dalam pelaksanaannya 
d1lxmww.n alur sungr.J/kuli/mnl.O. 
8lr yang bclum tcrpetakan dalam 
perutur8J1 in.i, ma.ka me.oglkULi 
keTt'nru.un sempado.n yang 
bcrlaku. 

• 

• I • Dalam ha! pemanfeatan ruang, 
dnpet riibcrikun maentif c.ltu1 
di•lni.cntif, 

• Kclt'n ruo.n dan tn.tn eu.ru. 
pcmb<-rian 1nsentif dan 
dism.bcntir d.ialur lebih lo..nj~t 
dengan Pcraturan BuP<lli 

Pembangunan yung ridok seeuni dengan Peraruran • Kcllnl@O.D bongunan hunian 4 
Bupall inl namun sudah memlllki ijin yang dop<-rolch lantw, diarahkan unruk nsram~ 
sebetum disahknnnyo Pcroluran Bup<.11.i in, dan eusu rumah susun yung dib.ulgun 
bclum dilakaanakan, rnaka pernbangunannye dapat pemenntah; dun 
terus dilakukan, nrunun llk,i.n dikenakan disinsentif • Sul.,-Zona Perurnahan Kcpadntan 
berupe peningkauu, pnjak. Tinggi di wilnyah pesisir 
Penggunasn luhun snnL ini yung udak sesuat sebclum dauahkan untuk menggunakan 
pertuuran ini dnetapkan rnaka diperbolehkan selama rumah P',<nggung dan 
mcmiliki wn yang "'1h dan akan dibata5i mcmfungsi.kan lanlru da.sarnya 
perkembangannya untuk kegintan yang diizinkan ""bag<Ai ruang tcrbuko. 
terbatas sedangkWl untuk keglatan yanl( tldak • J1ka datam pelak'lllnnannyn 
dli.tinkAn Akan dikennkan dhrinsentif bcrupo ditcmukun ulut sun11ai/knli/matu 

-~----------- ~ngkatan p;1jak; ---'--'ru,,r,_.LVA··"" belum tcroetakan dalnm /V 

• 

4 ' Zona Peruma.han 
a Pcrumahon 

Kepadatan 1'ingg1 

Pembangunan ynng lldak sesual dmgan Peraruran 
Bupn1, In, namun sudoh mcrniliki ijin ynng diporoleh 
scbelum disahkannya P<-rnturan Bupati ini dan 
belum dilRksanakon, maka pc1nbangunannya dnpa I 
terus dilakukan, namun akan dikenaken di!'linsentif 
berupn porungkatan pojnk; 
Penggunaan lahan saat 1n1 yang ndak sesuo, sebelum 
perarurnn mi ditcu,pkan mttlw. ctipcrbolchkan selarna 
meouliki um yang soh dan akun dibatas! 
pcrkembon11annva untuk keglatan yang diizlnkan 
rerbatss sedangkan untuk kegiatan yung tidok 
tliizinkun ekan <hkcnakan di.slnsentif berupo 
perungkntnn pajok; dan 
Pen1q1Unoon lahan saat tru yang udak sesuai sebelum 
perarumn inj ditctnpknn dGn 1.idnk mcnulikl u:in yang 
sah harus segcra disesuaikan dalarn wnkru paling 
!,,mo 6 bulan eetclah bcrlakunvu Pt,rl!tunu, Bupru.i 
lIU, 

• 

------- 
• 

Ketentuan Varlanai 

• 

• Datarn hnl pemanfautnn runng, 
daput dlberikan tnsenur dan 
diRin8tlntir; 

• Ketent uan clan uua cara 
pcmberiun in.sc:ntif dan 
ctismsentir diatur lcb,h lanjul 
dengan Peraturan Bupat]. 

Pariwrsa ta 
ZoJ>a Parhriaata 

• Pcrizinan untuk Sub-Zona KawaS11n Peruntukan 
lndustri hnrus diperkemr sesuat dengan peraturan 
yang berlaku <Ian berwawasan lingkungnn 
bcrkcwn]utan. 

~ Keuntuan Peouunun Lahu, Vans Sudah Ada clan 
Ticlalt Seaual 

d e 

K"tentuan lnaentlf/ Dlaln.oentlf Zona/Sub Zona 
b _ ,_a 

llo, 



• 

• Sub·Zl>na Pi:rumahan Kcpadatan 
Rcndllh di wil11ynb petmur 
dlara.hkan untuk mcnggunakan 
rumah panggung dan 
memfungsJkan lunts1 dasarnya 
scba~I_ ruani:: ,~rbuka. 

• 

peraturan 
kctcnt.u.an 
berlaku 

lni, maka mengikuti 
acmpodnn yang 

• 

• • 
Kcteutuan Varianal 

Ket.eatU&D. Peoggu.n.un Laba,, Yanc Sudab Ada clan 
--- _,,T~ldalr S<tauaJ 

d 

• Dalam ha) petnanfWltnn runng, ' • 
dapat dibcrilmn in~onttf clan 
disinsentlfi 

• KcL~ntuan dan tat.a cara 
pembennn in11ent.if dan 
dtsmsenur dtatur lcbih lnnJUI 
dengo,, Pero tu ran Bupoti. • 

- Pcnggunn.an lahun sant ini ) ang llduk sesuai sebelum 
peratumn int ditetapkan don tidak memilikl izm yong 
"'1h burus segeru dls~urukan dalarn waktu pabng 
lama 6 bulAn sctelah berlakunyn Pc rat uran Bupati 
iru, da.n 
Sub-M>na Prrumahnn Kepadatan Tinggi, ocminimal 
rnungkln un Luk tidak dilakukan kegiatan 
pcmbangunan, sclaln uncuk tujuru1 k«:f(.io.tan 
lin~ungan perumahan. 
Pembangunan yang tidok scsual dcngan Peraiuran • KclinAAittn banf(UIUUl huttian 4 
Bupau im nnmun sudah meomiliki ijin yang dipcroleh 

I 
lantai, diara.hklln untu.k oanunn 

sebelum rusahkannya Peraturan Bupau lni dan atau rumah susun )Ml: dibangun 
belum d1laksanakan. ·mako pembnngunnnnya dapm pemerintah; da.n 
terus dtlakukan, namun akan dikcnakan dtsinsenuf • Sub-Zona Perurnahan KepadBlan 
berupa p,,nmgk11tQn pajnk; Sedang dt wllayah pesiair 
Ponflltunaan lahan saat mi yang Udak sesual sebelum diarahknn untuk m""ggunakan 
pcrarurnn mt drtetapknn moka clipt'rbokhkun aelama tumilh p.,nggung dan 
n1cmlliki izin yang sa.h dan ak:A.n dibatas-i mernfungsrkan lantat dattornya 
pcrkembnngannyu untuk keguitun vnng dilzlnlwn sebaga: ruang terbuka, 
tcrbaias sedangkan unruk kegiatan ynng hdBk • Jika dalam pclnksru,ruinnyo 
diizink . en nJw.n d1kenak1tn disinscnuf berupa diternukan alur sunui/ksb/mata 
pcningl<atan pajok; air yang belum lA>rpctakon dolnm 
Penggun1mn lllhw, saat mt y<tng tJdak scsuai sebelum peraturan inl, maka mengikuu 
pernruran ini ditetapkan dnn hdnk mcmilild tzin ynng k.ctentuan sempadan yang 
ooh hu.rus scgera dtsesuaikan dalam wakiu paling bcrlaku 
lama b bulan setelah bcrlnkunya Pcreruran Bupati 
ini~dt.1n 
Sub :?.onn Pl,rumnhnn Kcpadntan Scdl-,ng, seaunimul 
mungktn untuk udak dilekttkNl kegiatan 
pcmbongunnn. se:lwn unruk tujuan kegia..to.n 
lingkui:, an n.imahan. 

• Oalam hal pernanfaatan runng, • Pem bangunan yang liduk sc..,uw dcngan Pcraruran 
dapat diberlkan insennf dan 8upau iru namun sudoh memihki ijin yang clipcrol~h 
di•in,..,nnr: sebelum dlsahkannvo Peraturan Bupatj inl dan 

• Ketenruan dan tata cara belum dilnk'i{lnakan, maka pcmbongunannyn dapat 
pernberian inl!Cnti! den terus dilakukan, namun akan dtkenaknn dis,nsentif 

__ _._ __ ,be=ru_,,.po,,,__pe=ningkntun pojak,_ 

Perurnahan 
Kcpadawn Rcndah 

Perumahan 
Kcpodr.u.un Sede.ng 

b 

e b 
Zona/Sub Zona I Ketentuan l11Mnt!C/DlslnHntlf - 

a 

fto. 



• Sub-7.ona SPU Skok Kota (SPU 1 J 
d&IJ"l difungsikan seba11,u Tempar 
Evukuasi Semcntaru (fESI ketikn 
t~J)t1d1 bcncana.. 

• Jiku dalam pcluksanaunnyu 
dtternukan alur ~ungru/kah/mata 
arr yang belurn tcrpclllkan dalarn 
peraturan rm, maka mcng1kuti 
ketentuan sempadan yang 
berlaku. 

• Jika dalam peJak~•naannya 
diternukan alur sungn.i/kali/mata 
air ywig belum terpetakan dalam 
pcraturan ini, malm merigikuu 
ketentuan sempadan yang 
b<,rlaku. 

• 

- 
Pembangu.nan ,-ang tidnk ~Ruai dengan Pern.turnn 
Bupati ini nnmun audoh mcmilikJ ljin vnng d!peroleh 
sebelurn d1sahkannya P..rnturan B\.lpoti iru dan 
belum dil.tk.sanu.l<an, maka pembangunannva dapat 
terus dHnkukan. nnmun akan dlkenakan disinM!.nuI 
berupa penmgkatan pajak; 
Pcnggunnn..11 lahan saat anj yang ndnk see-u.ti 11ebelwn 
peruturan lru ditetapkan maka d1perbolehkan selarna 
mcmiliki 1.zm yang snh dun nkan dibauw 
perkernbangannya untuk kcgiatan ~'Rng <l1izmkan 
lcrbata.s eedangkan untuk kegi.atll!1 yong tidak 
dlizinkan akan d1kenRkRn di1<Jn,;en11( bcrupa 
pcningkatan pajo.k; den 
PenR8lJnaan lohon saat m, yKng tidak sesu.oi sebelum 
perarurun inl dltctapkan c.lan udak memolikJ izm yan11 
snh hRru• segem di5C'autukan dalum wnktu pohng l 
lama 6 bulan setelah h<'rlakunv- a Peraruran Flupnn 
m,. 

• 

a _ 
• Penggunoan lnhan 9"((l ini yang tld.,k scsuai sebetum 

peraturan mi ditetapkan maka drperbolehkan selama 
mcmihki J.ZJ.n yung &l!h dun akan dibalit$i 
perkernbangannvn unruk kegiatan yung diizinkan 
terbatas sedangkan untuk ke!(iatan )ang udak 
d1i7.ink.An aknn dikcnnkan di.!linsentjf berupa 
peningkatan pujak; 

• Pcngguni:t1\n lahan anot ini yang tid.uk ac,uru scbclum 
pcratumn mi ditetapkan dan tJdak rnerruliki izm yang 
S4h hnruo segere, dio.,.uaikru, d"1,m waktu paling 
lamo b bulan setelah bcrlnkuni·a Peraruran Buparl I 
mi; dn.n 

• Sub-Zona Perumahan Kepadatnn ~"ndah, semirnmal 
mungkin untuk tidal< d,JakuktUl kc:¢atan 
pembangunan, setam untuk tujuan kegiman 
lingkungan perumahan. 

• 
KeteJ>.toan l'oDQUJllUIJl Lehan Yanc SUdab Ada clan 

Tldd: Sea1111I Ket.,atuen Vulanal 

I l 

Zo!'a Sarana Pelayanen Umom 
SPU SkRla Kow • 

5 

" 

disinsentif diarue lebih lnnju1 
dengan Peraturun Bupatl. 

J KetentuaQ ln.aeatif/Dlaiaoeatit 
e a 

Zone/Sub Zo118 
b 

Ko. 



SPU Skala Kclurahan 
do pot dif-ung!likan 
Tempat E:vakuasi 
(TES) kctika I crjadi 

• Sub-Znna 
(SPU 31 
sebagai 
Semen taro 
bencana 

• Jika dalnm pelak~noannya 
dncrnukan alur sungru/koli/mnta 
wr yang belum tcrpctokan dalam 
peraturan ini, maka rncngikuri 
ketenruan sernpadan yang 
bertaku. 

• 

• Pcn~unaan lahan saat Ina yang udak ,..,,.ual sebetum 
peraruran ini ditctnpkan dnn tidal< mcnuliki wn yung 
bah harus segere disesuall<an dalarn waktu palinR 
Lnmn 6 bulan seteteh bcrlaktmya Pcraturu.n Bupati 
mi. 
Pc..mlxmguno..n yuny; tidnk eeeuni dengan Pera.turan 
Bupau in, namun sudah memiliki ijin yang dipcroleh 
scbclum d1!!nhkt1nn} a PcrnLuron Bupati m, dan 
be-tum dila ksanakan, rnnka pembu.ngunnnnyn dnpal 
torus dilakukan, narnun akan drkenakan disinsen Li( 
berupa pcnmgkaron pejnk; 
Penggunaan lahon saat mi yang ndak sesuai sebelum 
pemuarnn ini dherapknn ma.k.u diperbelehknn eelurna 
memilikl izm yang sah dAO aknn dibntA•i 
pcrkemhnngnnnyo uruuk kegi&tu.Ji vnng d.ilzinka.n 
tcrbatR• sedangkan untuk keglatan yang tidak 
dlizinknn akrut dlkcnakon di,lrtt,enli! berupa 
peningkaran pajak; dan J 
Pcnggunaan l&han saat ini yung lidak &ei.ual sebelum 
pemruran ini duetapkan dnn tidok merntliki 17.in yang 

'------------'------------ ---'--'""=':.:ha...harus ""&CM!__!lisc'!_uaikan dalarn waktu P!'h'll! . 

• 

• 

• Sub-Zona SPU Skala Kecumatan 
(SPU 2) dnpot difungsila,n 
sebaga.i Tempat ~:VRJcuas, 
Sen1enwr" (TES) kelikn trrjod, 
bencana 

• Jiko da.Jum pelnksanaannya 
duernukan nlur sungat/kali/mAta 
,ili yang belum terpetakan dalam 
pcnu-uran ini, ma.kn mengrkuri 
ketentuan sempadan yang 
b<-rloku 

.. Ketentuan Variansi 
. 

• Pcmbungunon yw1g tidal< scsuel dcngnn Peraturun 
Bupau In, namun sudah memiliki ijin yang diperoleh 
scbclum disahlmnny" Pcraturan Uupatl 101 <Ian 
belum dtlaksanaknn, maka pernbangunnnnya dnpat 
terus dilakukan, namun akan dikenakan disinSt'nur 
berupn f"'nmgkntan pnjak; 

• Penggunaan lahan saat inl yang udak sesuru sebrlum 
pernturan ini dltemplwn maka d1pcrbolehkan aeiam,, 
mcmiliki iZin vang sah dan akan d1bntn,.; 
pcrkembangannya untuk kegiatan ynng diizlnkan 
terbatas sedangkan unruk kcgiatnn yang tidok 
diizinkn..n nknn dikena.kan dj&.iruientif berupe 
perungkntan j)I\Jak: dan 

Ketentuan Peocgu_naan LahatJ Vane Suda.II Ada dan 
-----'1':..:ic,:dak SelJWd 

d 

• SPU Skala 
Kcluro.lw.n 

c 

c 

Ketentuan Jn .. oti!/Dlal.DJMrotif 

SPV SkaJa 
Kecumown 

b 
a 

lfo. 



• Tingg1 bangunan Pt-rdagangan 
cl.an Jus<1 SkoJA Kota (K·l) ynng 
bcrada pada dnernh 
minng/kclcn::ngan, lldak 
d, t>angun melcb1h1 t1nRg1 
bungunWl yw,i;: bcradu di 
helakungnyo 

• Jiko dalwn pclaksan&.annya 
dnt-mukun nJur sunRa.i/ kaJi/ mata. 
wr yang bclurn tcrpc:i...kan dalarn 
~raturnn ini, ma.ka mcngikuti 
ketentuan sempadan yang 
berlo.ku. 

. 

• Sub-Zona RTNH dapat 
dlfungsikan seballal Tempat 
Ellllkuusi Semcntarn (TES) kctika 
terjodi bencuna. 

• Jilw dalnm pelaksanaarmyu 
duemukan alur sunga1/kali/mata 
nir yang belurn tcrpetaknn dalam 
pernruran ini. maka mmgikuti 
ketentuan sempadan yang 
berlaku 

• Pembongurutn yun~ tidak scs:uai dengan Peraturan 
Bupatj ini nomun ~udah mcmiUki ijin ynng diperoleh 
sebclum disahkannya Peraturan Bupau uu dan 
belum dilnksnnnkan, mnko pembangunonnya dnpat 
teru" dilakuknn, namun akan dlkenakan distnsentif 
bt-rupn pcningkatnn pajnk, 

• Penggunean lahan saat ini yanR udak sesuai sebelum 
pernrurnn inl di1twpkru1 maka dipcrbolchknn selama 
memil,ki lzm yang "8h dan akan dibntnsi 
perkembungnnnyu untuk kcgiown yang diiz.tnkan 
terbaras sedengkan unruk kcglatan ynng tidnk 
diizmkan akan dikenakan dtsinSentif bcrupa 
peningk.ntnn f>BjAk; dan 

• Pcnggunaan IHhan saat im yung tldak !IC~ual sebclum 
-rntumn int ditemnJ«u1 da.n Lidok memUiki izin van.D 

• Oalam hal pcmnnfacuan runng, 
dapat drberlkan insennr dan 
di<ilnftC.f\tif; 

• Kctentuan dan tnta cera 
pernberian ingcntlf do.n 
drsmsennf diatur' Jcbih lnnJut 
dengan Peraturan Bupau 

danJua 
a Perdagangan dM 

Jll"'1 Sk...ta Kola 

mt. 

• 

• 

---- Pembangunan yang tidal< "'1;uai dengan Pernturnn 
Bupati ini namun sudah mentiliki ijin yang diperoleh 
sebelum disahkannya Peraruran Bupnu in, dun 
bclum dilaksanakan, maka pembanR1,tnannya dapat 
rerus dilakukan. namun oknn d.ikcnaknn disinscntif 
berupa perungkatan pajak: 
Penggunn.an 1aha.n 5lmt ini yong tiduk .tM:auai sebelum 
peraruran ini ditet.apkan maka dtperoolehlom selarna 
memiliki izin yang llnh <Ian nkan dilmtal>i 
perkebangannya untuk kegiatan yang dii>inkan 
u,rbatas lledanglwn untuk kegictan Jw1g udak 
d112inkan akan dikonakan dialn,enr;,f berupa 
pcnjngkatan pajak; dan 
PenRgUnaan lahnn <tA.St tni yang tidak sesuai .scbeJum 
peraturan ini dltetapkan clan Lidak memillk, 1Zm yang 
sah haru~ .,..gem diseounikan dolum waktu paling 
lama (> bulan setelah berlakunva Peraturan Bupari 

• 
Ruang T"rbub Non r-u 
Ruang Terbuka Non • 
IIIJau 

.. 
Ketentuan Penggu....., Laba.a Ya.ng S11clah Ada clan I 

__ T"-'l,,,daJlc Seouai . 
d ..__ 

lama b bulqn setelah berlakunyn Peraturan Bupali 
ini 

7 I Zoll& Percla 

e 
Ketentwlo lDJ1entl// Di.tnaentif 

6 

Cl 

Zona/Sub Zona 

b 

fto. 



• Tinggi bangunon Perdoganp;o.n 
dan Jat.a Slwla SWP (li:·31 vang 
bc'.·mrln podn due rah 
mlring/kelerenl!Bn, t:idak 
dibongun mclcbihi unggi 
oo ngunan ynng berndo di 
bclo ko ng,,ya. 

• J1ko. dalam pelok~'lnaonnya 
d1temukan alur sungai/ kali/ mata 
air yang belum tcrpetnk.in dalnm 
pcraturun ini, mnka meng,kuti 
kctcntuo.n t>empndon yang 
bcrlaku. 

Tinggi bangunan Perdagangnn 
dan .rasa Skala WP (K·2J yang 
bcrudu pndo daemh 
manng/kclcrenRan, tidak 
dibttn1,'Ut1 mclcbihi tJngg, 
bangunan ynng berudo d, 
bel&kangnya. 

• Jllul d!llan1 pclal<S<tn.,annya 
ditemuknn olur sungai/kllli/mata 
air yang belum Lerpetal<nn dalam 
pcrn.tunw mt. ma.Im mc.ngiku1j 
kelentuan sempadan yan~ 
berlnku 

• 

~ 
Pembnngunan yang ric:t.,k sesua, dengon Pernruran 
Bupoli ani namun sudah mcmlllJ<j uin yang dsperoleh 
sebelum d,sahkannyn Peraturan Bupnt:i ini dan 
belum dilak;;anakan, maka pembangunanaya dapar 
rerus ditakuknn. namun akan dil<cnakan disin!lt'ntif 
berupa perungkatan pajak; 
Pcnggunaan fuhnn .50.BL i.ni yong tidak scsual scbelum 
peraiuran uu ditetapkan maka drperbolehkan selarna 
mcnuliki lzin ynng "'1h dan akan tlibatasi 
perkembaneannya unruk i<egu)U•n yang diizinkan 
u,rbar .. ,. sedungkan untuk ke&iat.an vung tldak 
d11zinkan akan d1kennkan dasmscnnf berupn 

L...~.l_---------'---------------L--~"""!.!!!in!.IS!>ok~tanPJ!i&k;cwn 

• Dalom haJ pernanfuatan ruang. 
dapat dabcrikon u,sentif dan 
drsinsenuf: 

• Kctenruan dan hlw cant 
pernberian insenrif dA.n 
duoln8"ntif diatur lcbih lanJut 
dengon Peraturan Bupau 

• 
ini. 

• 

1---1---------~--------~------l---!;in~i~.--- ----- _ 
b Perd~angan dan • Oalam hal pemanfaatan ruang, • Pernbangunan yang ridak 'lesua, dcngnn Peraruran I • 

,JIUl(l Skaltt WP dnput diberikan lllsent.if do.n Bup.it.i ,ni namun sudah memalikl iJin yang diperolch 
dlsin..ent.if; sebelum disahknnnya Pernturun Bupnti ini dun 

• Kctcn,unn do.n taw c,,rn belum dilaksanu.kan, mal<a pembangunnnnya dapat 
pemberian msenrif dan terus dilnkukan, nu.mun aka.n dikcnaka..n cl.uii.n.8Cntif 
dlslnsentif daatur lcbih lanju; berupa perungkatan M)al<; 
dengan Pernrumn Bupou. 

Penggunonn lahan ..wt lni yang t.iddk sesuai sebelurn 
peraruran ini duernpkan maka dipcrbolehkan setama 
memiliki izin yang sah dan akan dibatasi 
prrkembRngannyn unruk kcgiaran yang dii21nknn 
tcrb a tas sedangkan untuk kegiatan yanR tidak 
rlllzanknn aknn dtkenokon disinsenci! berupa 
pcn,ngkatan pajak; dan 
Penggunnnn lnhnn ~a.Jl ini yung ti.dnk sesuoi sebolum 
pcraturan ini ditetapkan dan udak memtllki i1.1n )ling 
anh ho.rua segera diacsurukrut dulrun wakru p,<hng 
lama b bulnn setelah berlakunyo Pemruran Bupau 

• 

Ketentuaa Penuunaan Lah.., Yang Sudab Ada .S.n 
Tidal< au ... , ----- _ '- d --- • 

snh hru-us segera diocsuniknn -d"'"o-1-om--w-a-ck-tu-palln-g-+--------'=---------l 
lama 6 bulan setclah berlnkunya Persnuran Bupati 

Kewntuan Varian&! 

Pl,rdagµngan dan 
Josa Sknla SWP 

c 

G 
.. No. Zou/Sub Zona ! Ketent1111.D lnMntll/Dlalmlen~ [ 

...:b:...---~--~-------'c _ 
I 



r Ho. Zoaa/SUbZona Ketentwui ln•entll/Dlaineentlf Ketentuan Peauuaaan a..han YIUII: Suclah Ada clan Ketentuan Varian.al Tldak Seaual -~ a b -C e d • • P.,nggunann lwllin saat lru yruig Iida k sesuai sebelum 
peraturnn mi ditctapknn dun tidnk memiliki lzin yang 
eah harus segem disesueikan dalam waktu pahng 
lamu 6 bulon 5Ctcloh bc,rlnkunyo Pt:raturun Bupati 
mj. 

8 Zona Perl&antoraA 
l'llrkanlOran • - • Pembangunan yang tidak sesus: dengan P.,ratumn • Jikl> de lam pclftk:1..'l naannya 

Bupati ini nnmun sudnh merniliki ijin yang dlperoleh dflcmuknn alur sungru/kel1/mata 
sebelum dlsahk.annyo Perarurnn Rupati ini dan air yang belurn terpetakan dalarn 
belurn diluk8rulelco.n, cnakn pembangunannya dapat peraruran lni. maka mengikuu 
rerus dllakukan, namun akan dikennkan ri,ainsentif kelontunn sernpadan yang 
berupo perungkatan pujuk, berlaku 

• Penggunaan lahan snat ini y:.ng tidnk -,e!l'luRi sebclum 
peraruran im dltetepkan maka diperbolehkan setama 
memihki tzm ynng ... h dan akan dibau,si 
perkembangannv« untuk kegiatan yang dll7.1nkan 
rerbatr .. " scdnngknn unruk kegiatan _va.ng tidak 
dnzinkan akan drkenakan disinsenuf berupa 
peningkntan pajok; dan 

• Pmggunaan lahan saa1 m, yang ndak sesuei sebetum 

I pernturan inl ditetapkan clan tidok mcmilikl t<in yang 
sah haru• segera disesuaikan dolam wnkru paling 
lama 6 bulan seleluh bertakunya Peraturan Bupati 
101 ' ... ·- ~ - 9 Zona Pen,relolaaa Poraam 

Pengelolaan • • Pcmbangunan yang tidnk sesun, dcni:un Peralurun • . 
Per.wmpuh«n Bupari im namun sudah mem1lilu ljin Y""II dtperoleh 

sebelum d U16hkonny J Peraturon Bupati ini dan 
belum dilRk"-"nRkan, mnlul pembangunarmya dopat 
terus chlnkukan, ruunun akan dikenakan dJsinsentif 
berueo -nin°"al8n =;Rk. 



EDISTASTUS ENDI 

ITO. 

BUPATJ MANGGARAI BAf~T. 

No. I ZoAA/Bub Zona Keton~WU1 hu,ootlf/ oi..tnae.nur Ketentua-a Penggunaan Laban Vane Sudab Ada dan KetentuaJ> Varia.n&I Tlclak BeouaJ - - a b e d .. 
• Penggunaan lahw, saat in, yang tidak sesuai sebetum 

peraturan inl ditetupkun mo.ka diperbolehknn selamo 
memiliki min yang sah dan aJum dtbatasi 
perkcrnbnngnnnya untuk kcgiutnn yang diizinkan 
terbems sedangkan un1uk kegiatan ynng ridak 
diizinknn nlwn dikenakan disin:senti! berupa 
perungkatan pajak; don 

• ~nggunn.an Johan sruu ,n1 yang tidak ,w~uai sebelum 
peraturan ini dltetapkan dan udak menulikl izin yan11 
snh harus segero disesuniknn drunm welctu paling 
lam11 6 butan ""klah berlakunva Peraturan Bupari 
101. 

10 Zona Pe.rtehanan clan Kea.mana.n 
Poertnhono.n don • • • - 
Keamanan 

11 Badu. Jalan 
I • r. - r. RRd•n ,Jal .. n - . - 


